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Perkembangan revolusi industri dari tahap pertama hingga 
keempat menyiratkan bahwa perkembangan teknologi berjalan 
sangat cepat. Konsekuensinya, perkembangan ini pun harus diikuti 
oleh berbagai sektor lain, termasuk kualitas sumber daya manusia. 
Di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat dibutuhkan tenaga-tenaga 
terampil yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi 
yang ada. Era revolusi industri 4.0 saat ini bukan berarti semakin 
berkurangnya lapangan pekerjaan, akan tetapi bagaimana 
menyiapkan tenaga kerja-tenaga kerja yang memiliki keterampilan 
yang dibutuhkan oleh industri. Dalam hal ini, peran Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) menjadi sangat vital, karena SMK harus 
menyiapkan lulusan yang terampil dan sesuai dengan kebutuhan 
industri. 
Buku ini terdiri dari sembilan bagian. Bagian pertama 
membahas tentang pengantar, Bagian kedua membahas tentang 
Gambaran Umum Pendidikan SMK di Indonesia. Bagian ketiga dan 
keempat masing-masing membahas Pendidikan Kejuruan di Negara 
Maju serta Dinamika Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0. 
Bagian kelima membahas Pembelajaran Abad 21 Dalam 
Meningkatkan Mutu SMK, sedangkan Bagian keenam membahas 
Regulasi Pendidikan Dalam Mendukung Pembangunan Pendidikan 
di Indonesia. Bagian ketujuh membahas tentang Pembangunan 
Sumberdaya Manusia Pendidikan. Bagian kedelapan membahas 
tentang Ekosistem Pendidikan, sedangkan bagian kesembilan 
membahas tentang Kajian Empiris Peran Ekosistem Dalam 
Meningkatkan Mutu (SMK). 
Peningkatan kualitas lulusan SMK bukan hanya menjadi 
tanggung jawab kepala sekolah, melainkan kewajiban seluruh 
ekosistem yang berada di dalamnya. Buku ini memberikan arahan 
bagaimana mengoptimalkan tata kelola ekosistem di SMK di era 
revolusi industri 4.0 saat ini. Buku ini merupakan hasil dari sebuah 
kajian/penelitian tentang interaksi antar ekosistem SMK. Penelitian 
yang dilakukan dikhususkan mengkaji tentang peran kelompok 
alumni, komite sekolah, dunia usaha dunia industri (DUDI) dalam 
meningkatkan tata kelola SMK untuk mencapai mutu yang optimal 
pada era revolusi industri 4.0. 
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Buku ini merupakan hasil dari sebuah kajian/penelitian tentang 
interaksi antar ekosistem Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kajian 
ini dikhususkan mengkaji tentang peran kelompok alumni, komite 
sekolah, dunia usaha dunia industry (DUDI) dalam meningkatkan tata 
kelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk mencapai mutu 
yang optimal pada era revolusi industry 4.0. Di sisi lain, isu-isu 
regional maupun global semakin berkembang pesat, missalkan di 
tingkat negara Kawasan ASEAN masih mengkaji bagaimana 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) belum sampai dengan 
implementasi secara penuh, sudah “terdisrupsi” dengan Revolusi 
Industri 4.0 yang berfokus pada digitalisasi, sehingga satu sisi menjadi 
terobosan baru dalam memudahkan kegiatan manusia, namun di sisi 
lain menjadi ancaman akan keberadaan factor produksi tenaga kerja 
(Labor), yang secara normative “supplier of labor” di Indonesia 
menjadi tugas utama Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 
Kehadiran Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dengan 
konsep utama menciptakan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan 
kesatuan basis produksi, merupakan salah satu tantangan sekaligus 
menjadi peluang bagi Indonesia. Kunci utama untuk menjadikan 
peluang menjadi suatu keuntungan adalah mempersiapkan sumber 
daya manusia yang mempunyai daya saing secara global. Kesiapan 
tersebut diukur dari kompetensi yang dimiliki masyarakat Indonesia 
untuk mampu bersaing di era revolusi pendidik 4.0 dengan segala 
teknologi desruptif yang menyertainya, baik kompetensi yang bersifat 




Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai pendidikan 
menengah yang mencetak lulusan siap kerja, tentunya mempunyai 
tanggung jawab yang besar untuk membekali siswa sehingga 
mempunyai daya saing dalam menghadapi era MEA dan 
mengantisipasi datangnya gelombang revolusi pendidik 4.0. Untuk 
itulah Kualitas Pendidikan di SMK menjadi kata kunci agar dapat 
menghasilkan  lulusan berkualitas yang  mempunyai kompetensi 
sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di era revolusi pendidik 4.0. 
Ironisnya, SMK sebagai penghasil tenaga kerja tingkat 
menengah dengan keterampilan tertentu belum memberikan angka 
keterserapan pada dunia kerja sesuai dengan yang diharapkan. Data 
tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut tingkat 3 endidikan 
disajikan dalam Gambar 1.1 sebagai berikut: 
 
Gambar 1.1  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut tingkat 







Berdasarkan data yang disajikan pada Gambar 1, terlihat 
bahwa lulusan SMK menjadi penyumbang terbesar TPT di 
Indonesia, yaitu : 11,41% (Agustus 2107), 8,92% (Februari 2018), dan 
11,24% (Agustus 2018). Kondisi seperti ini tentu menjadi pekerjaan 
rumah bagi pihak terkait untuk segera berbenah mengoptimalkan 
segala potensi yang ada dalam upaya mengatasi rendahnya 
keterserapan tenaga kerja lulusan SMK.  
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana 
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 
merupakan upaya pemerintah yang diharapkan mampu memberikan 
dampak positif terhadap peningkatan mutu SMK, khususnya dalam 
mengantisipasi datangnya gelombang Revolusi Industri 4.0 dan 
orientasi pengembangan keunggulan potensi wilayah sebagai 
keunggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa. 
Direktorat Pembinaan SMK telah menetapkan empat poin yang 
menjadi fokus revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yaitu: 
revitalisasi kurikulum, pendidik & tenaga kependidikan, kerja sama, 
dan lulusan.  dan penilain, dan pemanfaatan sarana prasarana. 
Pemberian otonomi pendidikan yang luas kepada satuan 
pendidikan juga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, 
karena tiap satuan pendidikan dapat leluasa mengelola sumberdaya 
secara optimal dengan tetap mempertimbangkan unsur sosial inklusi 
di lingkungan sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan 
optimal jika dilaksanakan berbasis pada sekolah. Hal tersebut, 
dikarenakan sekolah merupakan ujung tombak penyelenggaraan 
pendidikan yang bersentuhan langsung dengan seluruh ekosistem, 
yang tentunya lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi  dalam 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan.  
Sayangnya revitalisasi SMK dan otonomi pendidikan belum 
terdampingi tata kelola ekosistem sekolah yang baik, sehingga 
peningkatan kualitas lulusan SMK belum optimal. Ekosistem sekolah 
mempunyai peran penting dalam membangun budaya sekolah yang 
kondusif untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.  Komponen 
ekosistem sekolah terdiri dari ekosistem biotik yang  meliputi : 
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pimpinan sekolah, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, peserta 
didik, dan orang tua/masyarakat. Sedangkan Ekosistem abiotik 
meliputi sarana dan prasarana  termasuk lingkungan sekolah, 
misalnya: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, jaringan IT, 
taman, kantin dan lain-lain. Optimalnya ekosistem sekolah ketika 
terpenuhi ketercukupan dan kelayakan serta adanya intreaksi yang 
harmonis antar biotik, antar abiotik, dan antar biotik abiotik. 
Dalam kaitan dengan keberhasilan satuan pendidikan dalam 
upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah telah 
menetapkan regulasi dan standar yang dapat dijadikan acuan yang 
tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang 
perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP adalah kriteria minimal 
tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan 
nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.  
Untuk menghasilkan lulusan SMK yang mempunyai nilai 
PLUS dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di era 
revolusi industri 4.0 seharusnya mengacu kepada pemenuhan SNP 
PLUS.  Pemenuhan SNP PLUS sebagai indikator peningkatan kualitas 
pendidikan harus dimulai dari suatu reformasi tata kelola ekosistem 
sekolah di setiap satuan pendidikan. Optimalisasi tata kelola 
ekosistem sekolah pada satuan pendidikan dalam upaya pemenuhan 
SNP PLUS dapat dicapai ketika struktur organisasi sekolah tersusun 
secara efektif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sekolah.  
Bagian dua pada buku ini membahas tentang gambaran umum 
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia; 
program normative, program adaptif, program produktif dan 
membahas sekilas tentang program revitalisasi Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) dengan data-data dari tahun ke tahun untuk 
melengkapi pembahasannya. Bagian tiga dari buku ini membahas 
tentang Pendidikan kejuruan di beberapa negara maju seperti Jerman, 
Jepang, Amerika Serikat dan Inggris. Bagian empat dari buku ini 
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menyajikan dinamika dan perkembangan Pendidikan kejuruan pada 
era revolusi industry 4.0. Bagian lima membahas Pendidikan kejuruan 
dalam pembelajaran abad 21; keterampilan abad 21 di dalam proses 
pembelajaran. Partnership for 21st Century Skills (2016) menjelaskan 
bahwa “21st century learning skills are the core competencies for 
learning and innovation that are believed to help students thrive in 
today’s digitally and globally interconnected world”. Lebih lanjut, 
Howlett & Waemusa (2019) menyebutkan keterampilan tersebut 
meliputi “creativity and innovation, critical thinking and problem 
solving, communication, collaboration, plus information, media and 
technology skills”. Bagian enam dalam buku ini menyajikan regulasi 
pendidikan dalam mendukung pembangunan pendidikan di Indonesia. 
Bagian tujuh membahas pembangunan sumberdaya manusia 
Pendidikan; Pendidikan sebagai human capital, human investment 
sebagai pengungkit pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. 
Bagian delapan dalam buku ini membahas ekosistem Pendidikan di 
Indonesia, bagian ini menjelaskan unsur-unsur ekositem Pendidikan 
menengah kejuruan, baik dari biotik maupun abiotic. Bagian Sembilan 
menyajikan hasil penelitian tentang peran alumni, komite sekolah, 
dunia usaha dunia industry (DUDI) dalam meningkatkan tata kelola 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia, bagaimana pola 

































(SMK) DI INDONESIA 
 
Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia 
merupakan bagian dari wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh 
Pemerintah Indonesia. Berbagai terobosan dan inovasi telah 
dilaksanakan oleh pemerintah, dan SMK menjadi bagian yang paling 
disorot karena menjadi satu-satunya program persiapan awal siswa 
untuk memasuki dunia kerja. 
Dikotomi jalur pengembangan karir siswa sekolah menengah 
atas dan kejuruan memberikan kesempatan warga negara Indonesia 
untuk memilih sejak dini, apakah akan mempersiapkan diri untuk 
melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih tinggi melalui SMA, 
atau memasuki dunia pendidikan sekaligus mempersiapkan diri 
memasuki dunia kerja sesuai bakat dan minat masing-masing. 
Pilihan memasuki Sekolah Menengah Kejuruan merupakan 
keputusan yang jelas akan memberikan dampak terhadap karir dan 
masa depan siswa yang bersangkutan. Dalam pola pendidikan SMK, 
para siswa akan dibekali sikap dan perilaku seorang untuk siap bekerja 
di industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedang 
berlangsung disana, dan yang terpenting adalah penguasaan materi 




Pada masa sekarang pilihan untuk memasuki Sekolah 
Menengah Kejuruan merupakan keputusan yang sangat menentukan 
masa depan seseorang. Siswa dengan usia yang sangat dini 
dipersiapkan untuk memiliki kompetensi tertentu yang akan mereka 
pelajari selama 3 sampai 4 tahun kedepan. Siswa tersebut diharapkan 
akan menjadi pekerja profesional dengan kemampuan dasar 
mengoperasikan suatu alat sampai dengan mahir menguasai detil alat 
tersebut secara teori dan keterampilan/praktek pada sektor keahlian 
tertentu. 
Berbagai macam bidang keahlian dalam sekolah menengah 
kejuruan telah di klasifikasikan. Sehingga calon siswa bisa memilih, 
mana yang menjadi minat dan bakat pribadi seseorang untuk kelak 
akan dipelajari secara mendalam selama tiga sampai empat tahun 
kedepan. Tentu saja peran orang tua siswa sebagai penentu keputusan 
sangat besar, disebabkan keterbatasan pemikiran siswa yang masih 
belum begitu paham dan mengerti konsekuensi pemilihan suatu 
bidang keahlian. 
Dalam meraih kompetensinya, materi pelajaran yang diberikan 
di SMK, siswa juga mempelajari mendalam tentang pelajaran agama 
agar dapat menjadi manusia yang berakhlak, berbudi pekerti, lalu 
teori-teori untuk keterampilan, berperilaku sehat dan sopan. Selain itu 
untuk kompetensi substansi/materi pendidikan di SMK diberikan 
dengan membagi beberapa kelompok dan mata pelajaran. Ada 










A. Program Normatif 
Program dengan mata pelajaran yang memfokuskan agar 
siswa dapat menjadi pribadi yang utuh dengan memiliki norma-
norma sebagai makhluk sosial, sebagai warga Indonesia. Program 
normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang 
selaras dalam kehidupan pribadi, sosial dan bernegara. Program ini 
berisi mata pelajaran yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap 
dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada 
peserta didik, di samping kandungan pengetahuan dan 
keterampilan yang ada di dalamnya. Mata pelajaran pada kelompok 
normatif berlaku sama untuk semua program keahlian. Contoh 
mata pelajaran Normatif: 
1. Pendidikan Agama 
2. Pendidikan Kewarganegaraan 
3. Bahasa Indonesia 
4. Penjas, Olahraga dan Kesehatan 
5. Seni Budaya 
 
B. Program Adaptif  
Program adaptif adalah kelompok mata pelajaran yang 
berfungsi membentuk peserta didik sebagai individu agar memiliki 
dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk menyelesaikan diri 
atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan 
sosial, lingkungan kerja serta mampu mengembangkan diri sesuai 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 
Program adaptif berisi mata pelajaran yang lebih menitikberatkan 
pada pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memahami 
dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan teknologi yang 
dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan atau melandasi 





Program adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya 
memahami dan menguasai “ apa “ dan “ bagaimana “ suatu 
pekerjaan dilakukan, tetapi memberi juga pemahaman dan 
penguasaan tentang “mengapa“ hal tersebut harus dilakukan. 
Program adaptif terdiri dari kelompok mata pelajaran yang berlaku 
sama bagi semua program keahlian dan mata pelajaran yang hanya 
berlaku bagi program keahlian tertentu sesuai dengan kebutuhan 
masing-masing program keahlian. Contoh Mata Pelajaran 
Kelompok Adaptif : 




























C. Program Produktif 
Program produktif adalah kelompok mata pelajaran yang 
berfungsi membekali peserta didik agar memiliki kompetensi kerja 
sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 
Dalam hal SKKNI belum ada, maka digunakan standar kompetensi 
yang disepakati oleh forum yang di anggap mewakili dunia 
usaha/industri atau asosiasi profesi. Program produktif bersifat 
melayani permintaan pasar kerja, karena itu lebih banyak 
ditentukan oleh dunia usaha/industri atau asosiasi profesi. Program 
produktif diajarkan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan tiap 
program keahlian. 
 
Gambar 2.1 Informasi Berbagai Bidang Keahlian di SMK 




Dari informasi yang didapatkan pada Dapodik 
Kemendikbud 2019, secara garis besar Sekolah Menengah 
Kejuruan memiliki 9 Bidang Keahlian dengan minat terbesar pada 
Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, kemudian yang 
kedua Bisnis dan Manajemen serta yang ketiga Teknologi dan 
Rekayasa. Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi bidang 
favorit yang diminati para siswa SMK sekarang ini. Hal ini sejalan 
dengan perkembangan zaman, yang menunjukkan pemanfaatan 
dan penggunaan TIK sangat pesat dan masif memasuki Abad 21 
sekarang. Hampir seluruh sektor industri dan kompetensi pekerja 
di Indonesia menuntut penguasaan IT, dan sektor ini pula yang 
menarik perhatian generasi muda di Indonesia menjadikan TIK 
sebagai pilihan favorit generasi milenial. Penggunaan gadget dan 
aplikasinya dalam dunia kerja diyakini akan memudahkan manusia 
dalam menyelesaikan pekerjaan di kemudian hari. Seluruh bidang 
keahlian diluar TIK diprediksi akan mengalami penurunan dan 
akan diganti dengan teknologi melalui penguasaan TIK. 
Spektrum Keahlian SMK berdasarkan Perdirjen 
Dikdasmen Kemendikbud Nomor 06/D.D5/KK/2018, ditampilkan 
pada Tabel Gambar berikut ini. Terdiri dari 9 Bidang Keahlian, 49 
Program Keahlian dan 147 Kompetensi Keahlian. Sehingga siswa 
bisa memilih beragam kompetensi keahlian yang bisa didalami dan 











Tabel 2.1 Spektrum Keahlian SMK  
































dan Tata Udara 
Teknik Tenaga 
Listrik 


























































Teknik dan Bisnis 
Sepeda Motor 








































Minyak dan Gas 
Teknik Pemboran 
Minyak dan Gas 
Teknik Pengolahan 







Teknik Energi Surya, 























Keperawatan Asisten Keperawatan 


























































dan Pemetaan Hutan 
Teknik Konservasi 
Sumber Daya Alam 
Teknik Rehabilitasi 










Pelayaran Kapal Niaga 
Nautika Kapal Niaga 







Air Payau dan Laut 












Bisnis dan Pemasaran 













Logistik Manajemen Logistik 
Pariwisata 





Wisata Bahari dan 
Ekowisata 
Hotel dan Restoran 
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Kuliner Tata Boga 
Tata Kecantikan 
Tata Kecantikan 
Kulit dan Rambut 












Desain Interior dan 
Teknik Furnitur 
Animasi 
Desain dan Produk 
Kreatif Kriya 
Kriya Kreatif Batik 
dan Tekstil 




Kriya Kreatif Logam 
dan Perhiasan 
Kriya Kreatif Kayu 
dan Rotan 
Seni Musik 
Seni Musik Klasik 









Seni Pedalangan Seni Pedalangan 
Seni Teater 
Pemeranan 
Tata Artistik Teater 
Seni Broadcasting dan 
Film 
Produksi dan Siaran 
Program Radio 
Produksi dan Siaran 
Program Televisi 




Memasuki proses peralihan yaitu dari otomatisasi menuju 
era digitalisasi serta pemanfaatan internet yang meluas atau IoT 
(Internet of things) terlihat jelas jumlah siswa TIK yang semakin 
bertambah banyak dibutuhkan dan lapangan pekerjaan yang 
beraitan dengan IT terbuka luas di semua bidang. Meskipun 
sementara menduduki posisi tiga dibanding Bidang keahlian yang 
lainnya, akan tetapi dalam beberapa tahun kedepan diprediksi 
permintaan akan melonjak dan menduduki peringkat pertama 
jumlah siswa dengan bidang keahlian TIK. Hal tersebut terihat dari 
Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 pada 




Gambar 2.2 Informasi Jumlah Siswa SMK di Indonesia  
(Sumber : Dapodik Kemendikbud 2019) 
 
Bukan tidak mungkin jumlah siswa dengan Bidang 
Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi akan menjadi yang 
terbanyak, melihat tren perkembangan terkini dan minat siswa 
yang terus bertambah di bidang IT. 
 
Gambar 2.3 Informasi Jumlah Siswa pada Masing-Masing SMK 




Gambar 2.3 di atas memetakan dengan jelas bahwa masih 
banyak terdapat sekolah-sekolah SMK yang mempunyai jumlah 
siswa kurang dari 100 siswa pada suatu sekolah. Jumlah 
keseluruhan sekitar 30.53% sekolah SMK di Indonesia yang 
mempunyai total siswa < 100 siswa. Hal ini menjadikan perhatian 
besar, karena dengan data tersebut diperkirakan sekolah dengan 
jumlah < 100 siswa tersebut belum bisa memberikan dampak yang 
signifikan. Sehingga harus diberikan perhatian pada sekolah-
sekolah tersebut untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut dan 
melakukan pemetaan secara lebih terperinci. 
Jika kita melihat lebih dalam, jumlah sekolah SMK yang 
mempunya siswa > 600 siswa, bisa dikategorikan sebagai sekolah 
yang memberikan sumbangsih besar bagi pola pembelajaran dan 
merupakan sekolah yang mampu mandiri dalam hal pengelolaan 
manajemen sekolah. Situasi saat ini, jumlah sekolah yang memiliki 
siswa >600 ini sekitar 18,61 %. Ini menjadi informasi yang sangat 
penting bagi seluruh pemangku kebijakan untuk mencermati 
fenomena ini dan mengambil suatu kebijakan yang tepat 
kedepannya. Secara lebih lanjut, sekitar 81,39 % sekolah SMK 
dengan jumlah siswa < 600 siswa perlu dilihat secara lebih 
mendalam, apakah sudah terspesialisasi dan juga dikelola secara 
profesional. Lebih lanjut, dari data informasi mutu sekolah pada 
SMK di Indonesia, menunjukkan kurang lebih 30% SMK di 
Indonesia masih perlu ditingkatkan mutu akreditasnya dan bahkan 
ada yang belum terakreditasi(perubahan dari berbasis Program 
Keahlian menjadi berbasis Satuan Pendidkan) dan tidak 
terakreditasi. 
Status akreditasi pada sekolah SMK, akan bermanfaat 
sebagai sumber informasi menyeluruh mengenai kualitas suatu 
instansi yang bersangkutan. Masyarakat sebagai pengguna(user) 
akan mendapatkan jaminan kualitas pelayanan yang prima, jika 
bisa melihat akreditasi sekolah yang bersangkutan. Dari data 
Dapodik 2019 tentang mutu SMK di Indonesia, masih banyak 
sekolah yang belum diketahui mutu kualitasnya. Diharapkan 
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kedepannya hal ini menjadi titik awal dalam pembenahan mutu dan 
kualitas SMK dan segera melakukan proses akreditasi sehingga 
seluruh proses yang ada di SMK bisa terdata, terverifikasi dan 
semakin meningkat kualitasnya. 
 
Gambar 2.4 Informasi Mutu Sekolah pada SMK di Indonesia 
(sumber : Data Dapodik Kemendikbud 2019) 
 
Data rerata SNP pada SMK di Indonsia tahun 2019 
menunjukkan adanya perkembangan signifikan dari tahun ke 
tahun. Standar Proses menempati urutan pertama dalam segi 
peningkatan kualitas, akan tetapi standar Pendidik dan Tenaga 






Gambar 2.5 Informasi Nilai Rata-Rata SNP pada SMK di 
Indonesia (sumber : Data Dapodik Kemendikbud 2019) 
 
Mengacu data tersebut diatas, standar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan dan Standar Sarana dan Prasarna Pendidikan 
menjadi dua aspek yang perlu secara masif diperbaiki dan 
ditingkatkan kualitasnya. Standar isi, standar proses dan standar 
kompetensi lulusan SMK secara bertahap ditingkatkan dengan cara 
sertifikasi lulusan SMK melalui  LSP P1 yang akan memberikan 
informasi bahwa lulusan SMK siap dan mempunyai kompetensi 
untuk memasuki dunia kerja. Pemberian sertifikat pada lulusan 
SMK, saat ini menjadi terobosan penting bagi lulusan SMK untuk 
bisa diterima dalam dunia kerja. Sehingga dalam grafik informasi 
8 SNP diatas hasilnya terbukti meningkat dari tahun-tahun 
sebelumnya. 
Mengingat pentingnya peningkatan mutu dan kualitas SMK 
di 8 standar nasional proses di Indonesia, pemerintah 
mengeluarkan langkah strategis melalui program Revitalisasi 
SMK. Program ini dimulai tahun 2017 atau awal 2018 dan baru 
berlangsung selama 2 tahun. Salah satu yang mendasari 
dilakukannya program revitalisasi adalah meningkatkan secara 
signifikan mutu lulusan SMK dan mengatasi permasalahan utama, 
dimana lulusan SMK menurut data Badan Pusat Statistik 2019, 
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masih menjadi penyumbang terbesar angka pengangguran di 
Indonesia yaitu sebesar 8,63 %.  
 
Gambar 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut 
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (Februari 2017-
2019) (Sumber : BPS 2019) 
 
Dengan kata lain, ada penawaran tenaga kerja tidak terserap 
terutama pada tingkat pendidikan SMK dan Diploma I/II/III. 
Mereka yang berpendidikan rendah cenderung mau menerima 
pekerjaan apa saja, dapat dilihat dari grafik Tingkat Pengangguran 
Terbuka (TPT), SD ke bawah paling kecil diantara semua tingkat 
pendidikan yaitu sebesar 2,65 persen. Apabila dilihat dan 
dibandingkan kondisi dua tahun yang lalu, penurunan TPT terjadi 




Gambar 2.7 Karakteristik Penduduk Bekerja di Indonesia  
(Sumber : BPS 2019) 
 
Dari data statistik diatas, lulusan SMK menempati 
peringkat 4 terbesar sebagai jumlah pekerja di Indonesia 
berdasarkan pendidikan terakhir. Peringkat pertama adalah pekerja 
dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD). Hal ini cukup 
memprihatinkan dan menjadi pekerjaan besar oleh pemerintah ke 
depannya. Untuk bisa mengentaskan lulusan SD dan SMP menjadi 
minimal wajib belajar 12 tahun, kemungkinan besar yang bisa 
dilakukan adalah melalui jalur SMP kemudian SMK. Karena para 
pekerja akan mudah mengikuti proses belajar di SMK dan akan 
bisa memilih sesuai bidang kompetensi yang dimiliki. Hal ini akan 
menjadi tugas Pemerintah kedepan, terutama setelah cita-cita untuk 







D. Revitalisasi SMK di Indonesia 
Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi 
menekankan perbaikan SMK dalam waktu sesingkat-singkatnya 
dan memberikan atensi besar terhadap kemajuan SMK. Hal itu 
diimplementasikan dengan membuat program Revitalisasi SMK 
yang dimulai pada akhir 2017 atau awal 2018. Dimana program 
tersebut menyasar ke seluruh proses yang ada di SMK. Menurut 
buku Strategi Implementasi Revitalisasi SMK : 10 Langkah 
Revitalisasi SMK, oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah 
Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,  Kemeterian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) ada lima tujuan 
Revitalisasi SMK.  
Pertama, mewujudkan Link and Match sekolah dengan 
Dunia Usaha/Industri. Karena selama ini lulusan SMK belum 
sepenuhnya siap pakai saat lulus dari bangku sekolah. Porsi 
pengaruh dari dunia usaha dan dunia industri belum besar dimana 
seharusnya mereka yang akan menjadi calon pengguna lulusan 
sudah sepantasnya masuk dalam proses pembentukan 
pembelajaran. Dengan mengoptimalkan proses Link and Match 
diharapkan akan semakin memaksimalkan mutu lulusan SMK 
seperti harapan end user atau DUDI. Kedua, mengubah paradigma 
dari push menjadi pull. Artinya mengubah paradigma SMK yang 
dulunya hanya mendorong untuk mencetak lulusan saja tanpa 
memperhatikan kebutuhan pasar kerja berganti menjadi paradigma 
mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan pasar kerja 
mulai dari budaya kerja dan kompetensi yang diperlukan dalam 
pasar kerja dan menariknya ke dalam SMK untuk disusun 
kurikulum SMK yang diselaraskan dengan kurikulum industri. 
Ketiga, mengubah pembelajaran dari supply driven ke demand 
driven. Keempat, menyiapkan lulusan SMK 
yang adaptable terhadap perubahan dunia untuk menjadi lulusan 
yang tidak hanya siap untuk bekerja di bidangnya, tetapi juga 
memberikan bekal siswa dalam hal pengetahuna tentang 
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melanjutkan proses pendidikan lebih tinggi terutama setelah 
mengambil pengalaman bekerja di bidang yang digeluti, dan yang 
terakhir adalah menumbuhkan jiwa dan semangat berwirausaha 
sesuai bidang keahlian karena peran pengusaha dalam 
perkembangan dunia kedepan sangat besar manfaatnya dan efek 
yang dihasilkan sangat tinggi. Kelima, 
mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara pendidikan 
kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri 
(DUDI) baik dari aspek teknologi, administratif, maupun 
kompetensi. 
Dari lima tujuan revitalisasi SMK diatas, dibuatlah 
langkah-langkah untuk mewujudkannya melalui 10 Langkah 
menuju revitalisasi SMK yang berhasil agar dampak yang 
dihasilkan bisa optimal serta tepat sasaran. Adapun langkah-




Gambar 2.8 Langkah Revitalisasi SMK 2017 









Dengan demikian, diharapkan pemerintah akan 
melaksanakan perbaikan dalam 10 sektor secara bersama-sama 
untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di SMK. 
Sepuluh langkah revitalisasi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Revitalisasi sumber daya manusia  
2) Membangun Sistem Administrasi Sekolah (SAS) 
berbasis Sistem Informasi Manajemen 
3) Link and match dengan industri  
4) Kurikulum berbasis industri  
5) Teaching factory  
6) Penggunaan Media Video Tutorial dan Portofolio 
Berbasis Video e-Report Skill  
7) Uji Sertifikasi Profesi  
8) Pemenuhan sarana dan prasarana  
9) Mengembangkan Kearifan Lokal  
10) Peran SMK Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal 
Dalam pelaksanaannya Pemerintah bertindak sebagai 
regulator, menggandeng Akademisi dalam hal ini Universitas dan 
Politeknik serta Dunia Usaha/Dunia Industri (calon pengguna 
lulusan SMK) mengatasi masalah lulusan SMK yang masih 
menjadi beban bagi negara. Hasilnya diharapkan dalam beberapa 
tahun ke depan akan terlihat dampaknya apakah akan mampu 
menurunkan angka pengangguran lulusan SMK dan peningkatan 
mutu sekolah serta standar proses didalamnya. Untuk itu 
diperlukan pendataan yang baik sebagai sarana evaluasi program 
ini selama berjalan dan menganalisis pelaksanaan dalam beberapa 







Sepuluh langkah revitalisasi tersebut dapat menjelaskan 
bahwa hasil yang diraih akan efektif apabila dimulai dari 
peningkatan SDM berbasis pada Industri yang efektif dan efisien. 
Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi 
manajemen, sehingga tercipta keterbukaan informasi dan saling 
keterkaitan antara aspek kurikulum, aspek kesiswaan, aspek 
humas, aspek administrasi, dan dunia industri. Dibentuk pula kelas- 
kelas industri dalam rangka mencapai Link and Match. 
Keterampilan yang dimiliki dikembangkan sesuai dengan kearifan 
lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (Lembaga Riset) 
untuk menciptakan teknologi terapan. Teknologi terapan akan 
menghasilkan nilai tambah yang akan menumbuhkan 
technopreneurship. Technopreneurship dilakukan untuk 
mengurangi pengangguran tidak hanya bagi lulusan SMK akan 
tetapi juga semua lembaga pendidikan dengan harapan dapat 
meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. 
Tentu saja hasil yang diharapkan tidak mungkin terjadi 
dalam waktu yang singkat, tetapi secara bertahap dan bisa selalu 
dievaluasi dalam pelaksanaan di lapangan. Karena semua langkah 
tersebut memerlukan proses dan waktu yang tidak sedikit, serta 
akan menghadapi rintangan yang sangat bervariasi di dalam 
aplikasinya. Dikarenakan cukup beragam kondisi SMK di 











E. Dampak Revitalisasi SMK  
Revitalisasi SMK diharapkan mampu menjadi daya 
pengungkit mengurangi jumlah pengangguran terbuka di Indonesia 
melalui program-program yang sudah sedang dan akan terus 
dilaksanakan melalui berbagai peningkatan dari berbagai sisi. 
 








Proses Revitalisasi SMK yang berjalan selama 2 tahun 
terakhir sudah mulai terlihat, meskipun data dari BPS 
menunjukkan tingkat pengangguran terbuka masih cukup tinggi. 
Akan tetapi dari gambar 1.8 persentasenya mengalami penurunan 
setiap tahun. Masih menurut data BPS, memberikan fakta yang 
menggembirakan, dimana semakin banyak jumlah lulusan SMK 
yang bekerja dan ini menunjukkan lulusan SMK terserap semakin 
baik tiap tahunnya. Penurunan tingkat pengangguran secara 
bertahap juga menjadi indikator yang baik bahwa lulusan SMK 
mulai bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 
lulusan. 
 
Gambar 2.10 Capaian Program Kerjasama Industri Pada 




Program revitalisasi SMK juga telah menyelaraskan sekitar 
2700 sekolah dengan dunia industri melalui penyiapan Kurikulum, 
implementasi di SMK serta optimalisasi kerjasama dengan DUDI 
berskala nasional, internasional serta piloting revitalisasi SMK 
kerjasama dengan negara lain. Untuk mengembangkan pendidikan 
kejuruan yang harmoni sesuai dengan kompetensi kebutuhan 
pengguna lulusan (link and match), maka Kemendikbud telah 
melakukan penyesuaian dan pengembangan kurikulum pendidikan 
kejuruan. Hasil dari proses Revitalisasi SMK dalam 2 tahun 
khususnya di bidang Penyelarasan kurikulum sudah mulai terlihat 
menurut gambar berikut: 
 
Gambar 2.11  Skema Penyelarasan Kurikulum 




Pendekatan menggunakan demand-driven diperlukan agar 
angka keterserapan lulusan SMK dalam dunia industri semakin 
baik. Hasil dari Revitalisasi SMK yang berjalan dalam 2 tahu 
terakhir, memperlihatkan Kurikulum SMK yang mulai melibatkan 
Dunia Usaha/Dunia Industri dalam penyusunannya. Bahkan porsi 
terbesar diberikan kepada DUDI, yaitu 70% dalam menentukan 
kurikulum di SMK setempat yang berdekatan dengan 
industri/tempat usaha. 
Revitalisasi SMK juga sangat berdampak terhadap profil 
lulusan SMK yang tidak hanya mencari pekerjaan sesuai bidang 
keahliannya akan tetapi juga melanjutkan pendidikan sesuai bidang 
yang telah ditekuni. Hal lain adalah mengarahkan lulusan SMK 
untuk berani dan memiliki cita-cita kedepan sebagai wirausaha di 














Dalam perkembangannya, sekarang tersedia program SMK 
dengan waktu belajar 3 tahun dan 4 tahun. Perbedaan waktu belajar 
di SMK memberikan kesempatan para siswa untuk lebih lama 
mendapatkan pengalaman di dunia usaha, sehingga menjadi bekal 
yang cukup ketika sudah menyelesaikan proses belajar di SMK. 
Hal ini juga sekaligus mengakomodir dunia usaha/dunia industri 
dalam memberikan kesempatan bagi siswa SMK lebih lama dalam 
melaksanakan praktek kerja. Terobosan ini diharapkan mampu 
menjadikan lulusan SMK lebih berkompeten di bidang yang 
dipelajarinya serta mampu menyesuaikan permintaan dunia 
industri sehingga selaras dengan tujuan pemerintah yang bisa 
mengurangi gap antara lulusan SMK dengan kebutuhan pekerja. 
Praktek magang industri yang selama ini berjalan hanya 1 
semester, dicoba untuk diperpanjang menjadi 1 tahun dalam bidang 
keahlian tertentu di SMK. Beberapa sekolah sudah mulai mencoba 
sistem ini, terutama sekolah-sekolah rujukan SMK, dan akan bisa 
dilihat dampaknya dalam beberapa tahun kedepan. Karena 
kurikulum yang dilaksanakan juga mengakomodir permintaan dari 
dunia usaha. Harapan Pemerintah, Sekolah dan Dunia Usaha akan 
terjadi sinergi dari ketiga elemen ini dan berdampak signifikan 


























PENDIDIKAN KEJURUAN DI 
NEGARA MAJU 
 
Sekolah kejuruan di negara maju mendapatkan perlakuan dan 
kebijakan khusus dalam pelaksanaannya. Pemerintah sebagai regulator 
memainkan salah satu peran yang vital dalam terselenggaranya 
pendidikan kejuruan yaitu menjembatani antara industri dengan 
sekolah kejuruan. Keberadaan link and match mutlak diperlukan dan 
dijalankan dengan mengacu pada demand driven. Sekolah menjadi 
tempat yang potensial dalam memberikan bekal pengetahuan dan teori 
bagi peserta didik, sedangkan industri menjadi tempat praktek siswa 
dan menyesuaikan jam kerja dengan waktu teori di sekolah. Dalam 
buku ini, kami akan mengambil contoh penerapan sekolah kejuruan di 
negara maju, khususnya di negara Jerman dan Jepang yang diharapkan 
akan menjadi contoh aplikasi tipe penerapan pembelajaran kejuruan di 
suatu sekolah. 
A. Pendidikan Kejuruan di Negara Jerman 
Pendidikan Kejuruan yang diterapkan di Negara Jerman 
sangat terkenal dengan istilah Dual System. Disini arti Dual System 
sendiri adalah pendidikan kejuruan dibentuk antara Pendidikan 
dalam hal ini diwakili oleh guru-guru teori di sekolah dan dibawah 
kewenangan Pemerintah dan Ekonomi dalam hal ini terdapat peran 
industri yang cukup besar didalamnya dalam menyediakan guru 





Pengaturan jadwal berapa lama mendapatkan teori dan 
berapa lama masuk di industri, dilakukan oleh seorang manajer 
atau kepala sekolah kejuruan. Sehingga jadwal yang dibuat mampu 
mengakomodir kepentingan guru teori di sekolah dan pengajar 
praktek di industri. Bagi industri yang memiliki kapitalisasi yang 
besar, mereka mempunyai tempat training center sendiri. Untuk 
industri kecil dan menengah mereka mempunyai Inter company 
training center yaitu tempat pelatihan keterampilan/praktek yang 
dibuat dengan modal bersama dan dikelola bersama-sama sehingga 
berguna untuk kepentingan industri yang bersangkutan. 
Bermacam-macam tipe sekolah kejuruan berlokasi tersebar 
di seluruh negara bagian Jerman, mereka berada di radius tertentu 
dan berpusat di kota-kota tertentu di negara Jerman. Hal ini 
menciptakan efektivitas dalam suatu sistem pendidikan 
dikarenakan besarnya modal yang dikeluarkan oleh dunia industri 
untuk membuat suatu tempat praktik (training center). 
 
Gambar 3.2 Pendidikan Teori dan Praktek dalam Sistem 





Dalam pelaksanaannya, siswa pertama-tama akan 
mendapatkan kontrak pekerjaan dari suatu perusahaan. Pada usia 
16 tahun keatas, pemuda di Jerman sudah bisa masuk dalam usia 
kerja. Secara bertahap, siswa yang sudah menerima kontrak kerja 
di suatu perusahaan akan dikelompokkan menurut bidang 
keahliannya. Kemudian akan segera dikirimkan di sekolah 
kejuruan terdekat dan dibuatkan jadwal untuk mendapatkan ilmu 
teori dan praktik di training center. Pengaturan waktu teori dan 
praktik dilakukan secara cermat dan sangat rigid. Siswa sangat 
diperhatikan dan dibimbing secara teori dan juga dalam bimbingan 
khusu oleh pengajar praktek dari industri yang bersangkutan. 
Begitu pula antara guru teori dan praktek, mereka berkoordinasi 
dan bahu membahu memberikan pengajaran, dan up to date sekali 
dalam menyiapkan content pelajaran karena adanya peran guru 
praktek yang notabene berasal dari karyawan profesional yang 




Gambar 3.2 Sistem Pendidikan di Jerman 





Pada gambar 3.2 di atas usia dasar seorang siswa untuk bisa 
memasuki sekolah kejuruan adalah 15 tahun. Pada awal mulanya, 
para siswa dilatih tentang dasar-dasar dalam menghadapi dunia 
kerja, kemudian akan dilanjutkan dengan teori serta keterampilan 
sesuai dengan bidang kerjanya masing-masing. Meskipun 
demikian, dalam prakteknya, usia lebih dari 15 tahun juga 
diberikan alur pendidikan kejuruan yang sama jikalau ada 
seseorang yang ingin atau dengan keadaan terpaksa mengambil 
tipe pekerjaan baru yang tidak linier atau mempunyai dasar pada 
bidang tertentu. 
Pelaksanaan pembelajaran teori dan praktek yang beriringan 
selama 2 tahun, wajib diikuti dan diselesaikan oleh siswa sekolah 
kejuruan. Pelaksanaan pendidikan secara teori, akan 
diselenggarakan oleh sekolah-sekolah kejuruan yang telah ditunjuk 
pemerintah. Sedangkan pelaksanaan praktek-praktek keterampilan, 
akan dilaksanakan oleh pengajar yang berasal dari industri dan 
berlangsung di training center atau intercompany training center 
(pusat pelatihan gabungan beberapa perusahaan). 
Biaya pendidikan terbagi menjadi dua, yaitu dari pemerintah 
yang mengalokasikan anggaran untuk guru teori di sekolah 
kejuruan dan perusahaan yang bersangkutan yang menanggung 
anggaran pengajar praktek di training center. Harmonisasi yang 
terjadi antara Pemerintah, Industri dalam sistem pendidikan 
kejuruan ini yang dinamakan dual system di Jerman. Dimana 
sistem ini sudah dipakai di akhir Abad 19 dan terus disempurnakan 
sampai dengan sekarang. Untuk itu tidaklah mudah membuat suatu 
sistem yang solid seperti ini dan juga mencontoh maupun 






Tidak semua sekolah menengah kejuruan di Jerman 
menerapkan Pendidikan sistem Ganda. Ada 2 kelompok Sekolah 
Menengah kejuruan di Jerman yaitu: 
1. Voolzeit. Secara harafiah, voolzeit berarti waktu penuh 
belajar di sekolah (Tidak menerapkan Duale system). 
Artinya proses belajar siswa berlangsung di 
sekolah  selama 6 hari dalam seminggu, dan menjadi 
tanggung jawab penuh bagi sekolah. Jika suatu waktu 
siswa memerlukan praktikum, maka siswa dapat 
praktikum ke salah satu instansi pemerintahan, atau 
industri. Akan tetapi bukan berstatus sebagai karyawan 
(Azubi) dan mereka tidak mendapat upah. Sekolah yang 
mencari tempat praktikum bagi siswa. 
2. Teilzeit. Ini berati separuh waktu belajar di sekolah dan 
separuh waktu lagi bekerja di Industri. Contoh SMK 
Einzelhandle di Bremen. Tiga hari bekerja di Industri 
(24 Jam untuk satu minggu) dan dua hari belajar di 
sekolah (12 jam seminggu).  Kelompok inilah yang 
menerapkan duale system. Jadi sebenarnya siswa yang 
di sebut azubi di Industri adalah bekerja seperti 
karyawan dan mendapat upah/gaji. Hanya saja sesuai 
dengan undang-undang pendidikan kejuruan, mereka 





Gambar 3.3 Kondisi tempat praktek di Training Center di Dresden 
(sumber: Dokumentasi pribadi penulis) 
 
Jerman memiliki undang-undang yang mengatur pendidikan 
kejuruan yang menerapkan duale system (BBiG) berlaku secara 
universal di seluruh Jerman. Dalam undang-undang ini diatur 
sistem pembelajaran, sistem ujian dan penggajian bagi Azubi 





Gambar 3.4 Pengajar praktek di Training Center di Dresden 
(Sumber : Dokumentasi pribadi penulis) 
 
Siswa (Azubi) sendiri yang mencari industri tempat dia 
bekerja. Azubi mengadakan kontrak dengan salah satu industri. 
Setelah Azubi bekerja di industri tersebut, maka azubi memerlukan 
pendidikan di sekolah sesuai pertimbangan dari industri tempat 
azubi bekerja. Pada dasarnya Industri lah yang akan 
mencari/mendaftar kan azubi ke sekolah menengah kejuruan yang 
menerapkan duale system.  Proses pembelajaran di sekolah dan di 
industri terpisah. Di Industri ada guru yang mengajar azubi di sebut 
ausbilder. Ausbilder ini di pilih dan di hunjuk oleh asosisasi 
industri (kammer). Di sekolah juga ada guru yang mengajar siswa. 
Jadi guru  di Industri (ausbilder) dan guru di sekolah (Lehrer) 
menjadi patner untuk memberikan kompetensi yang utuh kepada 
siswa. Sesungguhnya inilah perbedaan yang mendasar dari sistem 




Proses evaluasi/ujian di Industri diatur oleh asosiasi Industri 
(kammer). Tempat pelaksanaan ujian juga diatur oleh Kammer. 
Akan tetapi kammer dapat juga menunjuk sekolah sebagai tempat 
ujian. Guru di sekolah juga megadakan ujian atau penilaian 
terhadap keberhasilan belajar siswa. Dan sekolah membuat laporan 
secara tertulis mengenai kehadiran siswa di sekolah ke industri, 
tempat siswa bekerja. 
 
Gambar 3.5 Modul Pembelajaran Praktek yang dipakai siswa di 










B. Sekolah Kejuruan di Jepang 
Negara yang mungkin terlihat sangat sentralistik adalah 
Jepang, terutama pada bagaimana sejarah dan tradisi masyarakt 
Jepang, pemerintah pusat mempunyai kewenangan yang besar 
mengenai materi pembelajaran pada pendidikan kejuruan yang 
telah berjalan. Berikut ini ulasan tentang Pendidikan Kejuruan di 
Jepang. Teknik penyaringan pekerja di dalam suatu perusahaan 
juga sangat ketat dan medapatkan perhatian khusus. Hanya pekerja 
yang benar-benar memiliki kemampuan kerja secara nyata yang 
akan dipakai didalam perusahaan. Proses penyaringannya pun tidak 
main-main, karena para calon pekerja sebelumnya harus bersaing 
secara ketat dengan calon pekerja lain yang datang dari seluruh 
penjuru jepang.  Di negara Jepang dikenal istilah “pekerjaan 
sepanjang hayat”, dimana penularan dan pengembangan 
keterampilan para pekerja di dalam perusahaan benar-benar 
diperhatikan, misalnya melalui program pelatihan. Program 
pelatihannya pun sebagian besar dilakukan atas dasar kesadaran 
dan ditangani oleh perusahaan yang bersangkutan. Sangat kecil 
sekali ada campur tangan pihak lain dalam pemberdayaan pekerja-
pekerja di dalam perusahaan.  
Jepang memiliki tuntutan kurikulum yang sangat kompleks 
dan ditetapkan oleh menteri pendidikan, dan untuk pelaksanaan 
kurikulum tersebut Jepang harus  menjalankan program pendidikan 
minimal 240 hari setiap tahun. Akibatnya, siswa harus datang ke 
sekolah 6 hari dalam 1 minggu selama 40 minggu di dalam 1 tahun 
dan jelas mereka menghabiskan banyak waktu di sekolah. Di dalam 
masa sekolah, anak-anak Jepang mendapat pengetahuan tingkat 
tinggi melaui bahasa ibu dan matematika dan memperoleh 
pembiasaan dalam hal kerajinan dan ketekunan, dengan kata lain 
mereka benar-benar dipsersiapkan sebagai “pekerja masa depan”. 
Kemudian, untuk memperoleh pendidikan yang favorit, misal 
perguruan tinggi favorit, maka semenjak duduk di sekolah dasar 
anak-anak Jepang juga harus berasal dari sekolah yang favorit, 
kemudian dari sekolah dasar favorit tersebut bisa melanjutkan ke 
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sekolah lanjutan tingkat pertama favorit, lanjutan tingkat kedua 
favorit, dan kemudian berakhir di institusi pendidikan tinggi favorit 
pula. Pada sekolah lanjut tingkat pertama, 96% diatur oleh 
pemerintah lokal/kota, sehingga sekolah yang bersifat privat sangat 
jarang pada tingkat ini.  
 





Tidak ada ujian secara nasional untuk memasuki perguruan 
tinggi. Ujian dilaksanakan dan disponsori oleh masing-masing 
perguruan tinggi yang bersangkutan. Hasil ujian diperiksa secar 
terkomputerisasi dan dikirmkan langsung kepada orang tua yang 
bersangkutan agar mereka tahu dimana posisi hasil ujian 
penyaringan anaknya dibandingkan dengan anak-anak yang lain.  
Biaya pendidikan di Jepang bersifat sangat moderat, kecuali 
di sekolah privat. Di sekolah milik pemerintah, para siswa bisa 
mendapatkan subsidi. Agar anak-anak mereka tampil optimal di 
sekolah, para orang tua mengirim anak-anaknya ke tempat les 
tambahan, dikenal dengan juku dan yobiko. Dalam seminggu les 
dilaksanakan 2-3 kali pertemuan pada sore hari, dan setiap 
pertemuan berlangsung maksimal 4 jam. Di dalam akar sistem 
pembelajaran negara Jepang, baik sekolah umum maupun privat, 
memiliki aturan bahwa guru adalah dominan dan kurikulum 
didasarkan pada pembentukan siswa melalui penambahan 
pengetahuan dan para siswa dapat memberikan hasil yang baik 
didalam ujian. Sejak awal siswa diberi sosialisasi mengenai karir 
mereka dimasa depan, mereka jarang bertanya mengenai 
pandangan-pandangn gurunya, dan mereka dipaksa untuk 
menghafal fakta dan konsep.  
Pada sekolah lanjut tingkat kedua terdapat dua tipe, yaitu 
sekolah umum dan kejuruan. Substansi kejuruan bisa mereka dapat 
di pelatihan atau pendidikan tinggi setelahnya. Kesimpulannya 
adalah jalan efektif untuk membentuk pekerja terampil adalah 
dengan meyakinkan mereka untuk benar-benar memiliki pondasi 
kuat di pendidikan umum untuk mendongkrak struktur kejuruan di 
dalam pelatihannya kelak. Sistem pendidikan kejuruan terintegrasi 
dalam Sekolah Menengah Kejuruan. Beberapa SMK menawarkan 
program eksklusif kejuruan maupun kejuruan umum. Beberapa 
SMK dilaksanakan paruh waktu, ada juga yang dilakukan selama 4 
tahun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan siswa, akhirnya SMK 
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dilaksanakan full time dimana siswa memiliki konsentrasi pada 
seluruh kejuruan.   
Perguruan tinggi teknis yang ada di Jepang, merekrut anak 
laki-laki lulusan SMP dan menawarkan program 5 tahun dengan 
memberi jaminan bahwa kualitas pendidikan mereka cukup tinggi 
untuk mencetak lulusan yang memiliki pengetahuan dan 
keterampilan praktis yang berguna dalam pekerjaan mereka. Di 
perguruan tinggi teknis, siswa juga mendapat mata pelajaran umum 
sebagai dasar dari kejuruan, dan dibarengi dengan pembaharuan 
mesin-mesin industri yang diperlukan untuk praktek. Biaya 
pendidikan kejuruan di Jepang relatif murah karena sebagian besar 
dana pendidikan ditanggung oleh pemerintah.   
Perguruan tinggi teknis di Jepang telah berhasil mencetak 
lulusan terampil dan terlatih yang memang diperlukan industri. 
Namun, dari sisi lain tidak ada rencana pemerintah untuk 
menambah jumlah mereka, padahal sangat efektif untuk memberi 
input terampil bagi industri. Selain itu, alasan tidak ditambahnya 
jumlah perguruan tinggi teknis di Jepang, dikarenakan rendahnya 
permintaan dari orang tua atau siswa serta adanya berbagai 
anggapan bahwa masih terlalu muda bagi siswa lulusan kejuruan 
untuk melanjutkan ke perguruan tinggi teknis dan menentukan 
bidang keahlian tertentu.  Bentuk pendidikan harus tetap berada di 
bawah pengawasan Departemen Pendidikan, sehingga beberapa 
dari mereka hanya mementingkan keuntungan daripada penyediaan 
fasilitas dan pendidik yang memadai. Meskipun demikian, mereka 
telah memberi kontribusi besar bagi pelatihan tenaga terampil 
Jepang. Selain dari pemerintah, penyediaan kebutuhan pendidikan 
kejuruan atau pelatihan juga dibantu oleh pihak swasta.   
Secara umum, pembentukan pendidikan pelatihan memiiki 
2 prinsip, yaitu bahwa penyediaan kesempatan pelatihan yang 
cukup harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan pekerja 
individual pada semua bidang kehidupan pekerjaan mereka, kedua 
yaitu bahwa penyediaan fasilitas pelatihan harus memperhitungkan 
perubahan teknologi industri dan kebutuhan pasar, serta harus 
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benar-benar mengevaluasi dan memahami kemampuan pekerja 
mereka.  Sistem pelatihan dan pendidikan kejuruan di 
Jepang  merupakan salah satu satu system pendidikan yang sangat 
kompleks, dan system pendidikannya merupakan bagian dari 
masyarakat jepang., hasil dari sikap dan nilai-nilai budaya, 
beberapa diantara berasal dari sejarah Jepang, dan beberapa 
diantaranya merupakan hasil pendidikan pada masa perang 
maupun penglaman setelah perang. Konten Pendidikan di Sekolah 
Kejuruan di Jepang dapat dijelaskan dalam table 3.1 sebagai 
berikut: 
Tabel 3.1 Delapan Pilihan Bidang Vokasional di Jepang 
 






Perguruan Pelatihan Khusus (専 修 学校 Senshu Gakko) 
Perguruan Pelatihan Khusus (専 修 学校 Senshu Gakko) fokus 
pada pendidikan kejuruan praktis dan keterampilan teknis khusus. 
Perguruan tinggi ini disetujui oleh otoritas lokal jika mereka 
memenuhi persyaratan nasional untuk pendirian Perguruan 
Pelatihan Khusus yang ditentukan oleh MEXT. Berdasarkan 
persyaratan penerimaan, ada 3 jenis Sekolah Tinggi Pelatihan 
Khusus atau di Indonesia disebut Kejuruan: 
1. Pertama, Perguruan Pelatihan Profesional (program 
postsecondary) （専 門 学校） Sekolah Pelatihan Khusus 
menyediakan pendidikan postsecondary yang disebut 
Professional Training College. Perguruan pelatihan 
profesional adalah pendidikan tinggi dan lulusan dapat 
pindah ke universitas atau sekolah pascasarjana. Lihat juga 
di bawah pendidikan profesional yang lebih tinggi. Jepang 
memiliki sekitar 3.000 perguruan tinggi pelatihan 
profesional dengan jumlah siswa sekitar 5.700.000 siswa. 
Persyaratan penerimaan adalah latar belakang pendidikan 
yang setara dengan ijazah sekolah menengah atas atau 
program Sekolah Pelatihan Khusus Menengah Atas yang 
sudah selesai 3 tahun. Program memiliki durasi nominal 1 
hingga 4 tahun. Tidak semua perguruan tinggi pelatihan 





Gambar 3.7 Ilustrasi Siswa yang bekerja di Bidang Tata Boga 
(sumber : j-study.org) 
2. Kedua, Sekolah Pelatihan Khusus Menengah Atas 
(program menengah atas) (高等 専 修 学校 Koto Senshu 
Gakko (Senshu Gakko Kohtohkatei) Jenis Sekolah 
Pelatihan Khusus ini menawarkan program sekolah 
menengah atas yang disebut Sekolah Pelatihan Khusus 
Menengah Atas. Sekolah Pelatihan Khusus Atas 
menawarkan pelatihan kejuruan praktis pendidikan 
berdasarkan pendidikan menengah atas Dalam hal level, 
Sertifikat Kelulusan Sekolah Menengah (卒業  証明書 
Sotsugyoshomeisho) dapat dibandingkan dengan diploma 
HAVO. Ada sekitar 460 sekolah yang diakui dari jenis ini 
dengan sekitar 39.000 siswa. Lulusan program dengan 
durasi nominal lebih dari 2 tahun dan lebih dari 2.589 jam 






3. Ketiga, Perguruan Pelatihan Khusus, Kursus Umum （専 
修 学校 一般 課程 Senshu Gakko Ippankatei） Pelatihan 
perguruan tinggi di tingkat ini terbuka untuk semua orang. 
Tidak ada persyaratan masuk. Banyak program yang 
berbeda ditawarkan, misalnya pembuatan pakaian Jepang / 
Barat, seni dan desain dan memasak. Ada sekitar 190 
Sekolah Pelatihan Khusus dengan Kursus Umum untuk 
sekitar 33.000 siswa. Perguruan ini mirip BLK di Indonesia. 
C. Sekolah Menegah Kejuruan di Amerika 
Di Amerika Serikat (AS), sekolah vokasi/kejuruan biasanya 
dimulai setelah tingkat sekolah menengah atas (post secondary) di 
mana kelas-kelas ditawarkan melalui community college atau 
institut teknologi. Baru-baru ini menjadi standar bagi sebuah 
sekolah kejuruan untuk memberikan sertifikasi secara online, 
khususnya di berbagai area yang tidak begitu memerlukan 
pengalaman praktek. 
Kebanyakan sekolah kejuruan adalah swasta, meskipun 
tidak seluruhnya demikian, sekolah kejuruan terkadang mengambil 
alih peran pendidikan sekolah menengah atas. Mata pelajaran 
seperti perkayuan, tukang besi dan bahkan ekonomi 
keluarga (home economics) menjadi contoh-contoh yang bagus 
yang terkadang diajarkan pula di sekolah menengah atas pada 
umumnya. Di beberapa sekolah, mereka malah mengkhususkan 
diri pada model ini daripada pada model yang biasa dilakukan. 
Sekolah kejuruan kadang menjadi cara terbaik bagi orang 
dewasa untuk memasuki dunia kerja. Program-program pendidikan 
orang dewasa, seperti program Insentif Kerja (Work Incentive 
Program/WIN) serta Job Corps, di AS dibikin untuk menampung 
mereka yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan yang 
layak dengan mempersiapkan pendidikan yang sesuai sebelum 
mencari kerja yang pas. Bahkan departemen pendidikan AS 
memberikan bantuan keuangan bagi orang dewasa yang 





Gambar 3.8 Siswa sedang praktek di sekolah vokasional di AS 
(sumber : reuters) 
 
Dengan adanya dua lembaga: community college, dengan 
jumlah murid yang besar dan sekolah swasta, dengan kelas yang 
relatif lebih kecil, masyarakat dapat menentukan pilihan yang 











1. Perbedaan Sekolah Kejuruan dan Sekolah Umum 
Sekolah kejuruan, baik diselenggarakan oleh pemerintah 
ataupun swasta memang berbeda dengan sekolah menengah 
atas pada umumnya dalam beberapa hal. Di sekolah kejuruan, 
para murid biasanya mendapatkan jauh lebih banyak 
pengalaman praktek dibandingkan mereka yang berada di SMA 
pada umumnya. Secara individu, mereka dipacu untuk 
menggali dan mengidentifikasi karir atau potensi terbaiknya 
dan sekolah memberikan bantuan sumberdaya yang 
diperlukannya. Hampir sebagian besar sekolah kejuruan 
memahami pentingnya pelajaran umum sebagaimana 
mempersiapkan mereka meniti karir, dan menawarkan diploma 
penuh. 
Pemilihan Bidang keahlian sekolah kejuruan tergantung 
kepada kemampuan dan ketertarikan para muridnya, sekolah 
kejuruan menawarkan berbagai keuntungan. Di sekolah 
kejuruan, para murid dapat bertemu langsung dengan guru 
bimbingan (BP) dan memilih program yang paling sesuai 
untuknya, baik melanjutkan ke college atau ke sekolah teknik 
lainnya, atau meniti karir langsung setelah lulus. Penasehat BP 
di sekolah akan membantu murid mengevaluasi tujuan mereka 
dan potensi yang dimilikinya, serta menempatkan mereka ke 
dalam program yang paling sesuai dengan keinginannya. 
Belajar vokasi membantu individu belajar peralatan dan 
teknik yang penting untuk pekerjaan tertentu, mendapatkan 
pengalaman langsung mengoperasikan berbagai teknologi dan 
peralatan yang berbeda, serta mengembangkan kemampuan 
pemecahan masalah yang akan membantu mereka meniti 





Beberapa sekolah vokasi mempersiapkan para muridnya 
untuk mampu bekerja di bidang kesehatan, komputer, 
pendidikan, bisnis, dan berbagai jenis perdagangan yang sangat 
spesifik. Secara individu, mereka memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan pengetahuann dan pengalaman yang penting 
untuk menjadi profesional dengan memiliki lisensi atau 
sertifikat yang memungkinkan mereka langsung bekerja 
setelah lulus. 
Meskipun sekolah vokasi menekankan kepada 
pengembangan karir dengan segera, tetapi mereka juga 
mempersiapkan para anak muridnya dengan pendidikan yang 
cukup baik. Sebuah sekolah kejuruan umumnya memisahkan 
kurikulum antara pelatihan/ketrampilan khusus dengan subyek 
umum, seperti matematika, sains, bahasa dan budaya, serta 
pendidikan jasmani. Siswa-siswi sekolah kejuruan biasanya 
diharuskan untuk memenuhi persyaratan kuliah di kelas serta 




Gambar 3.9 Suasana Ruang Kelas Teori pada Proses 





Keuntungan terbesar dari para lulusan sekolah kejuruan 
adalah adanya penempatan kerja. Guru bimbingan di SMK 
biasanya memiliki akses khusus terhadap informasi 
karir/pekerjaan serta berbagai macam sumber bagi para murid 
yang ingin segera bekerja atau bekerja sambil tetap belajar 
setelah lulus SMK. Terlebih lagi, saat ini semakin banyak 
perusahaan ataupun serikat pekerja yang memiliki hubungan 
yang cukup erat dengan SMK dan memberikan banyak pilihan 
kepada para murid yang telah menyelesaikan programnya. 
Dengan berdasarkan rekomendasi dari BP dan para gurunya, 
banyak para lulusan SMK dimungkinkan untuk mengikuti 
kerja magang atau memasuki dunia kerja dengan lebih cepat.  
 
2. Pendidikan Karir di Amerika Serikat 
Selain pendidikan kejuruan, di Amerika juga dikenal 
pendidikan karir yang mampu menjawab tantangan zaman 
dengan banyaknya kesempatan pilihan bidang di dalamnya. 
Pendidikan okupasi dan pendidikan karir muncul sebagai 
jawaban bahwa pemerintah Amerika Serikat secara nyata ingin 
menciptakan pendidikan yang relevan, berkualitas, dan 
memiliki persamaan kesempatan berkependidikan untuk semua 
pihak. Pendidikan okupasi muncul terlebih dahulu dengan 
konsep bahwa pendidikan tersebut memastikan lulusan 
memiliki keterampilan dalam lingkup pekerjaan yang spesifik, 
sehingga keterampilan bersifat fokus, mendalam, tidak bebas 
karena bidang kerja telah ditentukan dari awal, dan benar-benar 
dipersiapkan secara matang sebagai pekerja sehingga 
kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 




Gambar 3.10 Presiden AS Donald Trump memperhatikan 
seorang siswa, mengoperasikan simulator di Kirkwood 
Community College di Cedar Rapids, Iowa (Sumber : 
Reuters) 
 
Pendidikan karir ini lebih menekankan aspek 
psikomotor dan sangat kurang memperhatikan aspek afektif 
dan kognitif pada siswa. Kemudian di dalam perkembangan 
selanjutnya muncul pendidikan karir, dimana pendidikan 
tersebut bersifat lebih fleksibel daripada pendidikan okupasi. 
Siswa tidak hanya dibekali satu macam keterampilan bidang 
kerja, akan tetapi dibekali dengan bermacam keterampilan 
yang notabene hanya bersifat dasar sehingga pada akhirnya 
diharapkan siswa mampu memilih sendiri bidang kerja yang 
ingin mereka tekuni dan bahkan memiliki kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Pada 
pendidikan karir tidak hanya memperhatikan aspek psikomotor 
saja, melainkan juga sangat memperhatikan aspek afektif dan 





Ada 2 (dua) bentuk pendidikan karir, yaitu (1) 
Model Federal, dan (2) Model State. 
Model Federal merupakan model yang dikeluarkan oleh 
pemerintah pusat Amerika Serikat dan telah memiliki konsep 
yang baku di seluruh wilayah negara. Kepekaan terhadap 
potensi unik setiap daerah menjadi kurang. Sedangkan 
Model State dikeluarkan oleh tiap-tiap negara bagian di 
Amerika Serikat dimana konsepnya disesuaikan dengan 
kondisi daerah masing-masing negara bagian. Hal ini baik, 
tetapi mengakibatkan corak lulusan yang bersifat kedaerahan 
dan standar lulusan antara negara bagian satu dengan yang lain 
berbeda-beda. Kemudian Model Federal dibagi lebih rinci 
menjadi 4 (empat) model, yaitu (1) School Based Model, 
(2) Employer Experience Based Model, (3)Rural Residenal 
Based Model, dan (4) Home Community Based Model. 
Sedangkan Model State dibagi menjadi 3 (tiga) model, yaitu 
(1) Wisconsin Model, (2) Hawaii Model, dan (3) South Portlan, 
Maine Model. 
School Based Model, memiliki konsep bahwa 
pendidkan dilakukan di sekolah yang benar-benar terpantau, 
terkoordinir, dan mempersiapkan lulusan untuk bisa terjun ke 
dunia kerja dan benar-benar memiliki bekal yang cukup apabila 
ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di 
dalam sekolah dibentuk masyarakat yang berorientasi kerja 
sehingga lulusan telah benar-benar memiliki sikap kerja yang 
sesuai dengan kondisi di lingkungan kerja sesungguhnya. 
Kelemahan dari model ini adalah semua kondisi yang disajikan 
di sekolah adalah simulasi dari teori-teori kerja yang ada saat 






Employer-Experience Based Model, menekankan 
keterlibatan semua para aktifis atau pakar kerja dibidang 
tertentu untuk membentuk suatu program pendidikan. Dengan 
demikian, kesesuaian atau relvansi program dengan keadaan 
kerja sesungguhnya sangat terjamin dan up to date. 
Kelamahannya adalah program pendidikan lebih ke pendidikan 
tradisional. 
Rural Resident Based Model, memiliki fokus untuk 
mengembangkan potensi-potensi karir setiap individu, baik 
yang sudah bekerja ataupun pengangguran, dan khususnya 
memiliki pendapatan rendah melalui pelatihan-pelatihan. 
Diaharpakan setiap individu memiliki keterampilan tambahan 
dan bisa membaca peluang kerja sesuai dengan karakter 
individu  dan lingkungan sehingga mampu meningkatkan taraf 
pendapatan. Kelemahan model ini adalah terlalu sempitnya 
subjek yang dijadikan target pelatihan sehingga jumlah lulusan 
atau kontribusi ke dalam masyarakat sangat kecil.  
Home Community Based Model, pelatihan-pelatihan 
yang menekankan tiap individu bisa mengembangkan 
keterampilannya sendiri di rumah. Pelatihan menggunakan 
media broadcasting seperti televisi dan radio. Hal ini sangat 
memberikan kebebebasan setiap individu untuk berekspresi 
dan bereksperimen, akan tetapi kontrol dan pengawasan 






Gambar 3.11 Suasana Gedung Sekolah di AS yang 
melambangkan peserta didik dari berbagai negara 
 
Wisconsin Model, setiap tujuan secara terstruktur dan 
komprehensif memiliki topik yang jelas, terinci, dan terencana 
hingga proses evaluasinya. Kelemahannya adalah evaluasi 
dijadikan penentu akhir bagi setiap tujuan sehingga kontinuitas 
dari tingkat satu ke tingkat lain terasa tidak ada, artinya apabila 
sudah dievaluasi maka tujuan tersebut dianggap selesai dan 
tidak dimunculkan lagi pada tingkat yang lebih tinggi. 
Hawaii Model, konsep dari model ini adalah kontinuitas 
setiap materi atau objek pembelajaran sangat dijaga dari tingkat 
ke tingkat, sehingga lulusan mendapatkan keterampilan yang 
utuh mulai dari pengenalan, pengembangan, dan 
pembentukan.. Kelemahan model ini adalah area materi 
bersifat relatif sempit. 
South Porland, Maine Model, memiliki konsep yang 
kompleks, berangkat dari pengenalan individu terhadap 
identititas individu, kemudian meluas menuju lingkungan 
individu, dan berakhir pada persiapan lulusan untuk masuk ke 
dunia kerja. Kompleksitas tersebut dipecah menjadi beberapa 
tujuan yang disebar ke berbagai tingkat. 
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Diharapkan dari berbagai pilihan model pendidikan 
kejuruan dan karir tersebut dapat menghasilkan sejumlah besar 
tenaga kerja yang produktif, memiliki etos kerja tinggi, dan 
kompetensi yang terus berkembang sehingga bisa membuat 























D. Pendidikan Vokasi Di Inggris 
1. Pendidikan Vokasi dan Sertifikasi di Inggris 
Inggris memiliki empat negara bagian, Inggris 
(England), Skotlandia, Wales dan Irlandia Utara. Meskipun 
setiap pemerintahan memiliki system pemerintahan yang 
berbeda, namun  pengawasan Pendidikan nasional berada di 
bawah satu Departemen Pendidikan (Departement for 
Education). Meskipun demikian, pemerintah daerah/negara 
bagian  diberikan kewenangan untuk melaksanakan kebijakan 
Pendidikan di daerahnya masing-masing. Sehingga bisa 
dipastikan praktik Pendidikan antara satu negara bagian dengan 
negara bagian lainnya memiliki perbedaan. 
Pemerintah Inggris Raya mewajibkan program wajib 
belajar nasional melalui Undang-Undang Pendidikan Inggris 
tahun 1996 yang mewajibkan orangtua atau wali di seluruh 
negara bagian Inggris memastikan bahwa setiap anak berusia 
lima sampai dengan enam belas tahun mendapatkan 
Pendidikan. Orangtua atau wali yang tidak melaksanakan 
undang-undang ini akan mLndapat sanksi berupa kurungan 
penjara tiga bulan dan/atau denda 1000 Poundsterling. Usia 
wajib belajar ini mencakup jenjang  Pendidikan dasar (primary 
school) dan jenjang Pendidikan menengah (secondary school) 
tingkat awal. Jenjang Pendidikan di Inggris dapat dilihat pada 











Tabel 3.2 Sistem Pendidikan di Inggris 
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7-8     
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Kebijakan Pendidikan vokasi di Inggris dan system 
sertifikasi memeliki beberapa perubahan. Di tahun 1970-an, 
Badan Nasional tenaga Kerja (Manpower Services 
Commisions) membentuk skema Youth Training Scheme (YTS) 
yang dibentuk untuk menyelaraskan outcome system 
Pendidikan dengan pasar tenaga kerja (Winch&Hyland, 2007). 
Pada tahun 1980-an National Council for Vocational 
Qualification (NCVQC) meninjau kembali YTS dan menyusun 
system sertifikasi dan Pendidikan vokasi yang berdasarkan 
kepada konsep competence-based education and training 
(CBET). NCVQC kemudian menetapkan sertifikasi keahlian 
yang diberi nama National Vocational Qualification (RVQ) 
pada tahun 1986 sebagai respon atas dua permasalahan utama 
dalam pengimplementasian program YTS, yaitu: 
a. Sulitnya mengukur learning outcomes dari YTS karena 
kemampuan peserta YTS sangat beragam. 
b. Tidak adanya standar kualifikasi tenaga kerja yang 
berlaku untuk semua perusahaan karena belum 
selarasnya ekspektasi keahlian yang dimiliki oleh 
institusi Pendidikan dan perusahaan. 
Pada tahun 1993, pemerintah Inggris merilis program 
Modern Apprenticeship (MA) atau program magang untuk 
diintegrasikan dengan skema Pendidikan vokasi usia 16 hingga 
19 tahun guna memperoleh sertifikasi keahlian NVQ level 3. 
Kebijakan MA ini kemudian terus berkembang sesuai 
kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga pada tahun 2001 muncul 
kebijakan Foundation Modern Apprenticheship (FMA) untuk 
level 2 dan Advanced Modern Apprenticheship (AMA) untuk 






Tahun 1990-2000-an secara umum dikenal dengan 3 
sistem sertifikasi yang pernah berlaku di negara Inggris dan 
Irlandia Utara (Hayward, 1995) yaitu: National Vocational 
Qualifications (NVQs) yang diterapkan di negara bagian 
Inggris, Wales, dan Northern Ireland, General National 
Vocational Qualifications (GNVQs) yang dipakai di negara 
bagian Wales dan Inggris, serta Scottish Vocational 
Qualification (SVQs) yang diterapkan di negara bagian 
Skotlandia. GNVQS bersifat lebih umum daripada NVQS, tiap 
negara bagian di wilayah Kerajaan Inggris memiliki 
kewenangan masing-masing untuk pengambilan kebijakan dan 
pengelolaan sekolah. 
Kehadiran GNVQs tidak dapat dipisahkan dari 
keberadaan NVQs sebagai system sertifikasi resmi pertama. 
Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan memperluas 
cakupan kualifikasi vokasional yang sesuai dengan peserta 
didik, sehingga dapat diajarkan pada tingkat sekolah dan 
college maupun mahasiswa (Raggat dan Williams, 1999: 118). 













Tabel 3.3 Perbedaan NVQs dan GNVQs 
NVQs GNVQs 




vokasi yang lebih luas 
Standar yang 
dikembangkan oleh badan 
industry 
Standarnya dikembangkan 
oleh NCVQ dan badan 
pemberi sertifikasi yang 
diakui 
Standar yang ditetapkan 
bagi fungsi pekerjaan 
tertentu 
Standar yang ditetapkan bagi 
area vokasional yang luas 
Penilaian diukur dari 
kompetensi 
Penilaian diukur dari prestasi 
Unit umumnya bervariasi 
dalam jumlah dan ukuran 
pada tingkatan tertentu 
Unit memiliki jumlah dan 
ukuran yang sama pada level 
tertentu 
Penghargaan dalam jumlah 




penghargaan yang terbatas 










2. Pembelajaran sepanjang hayat pada Pendidikan vokasi 
Inggris 
Reformasi dalam system Pendidikan vokasi di Inggris 
selalu menekankan pembelajar sepanjang hayat atau lifelong 
learning. Menurut pusat informasi Pendidikan kejuruan dan 
keterampilan negara-negara di Eropa /The European Centre for 
the Development of Vocational Training (Cadefop), walaupun 
banyak tantangan yang dihadapi, pemerintah Inggris tetap 
mengupayakan reformasi system pendidikan demi 
mewujudkan kebijakan jangka panjangnya terutama strategi 
lifelong learning. Beberapa tujuan kebijakan tersebut antara 
lain adalah meningkatkan keterampilan dasar para pekerja, 
meningkatkan ketuntasan Pendidikan dan mengupayakan 
pemenuhan Pendidikan keterampilan (Cuddy, N & Leney, T. 
2005).  
Sistem Pendidikan vokasi yang berbasis tujuan belajar 
sepanjang hayat (lifelong learning) di Inggris sudah 
dicanangkan sejak tahun 1998 dengan dikeluarkannya 
keputusan Departement for Education and Skills (DfES) yang 
sejak tahun 2010 berganti nama menjadi Departement for 
Education (DfE). Di dalam peraturan tersebut disebutkan 
pentingnya slogan “Lifelong Learning” untuk secara umum 
menunjukkan nilai-nilai dan kebijakan tentang belajar 
sepanjang hayat di bawah aturan administrasi yang baru. 
(DFEE, 1998). Pemerintah Kerajaan Inggris mengeluarkan 
dokumen Green Paper yang berjudul “The Learning Age untuk 
menunjukkan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat yang 
diatur oleh negara. Inti dari surat tersebut adalah menekankan 
pentingnya kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan 
teknologi untuk meningkatkan daya saing dalam bidang 
ekonomi di era globalisasi. Kemampuan tersebut merupakan 
kunci bagi seseorang untuk memiliki keterampilan yang 
dibutuhkan untuk bertahan hidup dan bersaing di dunia kerja 
(DfEE. 1998: 18). Target utama dari konsep “longlife 
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learning” dalam Pendidikan vokasi adalah mewujudkan 
pengembangan keterampilan vokasional yang bertujuan untuk 
meningkatkan produktivitas ekonomi, kehidupan social yang 
terbuka dan utuh (Hyland, 1999; Field & Liecester, 2000). 
National Assembly for Wales (OECD, 2003: DfES, 
2005) menjelaskan konsep Longlife learning dalam Pendidikan 
vokasi di Wales memiliki program prioritas sebagai berikut: 
a. Pengembangan keterampilan dan ilmu pengetahuan 
untuk meningkatkan produktivitas kerja melalui 
peningkatan kreatifitas, inovasi, dan kegiatan usaha; 
b. Peningkatan dan perluasan kesempatan belajar 
termasuk keterampilan dasar; 
c. Peningkatan standar dalam belajar dan mengajar. 
 
Program prioritas di atas dilaksanakan untuk mencapai 
agenda utama ketiga negara tersebut (Inggris, Wales dan 
Irlandia Utara) yaitu: 
a. Memastikan bahwa semua generasi muda dapat 
mendapatkan keterampilan utama agar siap 
menghadapi perubahan jaman, menjamin keamanan 
dalam hidup, memperoleh banyak keuntungan dari 
kesejahteraan yang diperolehnya. Target utamanya 
adalah 90% pemuda berusia 22 tahun dapat 
mengikuti program Pendidikan penuh yang sesuai 
dengan bidang keahlian mereka untuk 
mempersiapkan diri memasuki dunia kerja atau 
jenjang Pendidikan yang lebih tinggi; 
b. Menyediakan level keterampilan lebih tinggi yang 
diperlukan untuk inovasi bidang keilmuwan 
ekonomi, dengan target 50% pemud usia di bawah 
30 tahun dapat melanjutkan pendidikannya di 
Perguruan Tinggi pada tahun 2010; 
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c. Memastikan masyarakat pada usia kerja dapat 
memiliki keterampilan yang sesuai dengan 
kebutuhan dunia kerja dan dapat memenuhi 
kebutuhan hidup mereka serta memperoleh 
penghargaan. 
d. Meneruskan peningkatan standar belajar dan 
mengajar di seluruh jenjang Pendidikan dan 
keterampilan. 
Sehingga, peran pendidikan vokasi sangat penting 
terutama dalam membantu masyarakat untuk belajar melalui 
kehidupan bekerja mereka dan tidak hanya untuk bertahan 
hidup, tapi berjuang dalam dunia kerja dan permintaan pasar 
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Sumber: McMahon, Watson & Bimrose, 2012; Savickas & 
Porfeli, 2012; Savickas, 2013. Aziza restu Febrianto, 2018. 
 
British Council, 2017 menjelaskan keterampilan 
dalam kurikulum Pendidikan vokasi di Inggris memadukan 
ilmu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills)  dan 
sikap/tingkah laku (attitude and behavior) untuk memenuhi 
standar kecakapan calon tenaga kerja. Hal ini dilakukan 
dengan memadukan keterampilan dasar (core skills), 
keterampilan kerja (employability skills) dan keterampilan 
vokasi (vocational skills). Sebagaimana disajikan pada 





























Gambar 3. 12 Keterampilan yang membentuk SDM 
terampil dan berkualitas pada kurikulum Pendidikan vokasi 
di Inggris 
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3. Bimbingan karier dan informasi lapangan kerja 
Sejak tahun 1990-an, kebijakan mengenai pelaksanaan 
layanan bimbingan karier di Inggris mengalami beberapa 
perubahan. Salah satu perubahan yang paling mutakhir dan 
hingga saat ini masih berlaku adalah perubahan kebijakan yang 
terjadi pada tahun 2012. Sejak bulan September 2012, 
sebagaimana yang tertuang dalam The Education Act 2011, 
sekolah-sekolah di Inggris bertanggungjawab untuk 
menyediakan layanan bimbingan karier kepada setiap peserta 
didik di kelas 9 sampai dengan kelas 11. Pada tahun berikutnya, 
kebijakan tersebut diperluas tidak hanya untuk peserta didik 
kelas 9 smpai 11, tetapi juga untuk kelas 8 dan peserta didik 
yang berusia 16 sampai 18 tahun, baik di sekolah, Pendidikan 
lanjutan, maupun collage. Pemerintah daerah tetap memiliki 
tanggungjawab untuk mendorong, memfasilitasi, dan 
membantu para pemuda untuk berpartisipasi dalam program 
Pendidikan dan pelatihan (Oftred, 2013). 
Berdasarkan data terakhir pada tahun 2015, sebanyak 
91% peserta didik di Inggris yang rata-rata berusia 16 tahun 
melanjutkan karier ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi, 3% 
memilih bekerja, 5 % masih belum mapan antara melanjutkan 
Pendidikan atau bekerja, sedangkan 1% sisanya tidak sama 
sekali. Di sisi lain, pada level yang lebih tinggi di mana peserta 
didik rat-rata berusia 18 tahun, 65% melanjutkan Pendidikan 
ke jenjang yang lebih tinggi, diikuti 23% peserta didik yang 
memilih bekerja, 9% yang masih belum tetap, dan 3% yang 
tidak memilih keduanya (Departement for Education, 2017). 
Pemerintah Inggris menargetkan setiap peserta didik 
yang lulus dari sekolah sudah siap untuk beradaptasi dengan 
kehidupan Inggris yang modern. Hal ini berarti bahwa setiap 
sekolah harus memastikan setiap peserta didik memiliki 
kemampuan akademik yang baik, nilai-nilai, keterampilan, dan 
juga perilaku yang diperlukan di dalam kehidupannya. Setiap 
peserta didik harus diajarkan untuk mengembangkan karakter 
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yang kuat melalui kegiatan di dalam maupun di luar kelas, yang 
mana karakter tersebut merupakan kunci kesusksesan dalam 
bidang akademik maupun pekerjaan. Sekolah juga harus 
memastikan setiap peserta didiknya mendapatkan informasi 
yang cukup mengenai karier yang akan dijalaninya sebelum 
mengambil keputusan (Department for Education, 2015).  
Arihdhya (2018:108-110) menjelaskan prinsip yang 
harus ada dalam startegi dalam menjalankan layanan 
bimbingan karier yang sejalan dengan tujuan akhir layanan 
karier bagi peserta didik adalah sebagai berikut: 
a. Menginspirasi peserta didik 
Sekolah dituntut untuk menginspirasi dan 
membangun cita-cita peserta didiknya. Beberapa upaya 
yang dilakukan antara lain: mengundang pembicara dari 
kalangan pengusaha dan motivational speakers,  
mengadakan career fairs, mengunjungi 
college/universitas, serta melakukan coaching. Selain 
itu, mentoring yang terarah dan tepat sasaran juga dapat 
membantu mengembangkan karakter dan kepercayaan 
diri peserta didik demi kariernya masa depan. 
 
b. Membangun kerjasama dengan pengusaha 
Salah satu upaya untuk menjembatani antara 
keinginan karier peserta didik dan kenyataan di dunia 
kerja adalah dengan terus menjalin kerjasama dengan 
pengusaha/penyedia lapangan kerja. Hal tersebut akan 
memberikan gambaran kepada peserta didik tentang 
keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan di dunia 
kerja saat ini. Bentuk kerjasama yang dapat 







1) Mentoring dan coaching 
2) Mengundang pembicara dari dunia kerja ke 
sekolah 
3) Kunjungan ke tempat kerja dan memberikan 
pengalaman kerja 
4) Mengadakan acara-acara menarik seperti 
perlombaan maupun permainan 
5) Mengadakan careers fairs dan career 
networking 
6) Bantuan dalam bidang keterampilan sederhana 
dalam manajemen karier seperti membuat 
curriculum vitae (CV), mencari pekerjaan, dan 
wawancara kerja. 
 
Selain itu, di UK sendiri terdapat beberapa 
organisasi yang tujuan utamanya adalah menjembatani 
kerjasama antar sector bisnis dan institusi Pendidikan, 
antara lain: Business in the community’s Business Class, 
Mosaic, Career Academies UK, dan Inspiring the 
Future. 
 
c. Memberikan akses terhadap pilihan-pilihan karier 
Beberapa contoh pilihan-pilihan karier bagi 
peserta didik setelah berusia 16 tahun antara lain: 
apprenticeships, entrepreuneurship, A level, 
universitas, dan lain-lain. Tidak hanya memberikan 
informasi, sekolah juga dapat mengupayakan untuk 
mengundang pihak-pihak tersebut agar terlibat secara 









d. Bimbingan karier individual 
 
Bimbingan karier individual dapat membantu 
meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi peserta 
didik. Bimbingan karie semacam ini juga sangat 
bermanfaat bagi peserta didik yang berasal dari latar 
belakang yang kurang beruntung ataupun peserta didik 
yang berkebutuhan khusus maupun kesulitan belajar. 
Bimbingan karier individual bagi peserta didik dapat 
dilakukan dengan beberapa orang sbeagai berikut: 
1) Figure panutan maupun orang-orang yang 
menginspirasi pada jenis karier yang dicita-
citakan peserta didik. 
2) Alumni yang telah sukses di bidangnya. 
3) Mentor atau coach  yang mampu memberikan 
support secara terus menerus untuk 
membangun kepercayaan diri dan tingkat 
resilience peserta didik. 
4) Career Adviser yang mampu memberikan 
berbagai pandangan mengenai pilihan karier 




4. Public Private Partnership pada Pendidikan Vokasi 
Lembaga Pendidikan memiliki peran besar untuk 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi dan 
solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat, dunia 
usaha dunia industry (DUDI) dan pemerintah. Dunia akademik 
wajib melakukan sinergi dengan entitas bisnis dan pemerintah 
untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan. Model sinergi 
antara tiga pihak yang meliputi penyelenggaraan Pendidikan 
baik formal, informal dan nonformal, dunia usaha dan dunia 
industry (DUDI) serta pemerintah untuk meningkatkan 
dinamika social dan kesinambungan ekonomi biasa disebut 
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dengan istilah triple helix. Hal ini memungkinkan segala 
bentuk kebijakan pembangunan, khususnya pembangungan 
dan pengembangan Pendidikan tidak semata-mata diputuskan 
oleh pemerintah, melainkan memungkinkan adanya peran 
masyarakat dan pihak swasta untuk ikut berpartisipasi secara 
aktif dalam mengembangkan transformasi dan revitalisasi 
Pendidikan. 
Di Inggris, peran swasta dalam penyediaan layanan 
public, seperti penyediaan air dan transportasi, telah dilakukan 
sejak lama. Namun, keterlibatan swasta dalam aktivitas social 
seperti Pendidikan merupakan hal yang baru.pendanaan 
Pendidikan oleh swasta menjadi tren paling signifikan di dunia 
keuangan public dalam satu decade terakhir (LaRocque, 2008). 
Selanjutnya dia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan 
Pendidikan, pemerintah umumnya menghadapi dua tantangan. 
Di satu sisi harus memperluas akses Pendidikan dan di sisi lain 
harus meningkatkan kualitas lulusan. 
Pertama, Pendidikan yang disediakan oleh institusi 
swasta umumnya mengalami perkembangan yang pesat karena 
kemudahan dan keberanian berinovasi. Namun, jangkauan 
Pendidikan swasta masih terbatas di kota-kota besar. 
Sementara, Pendidikan yang disediakan pemerintah, yang 
aksesnya lebih luas hingga ke area terpelosok, kualitasnya 
cenderung tertinggal dan lambat melakukan inovasi. Kedua, di 
samping masalah kesenjangan akses Pendidikan, juga terjadi 
kesenjangan antara Lembaga Pendidikan dan dunia usaha dunia 
industry (DUDI). Lulusan yang dihasilkan Lembaga 
Pendidikan seringkali kurang sesuai dengan tuntutan pasar. 
Dampaknya, semakin banyak lulusan yang tidak terserap dalam 





Oleh karena itu, salah satu upaya pemerintah Inggris 
untuk memperluas akses dan kualitas Pendidikan adalah 
dengan melakukan kerjasama dengan pihak swasta (Public 
Private Partnership, PPP). Kemitraan antara pemerintah dan 
swasta diharapkan dapat memperbaiki kualitas Pendidikan dan 
mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha 
dunia (Gondinet & Gouchon, 2014: 4). Program ini  membuka 
kesempatan bagi swasta untuk berpartisipasi memperluas akses 
Pendidikan dan sekaligus menjadi jembatan untuk mengurangi 
kesenjangan antara Lembaga Pendidikan dan dunia usaha 
(Budi Waluyo, 2018: 152). 
Konsep PPP memiliki definisi beragam, secara singkat 
PPP dapat didefinisikan sebagai kesepakatan formal seperti 
penyediaan infrastruktur atau diartikan secara luas yang 
mencakup segala jenis kerjasama antara pihak pemerintag dan 
swasta (LaRocque, 2008: 7). Komisi PPP Inggris (Commission 
on UK PPPs) menjelaskan PPP adalah suatu hubungan berbagi 
risiko berdasarkan kesepakatan antara pihak pemerintah dan 
swasta (termasuk sukarelawan) untuk mendorong kebijakan 
public yang diinginkan. Implementasinya berupa hubungan 
jangka Panjang dan fleksibel, yang dituangkan dalam kontrak, 
untuk menyediakan layanan yang didanai public. Secara umum 
PPP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut: 
a. Bersifat formal; 
b. Merupakan hubungan jangka Panjang bagi para 
pihak; 
c. Ada unsur berbagi risiko bagi para pihak; 






Lebih Lanjut La Rocque (2008:8) menjelaskan skema 
yang dilakukan dalam program PPP umumnya mencakup dua 
model, yaitu: 
a. Pemerintah melakukan kemitraan dengan swasta 
yang dituangkan dalam kontrak kemitraan untuk 
menyediakan layanan Pendidikan secara Bersama-
sama. 
b. Pihak swasta terlibat secara langsung dalam 


























Peran pemerintah dan swasta dalam Pendidikan vokasi 
di Inggris dapat dirinci sebagaimana disajikan dalam table 3. 5 
sebagai berikut:  
Tabel 3.5 Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pendidikan 
Vokasi di Inggris 
Pemerintah Swasta 
Pemerintah pusat dan daerah Perusahaan dan organisasi 
professional 
Mengelola sebagian besar 
layanan Pendidikan, 







Pendidikan vokasi dalam 
integrase social, melalui 
berbagai jenis Pendidikan 
dan pelatihan 
Memerlukan keterampilan 
agar memiliki keunggulan 






Manajemen dan pendanaan 
Pendidikan perintis 





































A. Arti Penting Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0 
Revolusi industri telah melalui beberapa fase. Revolusi 
industri 1.0 berlangsung antara 1750 sampai 1850 dan ditandai 
dengan ditemukannya mesin uap serta pergeseran tenaga manusia 
yang digantikan dengan mesin. Perkembangan revolusi industri 
berikutnya berlangsung antara tahun 1870 sampai 1914 (Mokyr & 
Strotz, 2000) yang disebut juga dengan revolusi industri 2.0 atau 
revolusi teknologi (Kharb, 2018). Pada tahap revolusi industri 2.0 




Gambar 4.1 Perkembangan Revolusi Industri 1.0 – 4.0 
Sumber: Manneh (2018) 
 
Pada akhir abad ke-20 revolusi industri berkembang ke 
tahap 3 (revolusi industri 3.0). Tahap ini ditandai dengan teknologi 
komputer, sistem IT dan otomatisasi. Terakhir adalah tahap 
revolusi industri 4.0 yang terjadi saat ini, dan menjadi topik yang 
sering digunakan sebagai bahan penelitian. Pada tahap evolusi 
industri 4.0 ini teknologi otomatisasi dan pertukaran data 
berkembang sedemikan canggihnya. Teknologi yang berkembang 
pada tahap ini misalnya internet of thinks dan big data. Gambar 4.2 





Gambar 4.2 Teknologi di Era Revolusi Industri 4.0 
Sumber: Manneh (2018) 
 
Perkembangan revolusi industri dari tahap pertama hingga 
keempat ini menyiratkan bahwa perkembangan teknologi berjalan 
sangat cepat. Konsekuensinya, perkembangan ini pun harus diikuti 
oleh berbagai sektor lain, termasuk kualitas sumber daya manusia. 
Di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat dibutuhkan tenaga-
tenaga terampil yang mampu beradaptasi dengan teknologi yang 
ada. Apabila tenaga kerja-tenaga kerja yang ada tidak bisa 
menyesuaikan diri, maka berpotensi menyebabkan pengangguran. 
Untuk mengatasi permasalahan ini maka diperlukan suatu strategi 
agar output tenaga kerja bisa mempunyai keterampilan yang 
memadai dan dibutuhkan oleh industri yang ada. Berger (2016) 
memberikan solusi bagaimana meningkatkan keterampilan ini 
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yaitu “employees who were rendered jobless due to elimination of 
low-skilled jobs need to be re-skilled or up-skilled to make them 
ready for the new requirements”. Sejalan dengan Borger (2016, 
Martono, et al (2018) memberikan perjelasan bagaimana 
menyiapkan meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja (dalam 
hal ini siswa SMK) agar sesuai dengan kebutuhan industri: 
1. Up-skilling 
SMK harus meningkatkan keterampilan siswa mereka 
melalui pelatihan internal atau eksternal. Sebagai contoh, 
seorang siswa harus mengembangkan keterampilan untuk 
bisa mengoperasikan alat baru secara efisien. Hal ini 
tentunya dituntut kerjasama dengan dunia industri. 
2. Re-skilling 
Industri 4.0 diharapkan menghasilkan perpindahan kerja 
sampai batas tertentu. Sejumlah pekerjaan tidak akan ada 
lagi. Dan sejumlah pekerjaan baru akan tercipta. SMK 
harus melakukan investasi untuk melakukan re-skilling 
siswa guna mempersiapkan perubahan yang diharapkan 
ini. 
3. Continuous Learning 
Teknologi akan menjadi usang pada tingkat yang lebih 
cepat. Strategi pengembangan profesional berkelanjutan 
akan diminta untuk dengan mudah menyesuaikan diri 
dengan perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi. 
4. Mindset Changer 
Mengingat bahwa siswa harus menyesuaikan diri dengan 
sejumlah perubahan, mereka akan bisa menjadi mudah 
menyesuaikan perubahan atau bahkan tidak dapat 
menyesuaikan dengan perubahan, akan tergantung pada 
bagaimana SMK membekali siswanya. Ini akan 






Pada intinya, peningkatan sumber daya manusia merupakan 
sesuatu yang harus dilakukan agar bisa mengikuti perkembangan 
teknologi yang ada. Pendidikan merupakan kunci untuk 
menyiapkan dan meningkatkan keterampilan sumber daya manusia 
tersebut. Pendidikan merupakan sebuah konsep yang dinamis, 
dalam arti pendidikan mampu menyesuikan diri dengan berbagai 
macam perubahan. 
 Pendidikan di Indonesia, khususnya melalui Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) harus mampu menyiapkan tenaga 
kerja – tenaga kerja terampil yang dibutuhkan oleh industri. 
Sekolah Menengah Kejuruan sangat terkait dengan era revolusi 
industri 4.0 ini, karena SMK menyiapkan lulusan yang terampil. 
Permasalahan di era revolusi industri 4.0 ini bukanlah kurangnya 
lapangan pekerjaan, tetapi kurangnya keterampilan dari tenaga 
kerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martono, et al 
(2018) masih ditemukan permalahan kesenjangan kompetensi yang 
disampaikan di SMK dengan kebutuhan industri. Martono, et al 
(2018) memberikan beberapa rekomendasi untuk mengatasi 
permasalahan ini sebagaimana ditampilkan dalam gambar 4.3 di 
bawah ini: 
 
Gambar 4.3 Model Optimalisasi Kompetensi Siswa SMK 




Gambar 4.3 menunjukkan bahwa harus ada sinergi antara 
SMK dengan industri sehingga lulusan SMK mampu memiliki 
keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Senada dengan ini, 
Sudana, et al (2019) juga memberikan beberapa rekomendasi agar 
lulusan SMK bisa mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di era 
revolusi industri 4.0 yaitu: 1) sinkronisasi kurikulum SMK dengan 
industri, 2) revitalisasi tenaga pendidik dan kependidikan, 3) 
revitalisasi fasilitas dan infrastruktur, 4) optimalisasi kerja sama 




















B. Perkembangan Pendidikan 1.0 sampai 4.0 
Pendidikan senantiasa berkembang (dinamis) seiring 
perkembangan teknologi. Perkembangan pendidikan juga tidak 
lepas dari terjadinya revolusi industri dari tahap pertama sampai 
keempat yang saat ini terjadi. Selain Istilah revolusi industri 
generasi pertama sampai keempat, kita juga mengenal istilah 
pendidikan generasi pertama sampai keempat. Gambar 4.4 di 
bawah ini merangkum keempat tahap pendidikan tersebut. 
 
 






























Adapun penjelasan untuk masing-masing tahap sebagai 
berikut: 
1. Pendidikan 1.0 
Pendidikan 1.0 merupakan istilah untuk 
menggambarkan paradigma pendidikan lama yang 
menggunakan metode teacher center dan menjadikan 
peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. 
Makrides (2019) menjelaskan bawah beberapa ciri 
pendidikan 1.0 adalah bahwa “1) the student is the passive 
recipient, 2) the teacher gives knowledge as the absolute 
leader in the classroom, dan 3) technology if forbidden in 
the classroom”.  Di sisi lain, Lembaga Layanan 
Pendidikan Tinggi (2019) menjelaskan bahwa pendidikan 
1.0 hanya bisa dialami oleh golongan tertentu saja, karena 
pada saat itu, pendidikan diciptakan oleh para pengusaha 
dan penjajah sebagai suatu hal yang mewah. 
 
2. Pendidikan 2.0 
Pada era pendidikan 2.0 ini komunikasi, kerja sama 
dan kolaborasi antar siswa mulai tumbuh, akan tetapi 
pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (student 
centered learning) belum diimplementasikan. 
Pembelajaran yang diterapkan masih teacher centered. 
Makrides (2019) menyampaikan beberapa ciri dalam 
pendidikan 2.0, yaitu: “1) communication and 
collaboration are starting to grow, 2) exam-based 
approach - the result is the examination - memorization of 
knowledge, 3) an underestimated student-centered 
approach, we call it but do not apply it, 4) invasion of 
technology and social networking, 5) apply technology to 
the classroom, 6) students know the technologies better 
than teachers, dan 7) the classmates communicate faster 
and smarter”. Ciri yang dikemukakan Makrides ini masih 
sering dijumpai di Indonesia, di mana sudah ada 
kolaborasi antar peserta didik, namun guru masih berperan 
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sebagai pusat (teacher centered). Selain itu, implementasi 
teknologi di dalam kelas juga sudah digunakan, tetapi 
tidak jarang ada kasus dimana peserta didik lebih 
menguasai teknologi tersebut.  
 
3. Pendidikan 3.0 
Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada 
peserta didik (student centered learning) sudah diterapkan 
di tahap pendidikan 3.0 ini. Dalam proses pembelajaran, 
guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing dan 
advisor. Penerapan teknologi juga semakin luas dan tidak 
hanya di dalam ruang kelas saja. Peserta didik bisa 
melakukan proses belajar “di mana saja” karena 
kemudahan dalam mengakses materi melalui teknologi. 
Pembelajaran di kelas pun tidak seperti model klasik yang 
berpusat pada guru, di kelas pendidikan 3.0 lebih banyak 
terjadi interaksi dan diskusi antar peserta didik maupun 
antara guru dan peserta didik. Lebih lanjut, menurut 
Makrides (2019) ciri pendidikan 3.0 adalah sebagai 
berikut: “1) student-centered approach, 2) the teacher is 
transformed into a coordinator/facilitator, advisor, 
learner and practice guide, 3) the student is researching, 
4) flip classroom method applies, 5) more dialogue, 
technology is everywhere, the student is self-learning and 
everywhere, 6) the classical style classroom no longer 












4. Pendidikan 4.0 
Di era pendidikan 4.0 ini kreativitas dan inovasi 
menjadi sangat penting dan menjadi pusat belajar, dalam 
arti pendidikan harus mampu membangun kreativitas dan 
inovasi peserta didik. Peran guru menjadi sangat vital di 
sini, sehingga sangat diperlukan pengembangan 
keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru. Pengetahuan 
yang dibangun oleh peserta didik tidak hanya dalam satu 
bidang tertentu saja, akan tetapi berkaitan satu dengan 
yang lain. Hal ini menuntut guru agar mampu menguasai 
multidisiplin ilmu. Sebagaimana dikemukakan oleh 
Aberšek (2017) bahwa agar bisa menjadi guru yang baik 
di era pendidikan 4.0 dibutuhkan “acquire a large set 
different kind of interdisciplinary knowledges, each of 
which binds an idea of the causal relation, cause and 
consequences, possible antecedents and causes, possible 
developments and consequences, and possible 
interventions to strategy of teaching”. 
Ciri pendidikan 4.0 sebagaimana disampaikan oleh 
Makrides (2019) meliputi: “1) co-creation and innovation 
in the centre, 2) whenever and wherever: flipped 
classroom applied & interactive practical exercise – face-
to-face, 3) learning is done at home or outside school, 
while in school students develop skills, 4) development of 
personalized teaching and learning, 5) learning plans are 
now called creativity plans, dan 5) the technology: its free 
or/and easily accessible and increased use of virtual 
reality”. Kemudahan dalam mengakses teknologi 
pembelajaran menjadi salah satu ciri pendidikan 4.0 ini, 
sehingga proses belajar peserta didik tidak hanya sebatas 
di kelas. Bahkan, Makrides (2019) menjelaskan bahwa 
proses belajar peserta didik terjadi di rumah atau di luar 
sekolah, sedangkan ketika di sekolah peserta didik 
mengembangkan keterampilan (skill) mereka. 
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Lebih lanjut, Utomo (2019) menjelaskan beberapa 
fitur pembelajaran di dalam pendidikan 4.0, sebagai 
berikut: 
a. Pembelajaran berpusat pada peserta didik 
(student centered), memberikan kesempatan bagi 
peserta didik untuk belajar sebagaimana minat 
dan kecepatan belajarnya masing-masing; 
b. Pembelajaran mengembangkan kemampuan 
peserta didik menggali sendiri pengetahuan dari 
sumber-sumber informasi dengan menggunakan 
internet, sebagai wahana bagi mereka untuk 
belajar sepanjang hayat (life-long learning); 
c. Pemanfaatan infrastruktur ICT dan perangkat 
pembelajaran virtual untuk memberikan 
fleksibilitas bagi peserta didik untuk menemukan 
sumber-sumber belajar yang berkualitas, 
merekam data, menganalisis data, dan menyusun 
laporan dan melakukan presentasi; 
d. Menekankan belajar hands-on melalui metode 
pembelajaran yang dinamakan “flipped 
classroom”, yang dengan metode ini peserta 
didik belajar aspek-aspek teoritik pengetahuan di 
rumah dan melakukan praktik di kelas. Metode 
ini mengembangkan kebiasaan dan kemampuan 
belajar mandiri (self-learning) seraya 
menyediakan waktu belajar lebih longgar bagi 
pembelajaran di sekolah untuk pengembangan 
kompetensi; 
e. Mengembangkan soft-skills berpikir kritis, 
kreativitas, dan pemecahan masalah, khususnya 
pemecahan masalah otentik dan non-rutin; 
f. Kolaborasi dan dalam interaksi sosial sebagai 
pendekatan utama yang digunakan dalam 
pengembangan kompetensi, untuk 
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memperkenalkan budaya kerja di dunia industry 
dan dunia kerja di Abad ke-21. 
g. Memberikan fleksibilitas untuk proses 
pembelajaran dalam bentuk blended learning, 
yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, 
berkolaborasi dan saling belajar satu sama lain 
dalam setting kelas maupun secara jarak jauh 
(distance) melalui internet. 
 
C. Implementasi Pendidikan 4.0 
Keberhasilan implementasi pendidikan 4.0 tidak hanya 
menjadi tanggung jawab seorang guru. Dibutuhkan kerja sama 
dan kolaborasi dari semua ekosistem sekolah. Mogos, et al. 
(2018) menyatakan bahwa “The concept of Education 4.0 is based 
on achieving a symbiosis between all educational actors: 
students, teachers, education managers and administrators in a 
common endeavour for improving the education practices”. 
Apabila dikaitkan dengan Indonesia, maka ekosistem sekolah 
yang harus terlibat dan bekerja sama serta berkolaborasi meliputi 
kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, komite sekolah, 
alumni, DuDi, serta masyarakat sekitar yang peduli akan 
pendidikan. Hal ini juga harus didukung dengan kebijakan 
pemerintah pusat maupun daerah. 
1. Peran Kepala Sekolah dalam Implementasi Pendidikan 
4.0 
Kepala sekolah sebagai top management sekolah harus 
mampu mensinergikan seluruh komponen dan ekosistem 
sekolah dalam menyukseskan implementasi pendidikan 4.0. 
Terlebih lagi, sekarang kepala sekolah bukan merupakan 
tugas tambahan, melainkan sebagai tugas pokok. Dengan 
dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru 
Sebagai Kepala Sekolah disebutkan bahwa “Kepala Sekolah 
adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan 
mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-
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kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah 
dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah 
menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar 
biasa (SMPLB), sekolah menengah atas (SMA), sekolah 
menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah atas luar 
biasa (SMALB), atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.  
Di dalam peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang 
Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah 
disebutkan bahwa kepala sekolah merupakan tugas tambahan 
yang diemban oleh seorang guru, sehingga kepala sekolah 
masih dibebani dengan tugas mengajar. Namun, dengan 
diterbitkannya Permendikbud No. 6 Tahun 2018 kepala 
sekolah tidak lagi dibebani dengan tugas mengajar. 
Disebutkan dalam pasal 15 Permendikbud No. 6 Tahun 2018 
bahwa “beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk 
melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan 
kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga 
kependidikan”. Konsekuensinya, kepala sekolah harus lebih 
fokus dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam 
meningkatkan mutu pendidikan di era pendidikan 4.0 
berdasarkan delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). 
Hal ini sejalan dengan Permendikbud No. 6 Tahun 2018 
pasal 15 ayat 2 bahwa beban kerja kerja kepala sekolah 
tersebut “bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan 
meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar 
nasional pendidikan”. 
Kepala sekolah harus senantiasa mengembangkan 
kompetensinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 Tentang 
Standar Kepala Sekolah/Madrasah disebutkan bahwa kepala 
sekolah harus mempunyai lima kompetensi, yaitu 
kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, 
supervisi, dan sosial. Adapun penjelasan masing-masing 
kompetensi ditampilkan dalam tabel 4.1 di bawah ini: 
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1 Kepribadian a. Berakhlak mulia, 
mengembangkan budaya dan 
tradisi akhlak mulia, dan 
menjadi teladan akhlak mulia 
bagi komunitas di 
sekolah/madrasah. 
b. Memiliki integritas 
kepribadian sebagai 
pemimpin. 
c. Memiliki keinginan yang kuat 
dalam pengembangan diri 
sebagai kepala 
sekolah/madrasah. 
d. Bersikap terbuka dalam 
melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi. 
e. Mengendalikan diri dalam 
menghadapi masalah dalam 
pekerjaan sebagai kepala 
sekolah/ madrasah. 
f. Memiliki bakat dan minat 









b. Mengembangkan organisasi 
sekolah / madrasah sesuai 
dengan kebutuhan. 
c. Memimpin sekolah/madrasah 
dalam rangka pendayagunaan 
sumber daya sekolah/ 
madrasah secara optimal. 
d. Mengelola perubahan dan 
pengembangan 
sekolah/madrasah menuju 
organisasi pembelajar yang 
efektif. 
e. Menciptakan budaya dan iklim 
sekolah/ madrasah yang 
kondusif dan inovatif bagi 
pembelajaran peserta didik. 
f. Mengelola guru dan staf dalam 
rangka pendayagunaan sumber 
daya manusia secara optimal. 
g. Mengelola sarana dan 
prasarana sekolah/ madrasah 
dalam rangka pendayagunaan 
secara optimal. 
h. Mengelola hubungan 
sekolah/madrasah dan 
masyarakat dalam rangka 
pencarian dukungan ide, 





i. Mengelola peserta didik dalam 
rangka penerimaan peserta 
didik baru, dan penempatan 
dan pengembangan kapasitas 
peserta didik. 
j. Mengelola pengembangan 
kurikulum dan kegiatan 
pembelajaran sesuai dengan 
arah dan tujuan pendidikan 
nasional. 
k. Mengelola keuangan 
sekolah/madrasah sesuai 
dengan prinsip pengelolaan 
yang akuntabel, transparan, 
dan efisien. 
l. Mengelola ketatausahaan 
sekolah/madrasah dalam 
mendukung pencapaian tujuan 
sekolah/ madrasah. 
m. Mengelola unit layanan khusus 
sekolah/ madrasah dalam 
mendukung kegiatan 
pembelajaran dan kegiatan 
peserta didik di 
sekolah/madrasah. 
n. Mengelola sistem informasi 
sekolah/madrasah dalam 
mendukung penyusunan 
program dan pengambilan 
keputusan. 
o. Memanfaatkan kemajuan 
teknologi informasi bagi 




p. Melakukan monitoring, 
evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan program kegiatan 
sekolah/ madrasah dengan 




3 Kewirausahaan a. Menciptakan inovasi yang 
berguna bagi pengembangan 
sekolah/madrasah. 
b. Bekerja keras untuk mencapai 
keberhasilan 
sekolah/madrasah sebagai 
organisasi pembelajar yang 
efektif. 
c. Memiliki motivasi yang kuat 
untuk sukses dalam 
melaksanakan tugas pokok dan 
fungsinya sebagai pemimpin 
sekolah/madrasah. 
d. Pantang menyerah dan selalu 
mencari solusi terbaik dalam 
menghadapi kendala yang 
dihadapi sekolah/madrasah. 









4 Supervisi a. Merencanakan program 
supervisi akademik dalam 
rangka peningkatan 
profesionalisme guru. 
b. Melaksanakan supervisi 
akademik terhadap guru 
dengan menggunakan 
pendekatan dan teknik 
supervisi yang tepat. 
c. Menindaklanjuti hasil 
supervisi akademik terhadap 





5 Sosial a. Bekerja sama dengan pihak 
lain untuk kepentingan 
sekolah/madrasah 
b. Berpartisipasi dalam kegiatan 
sosial kemasyarakatan. 
c. Memiliki kepekaan sosial 
terhadap orang atau kelompok 
lain. 
Sumber: Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 
 
Lima dimensi kompetensi pada tabel 3.1 di atas harus 
senantiasa dikembangkan oleh kepala sekolah. 
Pengembangan kompetensi kepala sekolah ini dikenal 
dengan istilah pengembangan keprofesian berkelanjutan. 
“Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program 
dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan 
sikap profesional kepala Sekolah yang dilaksanakan 
berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk 
peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan dan 
supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan” 












2. Peran Guru dalam Implementasi Pendidikan 4.0 
Peran guru sangat krusial dalam implementasi 
pendidikan 4.0 ini, karena guru berinteraksi langsung dengan 
peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai sumber 
pengetahuan bagi peserta didik, lebih dari itu guru juga 
berperan sebagai fasilitator, motivator dan pembimbing serta 
advisor. Agar dapat mengoptimalkan perannya tersebut, 
seorang guru harus selalu mengembangkan kompetensinya. 
Sama halnya dengan kepala sekolah, pengembangan 
kompetensi guru juga dilakukan melalui Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan (PKB).  
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
merupakan bentuk pembelajaran berkelanjutan untuk 
memelihara dan meningkatkan standar kompetensi secara 
keseluruhan, mencakup bidang-bidang yang berkaitan dengan 
profesi guru. Dengan demikian, guru secara profesional dapat 
memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan 
keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran 
yang bermutu. Pembelajaran yang bermutu diharapkan 
mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan 
pemahaman peserta didik (Danim, et al., 2010).  
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan bagi guru 
meliputi berbagai kegiatan yang dirancang untuk 
meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan 
guru. Menurut Danim, et al (2010) kegiatan dalam PKB 
membentuk suatu siklus yang mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi. Siklus tersebut 





Gambar 4.5 Siklus Kegiatan PKB 




Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan 
mempunyai tiga unsur, yaitu pengembangan diri, publikasi 
ilmiah, dan karya inovatif (Peraturan Menteri Negara PAN dan 
RB Nomor 16 tahun 2009). Selanjutnya, Danim, et al (2010) 












a. Pengembangan Diri 
Pengembangan diri pada dasarnya merupakan upaya 
untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru 
melalui kegiatan pendidikan dan latihan fungsional dan 
kegiatan kolektif guru yang dapat meningkatkan 
kompetensi dan/atau keprofesian guru. Dengan 
demikian, guru akan mampu melaksanakan tugas utama 
dan tugas tambahan yang dipercayakan kepadanya. 
Tugas utama guru adalah mendidik, mengajar, 
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada berbagai jenis dan 
jenjang pendidikan, sedangkan tugas tambahan adalah 
tugas lain guru yang relevan dengan fungsi 
sekolah/madrasah, seperti tugas sebagai kepala sekolah, 
wakil kepala sekolah, kepala laboratorium, dan kepala 
perpustakaan. 
Diklat fungsional termasuk pada kategori diklat 
dalam jabatan yang dilaksanakan untuk mencapai 
persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan 
jenjang jabatan fungsional masing-masing (Peraturan 
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan 
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil). Dalam 
Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 dinyatakan bahwa 
diklat fungsional adalah kegiatan guru dalam mengikuti 
pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk 
meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan 
dalam kurun waktu tertentu.  
Kegiatan kolektif guru adalah kegiatan guru 
dalam mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah atau 
mengikuti kegiatan bersama yang dilakukan guru baik di 
sekolah maupun di luar sekolah dan bertujuan untuk 
meningkatkan keprofesian guru yang bersangkutan. 
Beberapa contoh bentuk kegiatan kolektif guru antara 
lain: (1) lokakarya atau kegiatan bersama untuk 
menyusun dan/atau mengembangkan perangkat 
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kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan/atau media 
pembelajaran; (2) keikutsertaan pada kegiatan ilmiah 
(seminar, koloqium, workshop, bimbingan teknis, dan 
diskusi panel), baik sebagai pembahas maupun peserta; 
(3) kegiatan kolektif lainnya yang sesuai dengan tugas 
dan kewajiban guru.  
Beberapa contoh materi yang dapat 
dikembangkan dalam kegiatan pengembangan diri, baik 
dalam diklat fungsional maupun kegiatan kolektif guru, 
antara lain: (1) penyusunan RPP, program kerja, 
dan/atau perencanaan pendidikan; (2) penyusunan 
kurikulum dan bahan ajar; (3)  pengembangan 
metodologi mengajar; (4) penilaian proses dan hasil 
pembelajaran peserta didik; (5) penggunaan dan 
pengembangan teknologi informatika dan komputer 
(TIK) dalam pembelajaran; (6) inovasi proses 
pembelajaran; (7) peningkatan kompetensi profesional 
dalam menghadapi tuntutan teori terkini; (8) penulisan 
publikasi ilmiah; (9) pengembangan karya inovatif; (10) 
kemampuan untuk mempresentasikan hasil karya; dan 
(11) peningkatan kompetensi lain yang terkait dengan 
pelaksanaan tugas-tugas tambahan atau tugas lain yang 
relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. 
Pelaksanaan berbagai kegiatan pengembangan 
diri ini harus berkualitas, dikoordinasikan dan 
dikendalikan oleh koordinator PKB di sekolah secara 
sistematik dan terarah sesuai kebutuhan. Kegiatan 
pengembangan diri yang berupa diklat fungsional harus 
dibuktikan dengan surat tugas, sertifikat, dan laporan 
deskripsi hasil pelatihan yang disahkan oleh kepala 
sekolah. Sedangkan kegiatan pengembangan diri yang 
berupa kegiatan kolektif guru harus dibuktikan dengan 
surat keterangan dan laporan per kegiatan yang disahkan 
oleh kepala sekolah. Jika guru mendapat tugas tambahan 
sebagai kepala sekolah, maka laporan dan bukti fisik 
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pendukung tersebut harus disahkan oleh kepala dinas 
pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.  
Hasil diklat fungsional dan kegiatan kolektif 
guru ini perlu didiseminasikan kepada guru-guru yang 
lain, minimal di sekolahnya masing-masing, sebagai 
bentuk kepedulian dan wujud kontribusi dalam 
peningkatan kualitas pendidikan. Kegiatan ini 
diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan dan 
pengembangan sekolah secara utuh/menyeluruh. Guru 
bisa memperoleh penghargaan berupa angka kredit 
tambahan sesuai perannya sebagai pemrasaran/nara 
sumber. 
 
b. Publikasi Ilmiah  
Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang 
telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk 
kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses 
pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia 
pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 
(tiga) kelompok, yaitu:  
1) Presentasi pada forum ilmiah. Dalam hal ini guru 
bertindak sebagai pemrasaran dan/atau nara sumber 
pada seminar, lokakarya, koloqium, dan/atau 
diskusi ilmiah, baik yang diselenggarakan pada 
tingkat sekolah, KKG/MGMP, kabupaten/kota, 
provinsi, nasional, maupun internasional.  
2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau 
gagasan ilmu bidang pendidikan formal. Publikasi 
dapat berupa karya tulis hasil penelitian, makalah 
tinjauan ilmiah di bidang pendidikan formal dan 
pembelajaran, tulisan ilmiah populer, dan artikel 
ilmiah dalam bidang pendidikan. Karya ilmiah ini 
telah diterbitkan dalam jurnal ilmiah tertentu atau 
minimal telah diterbitkan dan diseminarkan di 
sekolah masing-masing. Dokumen karya ilmiah 
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disahkan oleh kepala sekolah dan disimpan di 
perpustakaan sekolah. Bagi guru yang mendapat 
tugas tambahan sebagai kepala sekolah, karya 
ilmiahnya harus disahkan oleh kepala dinas 
pendidikan setempat.  
3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, 
dan/atau pedoman guru. Buku yang dimaksud dapat 
berupa buku pelajaran, baik sebagai buku utama 
maupun buku pelengkap, modul/diktat 
pembelajaran per semester, buku dalam bidang 
pendidikan, karya terjemahan, dan buku pedoman 
guru. Buku termaksud harus tersedia di 
perpustakaan sekolah tempat guru bertugas. 
Keaslian buku harus ditunjukkan dengan pernyataan 
keaslian dari kepala sekolah atau dinas pendidikan 
setempat bagi guru yang mendapatkan tugas 
tambahan sebagai kepala sekolah.  
 
c. Karya Inovatif 
Karya inovatif adalah karya yang bersifat 
pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai 
bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas 
proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia 
pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini 
dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, 
penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, 
pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, 
atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya 
pada tingkat nasional maupun provinsi.  
Kegiatan PKB yang mencakup ketiga komponen 
tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan, agar 
guru dapat selalu menjaga dan meningkatkan 
profesionalismenya, tidak sekedar untuk pemenuhan 
angka kredit. Oleh sebab itu, meskipun angka kredit 
seorang guru diasumsikan telah memenuhi persyaratan 
 113 
 
untuk kenaikan pangkat dan jabatan fungsional tertentu, 




3. Peran Komite Sekolah dalam Implementasi Pendidikan 
4.0 
Komite sekolah merupakan lembaga mandiri yang 
beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas 
sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan 
(Permendikbud No. 75 Tahun 2016). Komite sekolah juga 
mempunyai peran dalam peningkatan mutu sekolah. Untuk 
menjalankan peran ini, terdapat beberapa tugas bagi komite 
sekolah sebagaimana tertuang dalam Permendikbud No. 75 
Tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1 sebagai berikut: 
a. Memberikan pertimbangan dalam penentuan dan 
pelaksanaan kebijakan pendidikan terkait: 
1) kebijakan dan program Sekolah; 
2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah/Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah 
(RAPBS/RKAS); 
3) Kriteria kinerja Sekolah; 
4) Kriteria fasilitas pendidikan di Sekolah; dan 
5) Kriteria kerjasama Sekolah dengan pihak lain. 
b. Menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya 
dari masyarakat baik perorangan/organisasi/dunia 
usaha/dunia industri maupun pemangku kepentingan 
lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif; 
c. Mengawasi pelayanan pendidikan di Sekolah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
d. Menindaklanjuti keluhan, saran, kritik, dan aspirasi dari 
peserta didik, orangtua/wali, dan masyarakat serta hasil 




Dalam menjalankan tugasnya, komite sekolah bisa 
berperan sebagai badan pertimbaangan (advisory agency), 
pendukung (supporting agency), pengawas (controlling 
agency), dan badan mediator (mediator agency). Triyanto, et 
al (2019) menjelaskan upaya yang bisa dilakukan dalam 
mengoptimalkan tugas komite sekolah melalui empat peran 
tersebut. 
 
a. Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 
Agency) 
Dalam perannya sebagai Advisory Agency, 
komite sekolah mempunyai tanggung jawab memberikan 
pertimbangan atau nasihat tentang segala sesuatu yang 
berkaitan dengan kebijakan dan program dalam 
meningkatkan mutu sekolah. Kebijakan dan program 
sekolah tidak akan lepas dari pencapaian standar nasional 
pendidikan (SNP), yaitu: standar isi, standar proses. 
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. 
Untuk menjalankan peran ini komite sekolah semestinya 
mempunyai pengetahuan dan informasi terkait dalam 
pengelolaan pendidikan, dimulai dengan mengidentifikasi 
berbagai aspirasi masyarakat mengenai pendidikan dan 
potensi di daerahnya. Indikator peran komite sekolah 
sebagai  Advisory Agency,  Komite sekolah dapat 
memberikan pertimbangan tentang : 
1) Muatan kurikulum sekolah, misalnya:  muatan 
kurikulum mengakomodasi kearifan lokal, adanya 
link and match antara muatan kurikum SMK dengan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.  
2) Kompetensi lulusan PLUS, misalnya muatan IT, 
bahasa asing, dan kewirausahaan.  




4) Identifikasi sarana dan prasarana sekolah, baik dari 
segi kecukupan maupun kelayakan. 
5) Identifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, baik 
dari segi kecukupan dan kelayakan. 
6) Jaringan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan 
dunia usaha/industri. 
7) Pengelolaan pendidikan di sekolah 
 
b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (Supporting 
Agency) 
Dalam perannya sebagai supporting agency, 
komite sekolah memberikan dukungan material atau 
immaterial berdasarkan hasil identifikasi kecukupan dan 
kelayakan yang menjadi permasalahan di satuan 
pendidikan dalam pencapaian SNP.  Permasalahan  di 
sekolah bisa terjadi karena kekurangan pendidik dan 
tenaga kependidikan sehingga akan mengganggu 
pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah kemudian dapat 
menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru 
sukarelawan, tenaga kependidikan non-guru, termasuk 
tenaga ahli yang ada dalam masyarakat. 
Permasalahan ketercukupan dan kelayakan 
sarana dan prasarana sekolah sebagai bagian dari 
pelaksanaan proses pendidikan, juga harus mendapat 
perhatian. Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi 
kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, 
dengan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana 
yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada 
pada masyarakat. Sementara itu, komite sekolah juga 
dapat berperan sebagai pendukung anggaran sekolah yang 
sangat terbatas, dengan pemanfaatan sumber-sumber 
anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat. Komite 
dapat melakukan penggalangan dana melalui sumbangan 
dan bantuan dari masyarakat atas persetujuan kepala 
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sekolah. Indikator peran komite sekolah sebagai  
supporting agency,  antara lain : 
1) Komite sekolah memberikan dukungan anggaran 
yang digali melalui bantuan atau sumbangan 
masyarakat, untuk menutupi kekurangan biaya satuan 
pendidikan atau untuk pembiayaan  program/kegiatan  
terkait  peningkatan mutu Sekolah yang tidak 
dianggarkan. 
2) Komite sekolah memfasilitasi kebutuhan sarana dan 
prasarana pendidikan di sekolah, dengan 
memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang 
diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada 
pada masyarakat. 
3) Komite Sekolah memberikan dukungan terhadap 
keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan di 
sekolah dengan melakukan pemberdayaan sumber 
daya masyarakat. 
4) Komite sekolah memfasilitasi tenaga ahli yang ada di 
masyarakat sebagai nara sumber dalam kegiatan 
ilmiah yang diselenggarakan sekolah. 
 
c. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 
Agency) 
Dalam perannya sebagai Controlling Agency, 
komite sekolah mempunyai tugas memberikan pengawasan 
terhadap perencanaan dan pelaksanaan dari semua program 
kegiatan maupun kebijakan sekolah.  Fungsi Komite 
Sekolah dalam memberikan pengawasan terhadap 
perencanaan program sekolah adalah untuk memastikan 
apakah program tersebut urgen untuk dilakukan untuk 
meningkatkan mutu sekolah, dan sesuai dengan kebijakan 
sekolah dan dinas pendidikan.  
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program, 
pengawasan komite sekolah difokuskan apakah 
pelaksanaan program sesuai dengan yang direncanakan?, 
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bagaimana ketercapaian dari tujuan program?, dan 
pengawasan mengenai transparansi dan akuntabilitas 
anggaran untuk pelaksanaan program. Indikator peran 
komite sekolah sebagai  controlling agency,  antara lain : 
1) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
perencanaan semua program kegiatan maupun 
kebijakan sekolah, khusunya tentang bobot program 
dan kesesuaian program dengan kebijakan.  
2) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program, khususnya tentang kesesuaian 
proram dengan rencana, ketercapaian dari tujuan, dan 
kesesuaian anggaran. 
3) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
kebijakan sekolah 
4) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
anggaran belanja sekolah. 
5) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
output pendidikan di sekolah. 
 
d. Komite Sekolah Sebagai Mediator (Mediator Agency) 
Dalam Perannya sebagai sebagai Mediator 
Agency, komite sekolah bertugas sebagai jembatan 
penghubung antara sekolah dengan pihak luar yang terkait 
(masyarakat, dunia usaha/industri, atau instansi 
pemerintah terkait). Peran komite sekolah sebagai 
mediator antara sekolah dengan masyarakat terkait 
menampung aspirasi masyarakat, baik itu orang tua/wali 
siswa maupun masyarakat umum di sekitar lingkungan 
sekolah. Aspirasi masyarakat, baik itu berupa keluhan 
maupun masukan yang terkait dengan kebijakan sekolah 
dan pelaksanaan program pendidikan dikomunikasikan 
dengan pihak sekolah atau yang terkait untuk menjadikan 
perhatian dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan 
atau program berikutnya. 
 118 
 
Peran komite sekolah sebagai mediator antara 
sekolah dengan dunia usaha/industri terkait dengan 
berbagai kegiatan kerjasama yang bisa dilakukan kedua 
belah pihak, baik dalam kegiatan penyusunan kurikulum, 
magang industri, pemanfaatan sarana prasarana,  maupun 
perekrutan tenaga kerja. Komite sekolah juga berperan 
media promosi dan sosialisasi program dan produk 
sekolah kepada masyarakat maupun dunia usaha/industri. 
Indikator peran komite sekolah sebagai  mediator agency,  
antara lain : 
1) Komite sekolah menampung aspirasi masyarakat dan 
dikomunikasikan kepada sekolah untuk perbaikan 
mutu pendidikan.  
2) Komite sekolah menjadi jembatan jalinan kerjasama 
sekolah dengan dunia usaha/industri, yang terkait 
dengan kebijakan dan program sekolah. 
3) Komite sekolah melakukan promosi dan sosisalisasi 
program dan produk sekolah kepada masyarakat dan 
dunia usaha/industri 
4) Komite sekolah menjadi media komunikasi dengan 
masyarakat terkait penggalangan dana untuk 
ketercukupan anggaran penyelenggaraan pendidikan 
5) Komite sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat, 
sekolah, maupun dunia usaha/industri terkait dengan 
kebijakan pendidikan dan mengkomunikasikan 









4. Peran DuDi dalam Implementasi Pendidikan 4.0 
Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) sangat terkait 
dengan SMK. DuDi inilah yang berperan sebagai pengguna 
lulusan SMK. DuDi juga memegang peranan vital di dalam 
implementasi pendidikan 4.0. Perkembangan teknologi yang 
begitu pesat di era revolusi industri 4.0 seperti saat ini 
menuntut SMK untuk selalu siap dalam mengoptimalkan 
kompetensi lulusannya agar relevan dengan kebutuhan 
industri. Sangat diperlukan jalinan kerja sama yang baik antara 
sekolah dengan DuDi. 
Martono, et al (2018) menjelaskan bagaimana 
mengoptimalkan kerja sama antara SMK dengan DuDi sebagai 
berikut: 
a. Magang Industri  
Magang industri bisa diterapkan untuk siswa maupun 
guru. Dengan magang di industri secara langsung, maka 
diharapkan kompetensi yang diperoleh siswa di SMK 
sesuai dengan kebutuhan industri. Yang perlu 
diperhatikan adalah kesesuaian pekerjaan yang diberikan 
pada saat magang dengan kompetensi keahlian masing-
masing siswa.  
 
b. Teaching Factory 
Menurut Kuswantoro (2014) teaching factory bisa 
menjadi konsep implementasi kompetensi yang diberikan 
dengan keadaan yang sesungguhnya seperti di industri. 
Sehingga, teaching factory bisa menjembatani antara 






Gambar 4.6 Teaching Factory Sumber: Direktorat PSMK 
(2016) 
 
Teaching factory merupakan irisan antara SMK dengan 
industri. Lokasi TeFa di SMK, akan tetapi sarana 
produksinya bisa di-support dari industri. Sistem 
produksinya harus senantiasa disesuaikan dengan industri, 
sehingga kompetensi yang diperoleh siswa relevan 
dengan kebutuhan industri. Adanya kerja sama antara 
SMK dengan industri ini bisa membawa dampak pada 
kesesuaian kompetensi yang diberikan di SMK dengan 
kebutuhan industri (Işgören, Çinar, Tektaş, Oral, 










c. Kelas Industri 
Beberapa SMK di Indonesia sudah bekerja sama dengan 
Du/Di untuk membuka kelas industri di SMK. Kelas 
industri bisa dijadikan sebagai salah satu wujud 
Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan 
dalam dunia pendidikan. Dalam kelas Industri, 
rekrutmen siswa disesuaikan dengan standar perusahaan. 
Selain itu, guru langsung didatangkan dari industri untuk 
mengajar penuh di kelas industri, bukan sekedar menjadi 
guru tamu. Setelah lulus dari kelas industri ini, siswa bisa 
langsung bekerja pada industri yang bersangkutan.  
 
d. Pembudayaan Industri 
Pendidikan bisa dikatakan sebagai proses pembudayaan. 
Dengan demikian, apabila ingin menyiapkan siswa 
untuk bekerja di indsutri, maka penting untuk 
membudayakan industri di lingkungan SMK. 
Pembudayaan industri dimaksudkan untuk 
mengoptimalkan teaching factory agar kompetensi siswa 
nantinya relevan dengan kebutuhan industri.  
Pembudayaan yang dimaksud di sini tidak 
hanya sekedar mengerti berbagai standar di industri, 
tetapi juga mengimplementasikannya. Agar proses 
pembudayaan ini bisa berjalan lancar, maka perlu 
didukung oleh segenap ekosistem sekolah. Tidak hanya 
siswa saja yang membudayakan industri, tetapi juga oleh 
segenap ekosistem sekolah, seperti kepala sekolah, 
tenaga pendidik dan juga tenaga kependidikan.  
 
e. Optimalisasi Laboratorium untuk Mendukung Teaching 
Factory  
Untuk mengoptimalkan teaching factory, diperlukan 
dukungan laboratorium yang memadai/sesuai dengan 
kondisi di industri, baik dalam hal manajemen maupun 




Gambar 4.7 Penyelarasan Laboratorium SMK dengan 
Industri 
Sumber: Susanto (2014) 
 
SMK harus melakukan penyelarasan laboratorium yang 
dimiliki dengan kondisi di industri, sehingga siswa bisa 
praktik menggunakan sistem yang sesuai dengan industri. 
Pada akhirnya diharapkan kompetensi lulusan SMK bisa 
relevan dengan kebutuhan industri. SMK juga bisa 
mengembangkan dan memanfaatkan laboratorium virtual. 
Laboratorium virtual bisa digunakan SMK untuk 











5. Peran Alumni dalam Implementasi Pendidikan 4.0 
Alumni merupakan lulusan/tamatan dari sebuah 
sekolah. Alumni juga bisa dikatakan sebagai salah satu produk 
dari sebuah sekolah. Alumni juga memiliki peran yang penting 
dalam implementasi pendidikan 4.0. Triyanto, et al (2019) 
menjelaskan bagaimana mengoptimalkan peran alumni untuk 
meningkatkan kualitas pendidikan di SMK sebagai berikut: 
a. Peran Alumni Sebagai Katalisator 
Dalam perannya sebagai katalisator, alumni dapat 
memberikan berbagai masukan kritis dan membangun 
kepada almamater mereka. Alumni mempunyai ikatan 
batin serta rasa memiliki yang kuat terhadap almamater, 
sehingga dari pengalaman mereka sebagai siswa dengan 
segala permasalahannya dan pengalaman mereka pada 
dunia kerja tentunya akan menawarkan  berbagai konsep, 
ide, pemikiran, masukan dan kritik membangun kepada 
sekolah. Untuk meningkatkan mutu SMK dalam 
pencapaian standar nasional pendidikan (SNP), alumni 
dapat memberikan berbagai masukan, antara lain: 
1) Muatan kurikulum sekolah yang dibangun 
berdasarkan link and match antara muatan kurikum 
SMK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia 
industri.  
2) Kompetensi lulusan SMK yang memberikan nilai 
lebih dan mampu bersaing dalam lapangan kerja.  
3) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah (RKAS) 
4) Sarana dan prasarana sekolah, baik dari segi 
kecukupan maupun kelayakan. 
5) Pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari segi 
kecukupan dan kelayakan. 







b. Peran Alumni Sebagai Kontributor 
Dalam perannya sebagai kantributor, alumni dapat 
memberikan berbagai bantuan kepada sekolah, baik material 
maupun immaterial dalam rangka meningkatkan mutu SMK. 
Alumni yang telah berhasil dalam karier tentunya mempunyai 
kemampuan lebih dalam hal finansial  maupun pola pikir  yang 
lebih terasah. Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan 
mutu SMK, alumni bisa memberikan kontribusi baik materian 
maupun immaaterial sebagai berikut:  
1) Kontribusi material, yaitu kontribusi berupa fisik yang 
dapat dimanfaatkan oleh almamater. Bantuan fisik 
dimulai dengan mengidentifikasi sarana dan prasarana 
sekolah, baik dari segi kecukupan maupun kelayakan.   
Bantuan alumni kepada sekolah dapat diwujudkan dalam  
donasi fresh money yang dapat dimanfaatkan untuk 
pembelian atau perbaikan sarana dan prasarana sekolah, 
misalnya komputer, printer, LCD, AC, meja, kursi, 
bangunan gedung  dan sebagainya.  
2) Kontribusi immateri, yaitu kontribusi berupa pemikiran 
yang dapat bermanfaat untuk pengembangan almamater. 
Kontribusi berupa pemikiran dapat diwujudkan dalam 
sumbangih pemikiran berupa saran dan kritik konstruktif; 
kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, workshop, seminar, 
bedah buku, dialog, sarah sehan, diskusi, dan kajian 
ilmiah. 
 
c. Peran Alumni Sebagai Motivator 
Alumni yang berhasil dalam kariernya tentu akan menjadi 
motivasi dan inspirasi bagi siswa, sehingga menimbulkan 
semangat mereka untuk bisa berhasil seperti kakak 
angakatannya. Ikatan alumni dapat mengagendakan acara rutin 
tahunan di sekolah untuk mengadakan presentasi, tatap muka, 
diskusi dan membuka stand konsultasi yang akan menjelaskan 
mengenai berbagai pilihan jurusan dan beberapa alternatif 
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perguruan tinggi negeri dan swasta favorit kepada para siswa, 
dengan sasaran utama siswa/i yang akan melanjutkan studi. 
Para alumni yang telah bekerja juga diberikan kesempatan 
untuk dapat menjelaskan mengenai lingkup kerja mereka 
beserta tantangan yang dihadapi agar dapat memberikan 
gambaran mengenai dinamika dunia kerja.  
d. Peran Alumni Sebagai Komunikator 
Alumni yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang 
mumpuni dapat memainkan fungsi penting sebagai 
komunikator dalam membangun opini publik untuk menarik 
minat calon siswa baru.  Alumni, disadari atau tidak, 
merupakan salah satu acuan utama yang mendasari opini 
masyarakat tentang kualitas sekolah. Sebagai komunikator, 
alumni dapat secara langsung terjun di masyarakat untuk 
sosialisasi keberadaan dan program sekolah, atau lebih efektif 
lagi jika dibangun portal IT, sehingga alumni dapat leluasa 
berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. Portal IT 
ini tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan sekolah ke 
publik, akan tetapi dapat digunakan secara efektif sebagai alat 
Tracer Study. Semakin banyak terjaring alumni yang tersebar 
di seluruh wilayah indonesia, tentunya memberikan referensi 
menarik dalam upaya meningkatkan mutu SMK. 
Semua unsur ekosistem sekolah harus bisa berkomunikasi dan 
berkolaborasi dalam mengoptimalkan implementasi pendidikan 
4.0. Selanjutnya, Layanan Pendidikan Tinggi (2019) 
merekomendasikan beberapa strategi yang dapat 
diimplementasikan di era pendidikan 4.0 yaitu sebagai berikut: 
1. Merancang tahapan belajar sesuai dengan kemampuan dan 
minat/kebutuhan setiap siswa. 
2. Menggunakan penilaian formatif yaitu guru membantu siswa 
mengidentifikasi kemampuan dan bakat siswa sendiri. 
3. Menempatkan guru sebagai mentor, dilatih mengembangkan 
kurikulum dan memberikan pilihan kepada siswa untuk 
menentukan cara belajarnya sendiri. 
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4. Menjamin siswa untuk tidak menjadi sama dan tidak 
diharapkan menjadi sama. 
5. Pendidikan merupakan tujuan bukan transfer pengetahuan. 
6. Pengembangan profesi berkelanjutan menjadi penting karena 


































A. Keterampilan Abad 21 
Abad 21 bercirikan tersedianya informasi dimana saja dan 
kapan saja (informasi), adanya implementasi penggunaan mesin 
(komputasi), mampu menjangkau segala pekerjaan rutin 
(otomatisasi) dan bisa dilakukan dari mana saja dan kemana saja 
(komunikasi) (Kemdikbud dalam Sasmoko, 2017). Kondisi ini 
menyiratkan pentingnya keterampilan abad 21 di dalam proses 
pembelajaran. Partnership for 21st Century Skills (2016) 
menjelaskan bahwa “21st century learning skills are the core 
competencies for learning and innovation that are believed to 
help students thrive in today’s digitally and globally 
interconnected world”. Lebih lanjut, Howlett & Waemusa (2019) 
menyebutkan keterampilan tersebut meliputi “creativity and 
innovation, critical thinking and problem solving, 
communication, collaboration, plus information, media and 
technology skills”. Penjelasan ringkas tentang keterampilan abad 









Selanjutnya, Sajidan, et al (2018) memberikan penjelasan 
yang lebih detail tentang masing-masing keterampilan sebagai 
berikut. 
1. Keterampilan Berpikir Kritis 
Keterampilan ini merupakan keterampilan fundamental pada 
pembelajaran di abad ke-21. Keterampilan berpikir kritis 
mencakup kemampuan mengakses, menganalisis, 
mensintesis informasi yang dapat dibelajarkan, dilatihkan 
dan dikuasai (P21, 2007a; Redecker et al 2011). 
Keterampilan berpikir kritis juga menggambarkan 
keterampilan lainnya seperti keterampilan komunikasi dan 
informasi, serta kemampuan untuk memeriksa, menganalisis, 
menafsirkan, dan mengevaluasi bukti. Pada era literasi digital 
dimana arus informasi sangat berlimpah, siswa perlu 
memiliki kemampuan untuk memilih sumber dan informasi 
yang relevan, menemukan sumber yang berkualitas dan 
melakukan penilaian terhadap sumber dari aspek 






2. Kemampuan Menyelesaikan Masalah 
Keterampilan memecahkan masalah mencakup keterampilan 
lain seperti identifikasi dan kemampuan untuk mencari, 
memilih, mengevaluasi, mengorganisir, dan 
mempertimbangkan berbagai alternatif dan menafsirkan 
informasi. Seseorang harus mampu mencari berbagai solusi 
dari sudut pandang yang berbeda-beda, dalam memecahkan 
masalah yang kompleks.  
Pemecahan masalah memerlukan kerjasama tim, kolaborasi 
efektif dan kreatif dari guru dan siswa untuk dapat melibatkan 
teknologi, dan menangani berbagai informasi yang sangat 
besar jumlahnya, dapat mendefinisikan dan memahami 
elemen yang terdapat pada pokok permasalahan, 
mengidentifikasi sumber informasi dan strategi yang 
diperlukan dalam mengatasi masalah. Pemecahan masalah 
tidak dapat dilepaskan dari keterampilan berpikir kritis karena 
keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan 
fundamental dalam memecahkan masalah. Siswa juga harus 
mampu menerapkan alat dan teknik yang tepat secara efektif 
dan efisien untuk menyelesaikan permasalahan. 
3. Komunikasi dan Kolaborasi 
Kemampuan komunikasi yang baik merupakan keterampilan 
yang sangat berharga di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. 
Kemampuan komunikasi mencakup keterampilan dalam 
menyampaikan pemikiran dengan jelas dan persuasif secara 
oral maupun tertulis, kemampuan menyampaikan opini 
dengan kalimat yang jelas, menyampaikan perintah dengan 
jelas, dan dapat memotivasi orang lain melalui kemampuan 
berbicara. Kolaborasi dan kerjasama tim dapat dikembangkan 
melalui pengalaman yang ada di dalam sekolah, antar sekolah, 




Siswa dapat bekerja bersama-sama secara kolaboratif pada 
tugas berbasis proyek yang autentik dan mengembangkan 
keterampilannya melalui pembelajaran tutor sebaya dalam 
kelompok. Pada dunia kerja di masa depan, keterampilan 
berkolaborasi juga harus diterapkan ketika menghadapi rekan 
kerja yang berada pada lokasi yang saling berjauhan. 
Keterampilan komunikasi dan kolaborasi yang efektif disertai 
dengan keterampilan menggunakan teknologi dan sosial media 
akan memungkinkan terjadinya kolaborasi dengan kelompok-
kelompok internasional. 
4. Kreativitas dan Inovasi 
Pencapaian kesuksesan profesional dan personal, memerlukan 
keterampilan berinovasi dan semangat berkreasi. Kreativitas 
dan inovasi akan semakin berkembang jika siswa memiliki 
kesempatan untuk berpikir divergen. Siswa harus dipicu untuk 
berpikir di luar kebiasaan yang ada, melibatkan cara berpikir 
yang baru, memperoleh kesempatan untuk menyampaikan ide-
ide dan solusi-solusi baru, mengajukan pertanyaan yang tidak 
lazim, dan mencoba mengajukan dugaan jawaban. Kesuksesan 
individu akan didapatkan oleh siswa yang memiliki 
keterampilan kreatif. Individu-individu yang sukses akan 
membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi 
semuanya. 
5. Literasi Informasi, Media, dan Teknologi 
Literasi informasi yang mencakup kemampuan mengakses, 
mengevaluasi dan menggunakan informasi sangat penting 
dikuasai pada saat ini. Literasi informasi memiliki pengaruh 
yang besar dalam perolehan keterampilan lain yang diperlukan 
pada kehidupan abad ke-21. Seseorang yang berkemampuan 
literasi media adalah seseorang yang mampu menggunakan 
keterampilan proses seperti kesadaran, analisis, refleksi dan 
aksi untuk memahami pesan alami yang terdapat pada media. 
Kerangka literasi media terdiri atas kemampuan untuk 
mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan 
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pesan dalam berbagai bentuk media, menciptakan suatu 
pemahaman dari peranan media pada masyarakat, dan 
membangun keterampilan penting dari informasi hasil 
penyelidikan dan ekspresi diri. Literasi media juga mencakup 
kemampuan untuk menyampaikan pesan dari diri dan untuk 
memberikan pengaruh dan informasi kepada orang lain. 
Literasi informasi, komunikasi, dan teknologi (ICT) 
Kemampuan literasi ICT mencakup kemampuan mengakses, 
mengatur, mengintegrasi, mengevaluasi, dan menciptakan 
informasi melalui penggunaan teknologi komunikasi digital. 
Literasi ICT berpusat pada keterampilan berpikir tingkat tinggi 
dalam mempertimbangkan informasi, media, dan teknologi di 
lingkungan sekitar. Setiap negara hendaknya menumbuhkan 
secara luas keterampilan ICT pada masyarakatnya karena jika 
tidak, negara tersebut dapat tertinggal dari perkembangan dan 
kemajuan pengetahuan ekonomi berbasis teknologi. Terdapat 
beberapa keterkaitan antara tiga bentuk literasi yang meliputi 
literasi komunikasi informasi, media dan teknologi. 
Penguasaan terhadap keterampilan tersebut memungkinkan 
penguasaan terhadap keterampilan dan kompetensi lain yang 
diperlukan untuk keberhasilan kehidupan di abad ke- 21 












B. Kerangka Pembelajaran Abad 21 
Kerangka pembelajaran abad 21 dibutuhkan untuk 
mengintegrasikan keterampilan-keterampilan abad 21 di dalam 
proses pembelajaran di sekolah. Kerangka pembelajaran abad 21 
ini menjelaskan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang 
harus dikuasai peserta didik agar mampu berhasil dalam pekerjaan 
dan kehidupan. Kerangka tersebut memadukan pengetahuan 
konten, keterampilan khusus, keahlian dan literasi. Partnership for 
21st Century Skills menjelaskan bahwa: 
“Every 21st century skills implementation requires the 
development of core academic subject knowledge and 
understanding among all students. Those who can think 
critically and communicate effectively must build on a base 
of core academic subject knowledge. Within the context of 
core knowledge instruction, students must also learn the 
essential skills for success in today’s world, such as critical 
thinking, problem solving, communication and 
collaboration. When a school or district builds on this 
foundation, combining the entire Framework with the 
necessary support systems—standards, assessments, 
curriculum and instruction, professional development and 
learning environments—students are more engaged in the 
learning process and graduate better prepared to thrive in 
today’s global economy. While the graphic represents each 
element distinctly for descriptive purposes, the Partnership 
views all the components as fully interconnected in the 







Partnership for 21st Century Skills menggambarkan 
kerangka pembelajaran abad 21 adalah sebagai berikut: 
 
 
Gambar 5.2 Kerangka Pembelajaran Abad 21 
Sumber: Partnership for 21st Century Skills 
 
1. Core Subjects 
Menurut Partnership for 21st Century Skills, yang 
termasuk mata pelajaran inti (core subjects) di dalam 
pembelajaran abad 21 meliputi “English, reading or 
language arts; mathematics; science; foreign languages; 
civics; government; economics; arts; history; and 
geography”. 
 
2. 21st Century Content 
Terdapat beberapa area konten yang diperlukan oleh 
peserta didik ketika bekerja kelak. Partnership for 21st 
Century Skills menyebutkan beberapa konten tersebut 
adalah sebagai berikut: 
a. Global awareness 
1) Using 21st century skills to understand and 
address global issues 
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2) Learning from and working collaboratively with 
individuals representing diverse cultures, 
religions and lifestyles in a spirit of mutual respect 
and open dialogue in personal, work and 
community contexts 
3) Understanding other nations and cultures, 
including the use of non-English languages  
b. Financial, economic, business and entrepreneurial 
literacy 
1) Knowing how to make appropriate personal 
economic choices 
2) Understanding the role of the economy in society 
3) Using entrepreneurial skills to enhance workplace 
productivity and career options  
c. Civic literacy 
1) Participating effectively in civic life through 
knowing how to stay informed and understanding 
governmental processes  
2) Exercising the rights and obligations of citizenship 
at local, state, national and global levels 
3) Understanding the local and global implications 
of civic decisions 
d. Health literacy 
1) Obtaining, interpreting and understanding basic 
health information and services and using such 
information and services in ways that enhance 
health 
2) Understanding preventive physical and mental 
health measures, including proper diet, nutrition, 
exercise, risk avoidance and stress reduction 
3) Using available information to make appropriate 
health-related decisions 




5) Understanding national and international public 
health and safety issues  
e. Environmental literacy  
1) Demonstrate knowledge and understanding of the 
environment and the circumstances and 
conditions affecting it, particularly as relates to 
air, climate, land, food, energy, water and 
ecosystems 
2) Demonstrate knowledge and understanding of 
society’s impact on the natural world (e.g., 
population growth, population development, 
resource consumption rate, etc.) 
3) Investigate and analyze environmental issues, and 
make accurate conclusions about effective 
solutions 
4) Take individual and collective action towards 
addressing environmental challenges (e.g., 
participating in global actions, designing 
solutions that inspire action on environmental 
issues) 
 
3. Learning and Thinking Skills 
Peserta didik tidak hanya sekedar memahami dan mempelajari 
konten akademik saja, melainkan harus bisa memanfaatkan 
apa yang mereka ketahui secara inovatif dan efektif. 
Kemampuan ini disebut sebagai learning and thinking skills, 
yang menurut Partnership for 21st Century Skills terdiri dari: 
a. Critical-thinking and problem-solving skills 
b. Communication skills 
c. Creativity and innovation skills 
d. Collaboration skills 
e. Contextual learning skills 





4. ICT Literacy 
Literasi Information and Communications Technology (ICT) 
merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi untuk 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan abad 21. 
Peserta didik harus dapat menggunakan teknologi untuk 
mempelajari konten dan keterampilan, sehingga mereka tahu 
cara belajar, berpikir kritis, menyelesaikan masalah, 
menggunakan informasi, berkomunikasi, berinovasi, dan 
berkolaborasi. 
5. Life Skills 
Guru yang baik adalah yang mampu menyisipkan unsur-unsur 
kecakapan hidup (life skills) ini ke dalam proses pembelajaran. 
Partnership for 21st Century Skills mendeskripsikan life skills 
ini sebagai berikut: 
a. Leadership  
b. Personal responsibility 
c. Ethics  
d. People skills 
e. Accountability  
f. Self-direction 
g. Adaptability  
h. Social responsibility 
i. Personal productivity 
 
6. 21st Century Assessments 
Partnership for 21st Century Skills menjelaskan bahwa 
“Authentic 21st century assessments are the essential 
foundation of a 21st century education. Assessments must 
measure all five results that matter — core subjects; 21st 
century content; learning and thinking skills; ICT literacy; and 
life skills. To be effective, sustainable and affordable, 
assessments must use modern technologies to increase 
efficiency and timeliness. Standardized tests alone can 
measure only a few of the important skills and knowledge 
students should learn. A balance of assessments, including 
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high-quality standardized testing along with effective 
classroom assessments, offers students a powerful way to 
master the content and skills central to success”. 
 
Selain Partnership for 21st Century Skills, terdapat juga 
Lembaga lain yang menjelaskan tentang kerangka pembelajaran 
abad 21 ini, seperti OECD, European Union Key Competences for 
Life Long Learning, dan Assessment and Teaching for twenty-first 
Century Skills. Häkkinen (2016) menyusun tabel perbandingan 
penjelasan kerangka pembelajaran abad 21 dari masing-masing 
lembaga sebagai berikut: 
Tabel 5.1 Perbandingan Kerangka Pembelajaran Abad 21 
 





Bentuk kerangka berikutnya terkait dengan “Student 
Outcomes & Support System”. OECD dan Partnership for 21st 
Century Skills menggambarkan 21st Century Student Outcomes 
and Support Systems sebagai berikut: 
 
Gambar 5.3 21st Century Student Outcomes and Support Systems 
Sumber: OECD dan Partnership for 21st Century Skills 
 
Gambar 5.3 menjelaskan keterampilan, pengetahuan, dan 
keahlian yang harus dikuasai siswa untuk berhasil dalam pekerjaan 
dan kehidupan; itu adalah perpaduan dari pengetahuan konten, 
keterampilan khusus, keahlian dan literasi. Partnership for 21st 
Century Skills memberikan penjelasan terkait gambar 5.3 di atas, 
yaitu: 
“Every 21st century skills implementation requires the 
development of core academic subject knowledge and 
understanding among all students. Those who can think 
critically and communicate effectively must build on a 
base of core academic subject knowledge. Within the 
context of core knowledge instruction, students must also 
learn the essential skills for success in today’s world, such 
as critical thinking, problem solving, communication and 
collaboration. When a school or district builds on this 
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foundation, combining the entire Framework with the 
necessary support systems—standards, assessments, 
curriculum and instruction, professional development and 
learning environments—students are more engaged in the 
learning process and graduate better prepared to thrive 
in today’s global economy. While the graphic represents 
each element distinctly for descriptive purposes, the 
Partnership views all the components as fully 
interconnected in the process of 21st century teaching and 
learning”. 
 
C. Mengapa Keterampilan Abad 21 Penting Bagi Peserta Didik?  
Perkembangan teknologi semakin kompleks, sehingga 
dibutuhkan suatu keterampilan (skills) yang memadai untuk bisa 
mengikutinya. Di abad 21 saat ini, peserta didik tidak hanya 
sekedar menghafalkan materi pelajaran, tetapi dibutuhkan suatu 
keterampilan serta pemahaman konseptual yang kompleks. 
Sebenarnya, kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan literasi 
informasi bukanlah spesifik keterampilan abad 21. Keterampilan-
keterampilan tersebut telah menjadi keterampilan yang penting 
bagi manusia selama ribuan tahun (Rotherham & Willingham, 
2009). Lalu, mengapa keterampilan-keterampilan tersebut 
diidentikkan di abad 21? Jawabannya adalah karena 
keberhasilan/kesuksesan seseorang di abad 21 saat ini sangat 
ditentukan oleh keterampilan-keterampilan tersebut (Rotherham 
& Willingham, 2009).  
Selanjutnya, Cator (2010) juga menjelaskan pentinganya 
keterampilan abad 21 ini dalam menentukan kesuksesan 
seseorang. Cator (2010) menjelaskan bahwa “Success in the 21st 
century requires knowing how to learn. Students today will likely 
have several careers in their lifetime. They must develop strong 
critical thinking and interpersonal communication skills in order 
to be successful in an increasingly fluid, interconnected, and 
complex world”. Penjelasan Rotherham & Willingham (2009) 
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dan Cator (2010) ini mengindikasikan pentingnya peserta didik 
untuk mempunyai keterampilan abad 21 tersebut. Agar bisa 
melatih keterampilan tersebut, peserta didik diarahkan/dibimbing 
untuk tidak hanya sekedar menerima materi tetapi bagaimana 
peserta didik bisa merekonstruksi pengetahuan yang mereka 
butuhkan. OECD (2008) menjelaskan bahwa: 
“In the knowledge economy, memorization of 
facts and procedures is not enough for success. Educated 
workers need a conceptual understanding of complex 
concepts, and the ability to work with them creatively to 
generate new ideas, new theories, new products, and 
new knowledge. They need to be able critically to 
evaluate what they read, be able to express themselves 
clearly both verbally and in writing, and understand 
scientific and mathematical thinking. They need to learn 
integrated and usable knowledge, rather than the sets of 
compartmentalised and de-contextualised facts. They 
need to be able to take responsibility for their own 
continuing, life-long learning”. 
Pemahaman tentang konten atau materi pelajaran dengan 
keterampilan harus bisa berjalan beriringan, sehingga peserta 
didik bisa mendapatkan pemahaman tentang materi dan juga 
keterampilan yang dibutuhkannya. Pembelajaran di abad 21 harus 
bisa mengombinasikan dua hal ini, sebagaimana disampaikan 
oleh Wessling (2010) bahwa: 
“Twenty-first-century learning embodies an 
approach to teaching that marries content to skill. 
Without skills, students are left to memorize facts, recall 
details for worksheets, and relegate their educational 
experience to passivity. Without content, students may 
engage in problem-solving or team-working experiences 
that fall into triviality, into relevance without rigor. 
Instead, the 21st-century learning paradigm offers an 
opportunity to synergize the margins of the content vs. 
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skills debate and bring it into a framework that dispels 
these dichotomies. Twenty-first-century learning means 
hearkening to cornerstones of the past to help us 
navigate our future. Embracing a 21st-century learning 
model requires consideration of those elements that 
could comprise such a shift: creating learners who take 
intellectual risks, fostering learning dispositions, and 
nurturing school communities where everyone is a 
learner.” 
 
D. Implementasi Pembelajaran Abad 21 Dalam Meningkatkan 
Mutu SMK 
Pembelajaran Abad 21 tidak hanya diimplementasikan 
di SMK, namun dalam pembahasan ini akan difokuskan 
implementasi di SMK. Hal ini dikarenakan SMK menyiapkan 
lulusannya untuk siap kerja, sehingga kecakapan / keterampilan 
abad 21 harus dimiliki oleh lulusan SMK. Dalam konteks ini, 
Sajidan, et al (2018) memberikan beberapa rekomendasi terkait 
bagaimana mengoptimalkan proses pembelajaran dan penilaian 
abad 21 di SMK. Rekomendasi tersebut antara lain: 
1. Strategi untuk optimalisasi proses pembelajaran dan 
penilaian di SMK yang mengacu pada pembelajaran abad 21 
dapat dilakukan secara sistemik melalui pendekatan Sistem 
Pembelajaran, meliputi analisis Input (siswa, guru, 
kurikulum, sarana, prasarana) – Proses (pendekatan, model, 
strategi belajar) – Output (Kompetensi Lulusan) – Feed Back 
(umpan balik). 
2. SMK perlu melakukan peninjauan ulang terhadap perangkat 
pembelajaran dalam buku kurikulum, terutama perangkat 
pembelajaran yang belum mengintegrasikan 4C 
(Communication, Collaboration, Critical thinking Skill, dan 
Creative Thinking Skill) dengan literacy dan Penguatan 
Pendidikan Karakter (PPK) dalam rencana pelaksanaan 
pembelajaran (RPP), proses dan penilaian/evaluasi. 
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3. Pelaksanaan supervisi akademik oleh Kepala Sekolah dan 
Pengawas SMK terhadap guru perlu diintensifkan untuk 
mengawal proses pembelajaran dan penilaian berbasis 
kecakapan hidup abad 21, dengan tetap menggunakan prinsip 
– prinsip supervisi: berkesinambungan, komprehensif, 
konstruktif, obyektif, dan integral dengan program 
pendidikan. 
4. Untuk meningkatkan profesionalitas guru melalui 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), perlu 
dilakukan program peningkatan kompetensi bagi semua 
guru, baik yang sudah bersertifikat maupun belum 
bersertifikat. Untuk melaksanakan program tersebut, 
pemetaan kompetensi melalui Uji Kompetensi Guru (UKG) 
di seluruh Indonesia perlu dilanjutkan secara sinambung 
sehingga dapat diketahui kondisi objektif guru dan kebutuhan 
peningkatan kompetensinya. Program Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan tersebuthendaknya dilaksanakan 
berbasis komunitas guru dan tenaga kependidikan 
(komunitas GTK) melaluiPusat Kegiatan Gugus/Kelompok 
Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran 
(MGMP)/Musyawarah Guru Bimbingan Konseling 
(MGBK)/Kelompok Kerja Kepala Sekolah 
(KKKS)/Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS). 
5. Perlu pengembangan roadmap yang berisi pemetaan faktor 
pendukung spesifik untuk penyelarasan dan penguatan 
kompetensi yang diperlukan dalam pembelajaran abad 21, 
mencakup: kurikulum dan perangkat pembelajaran, 
penguatan kompetensi guru, fasilitasi sarana prasarana, dan 







Lalu, bagaimana mengimplementasikan keterampilan 
abad 21 ini ke dalam proses pembelajaran? Bagaimana peserta 
didik bisa memiliki keterampilan abad 21 ini? Agar bisa 
mengimplementasikannya maka diperlukan sebuah model 
pembelajaran yang sesuai. Häkkinen (2016) menjelaskan bahwa 
pembelajaran kolaboratif bisa menjadi salah satu alternatif model 
pembelajaran yang bisa digunakan. Menurut Häkkinen (2016) “To 
succeed in the knowledge society, learners and knowledge workers 
need to (more often and more effectively) combine their expertise 
and ideas in various collaborative situations, solve problems, and 
create new information and knowledge. Both formal training 
settings and everyday learning environments require the use of 
social skills and the ability to commit to coordinated work with co-
learners”. Sajidan, et al (2018) menyusun sebuah model 
pengembangan kecakapan Abad 21 siswa SMK melalui 





Gambar 5.4 Model Pengembangan Kecakapan Abad 21 Siswa 
SMK Melalui Peningkatan Pembelajaran Dan Penilaian SMK 












Menurut Sajidan, et al (2018) Pembelajaran SMK 
diharapkan mengintegrasikan 4C (Communication, Collaboration, 
Critical Thinking Skill, dan Creative Thinking Skill) dalam rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP), proses dan penilaian/evaluasi. 
Penjelasan 4C adalah sebagai berikut: 
1. Communication  
Menyajikan/ mempresentasikan/ mengomunikasikan suatu ide 
gagasan atau hasil pengamatan/ observasi/ekperiment/ 
eksplorasi secara lancar dan benar, baik secara lisan dan 
tertulis. Menyampaikan ide/gagasan/informasi secara jelas dan 
lancar baik secara lisan, tertulis, maupun menggunakan media 
digital Mendengarkan ide/gagasan/informasi yang 
disampaikan oleh orang lain baik secara lisan, tertulis, maupun 
menggunakan media digital. 
2. Collaboration  
Teaming /bekerjasama secara efektif dan efisien dalam 
kelompok. Menghargai ide/gagasan/informasi yang 
disampaikan oleh orang lain baik secara lisan, tertulis, maupun 
menggunakan media digital. Bertanggung jawab atas tugas 
yang diperoleh dari kelompok. 
3. Critical Thinking Skill 
Mengidentifikasi bukti, argumentasi, klaim dan data-data dari 
informasi yang diperoleh. Mencari informasi mengenai bukti, 
argumentasi, klaim dan data-data relevan yang mendukung 
dari kebenaran informasi. Menganalisis bukti, argumentasi, 
klaim dan data-data pembanding. Membandingkan bukti, 
argumentasi, klaim dan data-data pembanding dengan, 
argumentasi, klaim dan data-data dari informasi yang 
diperoleh. Mempertimbangkan bukti, argumentasi, klaim dan 
data-data  yang dapat dipercaya. Menyimpulkan informasi 
berdasarkan hasil pertimbangan. Menyusun argumentasi 






4. Creative Thinking Skill 
Menemukan ide/gagasan kreatif untuk menghasilkan suatu 
produk. Mengembangkan ide/gagasan kreatif untuk 
menghasilkan suatu produk. Merancang ide/gagasan secara 
kreatif untuk menghasilkan suatu produk. Memproduksi hasil 
desain rancangan produk. Mengimplementasikan produk yang 
telah diproduksi secara luas. Mengevaluasi hasil kegiatan 
implementasi yang telah dilaksanakan untuk disempurnakan. 
Mengkonstruksi langkah-langkah pemecahan masalah. 
Menelaah informasi yang dibutuhkan untuk memecahkan 
masalah. Menyajikan solusi pemecahan masalah. 
Mengevaluasi solusi dari masalah yang disajikan. 
Mengutip dari https://info.learning.com/ bahwa integrasi 
keterampilan abad 21 ke dalam pembelajaran bisa dilakukan 
dengan beberapa upaya berikut ini: 
1. Utilizing digital tools for research and communication 
2. Integrating technology into core instruction 
3. Fostering creativity in the classroom 
4. Implementing project-based learning 
5. Encouraging collaboration among students 
6. Promoting safe online behaviour 
 
Selanjutnya, https://info.learning.com/ juga memberikan 
beberapa rekomendasi bagaimana menerapkan/menggunakan 
teknologi dalam pembelajaran agar peserta didik mampu mengolah 
keterampilan abad 21. Rekomendasi tersebut meliputi: 
1. Inquiry 
Inquiry is a 21st century skills curriculum for grades K–8 that 
takes a project-based approach to integrating technology into 
everyday instruction. Inquiry’s projects cover concepts in 
ELA, math, science, and social studies. Teacher guides, lesson 





EasyTech is a K-8 digital literacy curriculum that provides 
self-paced, interactive lessons that help students develop 
mouse, keyboarding, word processing, and other technology 
skills while they study core subjects. Designed with the busy 
teacher in mind, EasyTech can be easily integrated in daily 
classroom routines.  
3. 21st Century Skills Assessment 
21st Century Skills Assessment provides actionable data that 
identifies student skill strengths for all 24 performance 
indicators of the ISTE Standards for Students. Based on 
individual student results, the assessment can prescribe 
lessons and projects from EasyTech to differentiate instruction 
and address skill gaps. 
4. Digital Citizenship App 
The Digital Citizenship App provides students with 
comprehensive instruction on online safety, ethical use of 
digital resources, and cyberbullying. The app is available on 
tablet and mobile devices for both iOS and Android. It 
combines the quality of a subscription-based curriculum with 
the ease of a student downloaded app and includes the 
assurance of reporting for E-Rate. 
5. WayFind 
WayFind uses performance-based and multiple-choice 
questions to measure teachers’ 21st century instructional 
skills. It provides reports at the individual teacher, school, and 
district levels to help districts compare data. WayFind also 
includes a professional development curriculum for teachers 






Technological Pedagogical Content Knowledge 
(TPACK) sangat diperlukan oleh guru dalam menerapkan model 
pembelajaran abad 21. TPACK merupakan “a framework that 
introduces the relationships and the complexities between all three 
basic components of knowledge (technology, pedagogy, and 
content) (Koehler & Mishra, 2008; Mishra & Koehler, 2006). 




Gambar 5.5 TPACK Framework 





Adapun penjelasan masing-masing komponen 
disampaikan oleh Schmidt, et al (2009) sebagai berikut: 
1. Technology Knowledge (TK) 
Technology Knowledge mengacu pada pengetahuan tentang 
berbagai teknologi, mulai dari teknologi rendah seperti pensil 
dan kertas hingga teknologi digital seperti Internet, video 
digital, papan tulis interaktif, dan program perangkat lunak. 
2. Content Knowledge (CK) 
Content Knowledge adalah "pengetahuan tentang materi 
pelajaran aktual yang harus dipelajari atau diajarkan" (Mishra 
& Koehler, 2006, hal. 1026). Guru harus mengetahui tentang 
konten/materi yang akan mereka ajarkan dan bagaimana sifat 
pengetahuan berbeda untuk berbagai bidang konten. 
3. Pedagogical Knowledge (PK) 
Pedagogical Knowledge mengacu pada metode dan proses 
pengajaran dan termasuk pengetahuan dalam manajemen 
kelas, penilaian, pengembangan rencana pelajaran, dan 
pembelajaran siswa.  
4. Pedagogical Content Knowledge (PCK) 
Pedagogical content knowledge refers to the content 
knowledge that deals with the teaching process (Shulman, 
1986). Pengetahuan konten pedagogis berbeda untuk berbagai 
bidang, karena menggabungkan konten dan pedagogi dengan 
tujuan untuk mengembangkan praktik pengajaran yang lebih 
baik di bidang tertentu. 
5. Technological Content Knowledge (TCK) 
Technological Content Knowledge mengacu pada 
pengetahuan tentang bagaimana teknologi dapat membuat 
representasi baru untuk materi tertentu. Ini menunjukkan 
bahwa guru memahami bahwa dengan menggunakan 
teknologi tertentu, mereka dapat mengubah cara peserta didik 






6. Technological Pedagogical Knowledge (TPK) 
Technological Pedagogical Knowledge mengacu pada 
pengetahuan tentang bagaimana berbagai teknologi dapat 
digunakan dalam pengajaran, dan untuk memahami bahwa 
menggunakan teknologi dapat mengubah cara guru mengajar.  
7. Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) 
Technological Pedagogical Content Knowledge mengacu 
pada pengetahuan yang dibutuhkan oleh guru untuk 
mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. 
Guru memiliki pemahaman intuitif tentang interaksi yang 
kompleks antara tiga komponen dasar pengetahuan (CK, PK, 
TK) dengan mengajarkan materi menggunakan metode dan 
teknologi pedagogis yang tepat. 
Menurut Koehler & Mishra (2009) kerangka kerja 
TPACK berupaya untuk membantu pengembangan teknik yang 
lebih baik untuk menemukan dan menjelaskan bagaimana 
pengetahuan profesional terkait teknologi diimplementasikan dan 
digunakan dalam praktik. Selanjutnya, Koehler & Mishra (2009) 
juga menyatakan bahwa “by better describing the types of 
knowledge teachers need (in the form of content, pedagogy, 
technology, contexts and their interactions), educators are in a 
better position to understand the variance in levels of technology 

































Peran pemerintah dalam mensukseskan pendidikan 
vokasional atau pendidikan yang mempersiapkan seorang siswa 
untuk siap terjun bekerja sangat besar. Pemerintah secara tidak 
langsung terlibat dalam proses pengajaran melalui kebijakan-
kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu bentuk kebijakan yang 
dikeluarkan adalah terbitnya peraturan pemerintah yang 
mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Kebijakan pokok 
tentang pendidikan kejuruan di Indonesia antara lain tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 
2005.  
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, 
pendidikan kejuruan telah masuk dalam Sistem Pendidikan 
Nasional secara hukum, yaitu pendidikan yang termasuk dalam 
jalur pendidikan formal (Pasal 18, Ayat 2), yaitu disebutkan bahwa 
pendidikan menengah tediri atas pendidikan umum dan pendidikan 
kejuruan.  Selanjutnya, dalam Pasal 18, Ayat 3 disebutkan, 
"Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), 
Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 
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Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang 
sederajat". Namun, karena rumusannya terlalu singkat dan pada 
porsi yang kecil, kedudukan pendidikan kejuruan tersebut masih 
belum kuat dan belum jelas. Sebagaimana diuraikan di muka, 
sebagai komparasi, di Amerika Serikat kebijakan pendidikan 
kejuruan telah lama dirumuskan secara rinci dalam sebuah undang-
undang tersendiri. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang 
Standar Nasional Pendidikan, Pasal 2 Ayat (1), lingkup standar 
nasional pendidikan meliputi delapan standar: standar isi, standar 
proses pembelajaran, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolalaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 
pendidikan. Dari delapan standar tersebut yang secara eksplisit 
mengacu pada pendidikan kejuruan antara lain standar lsi, standar 
kompetensi lulusan, dan standar penilaian pendidikan. 
 








A. Standar Kompetensi Lulusan 
Standar Kompetensi Lulusan pendidikan kejuruan dinyatakan 
dalam Permendikbud tersebut dikembangkan dari tujuan 
pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area 
kompetensi. SMK/MAK merupakan bagian dari sistem pendidikan 
nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan yaitu 
menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan 
sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, serta 
mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan 
beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 
dan seni. 
Untuk mewujudkan tujuan pendidikan kejuruan di atas 
diperlukan standar kompetensi lulusan SMK/MAK yang 
dijabarkan dari profil lulusan sebagai berikut:  
1. Beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur;  
2. Memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan 
dirinya secara berkelanjutan;  
3. Menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni serta memiliki 
keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;  
4. Memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang 
keahliannya baik untuk bekerja atau berwirausaha; dan  
5. Berkontribusi dalam pengembangan industri Indonesia yang 








Penyusunan Area Kompetensi lulusan SMK/MAK didasarkan 
pada tujuan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan:  
1. Karakter dan budaya Indonesia yang memiliki keimanan dan 
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai 
Pancasila;  
2. Pembelajaran dan keterampilan abad 21 (dua puluh satu), 
seperti berfikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah, 
kreatif, mampu bekerja sama, dan berkomunikasi;  
3. Peningkatan kompetensi lulusan melalui literasi bahasa, 
matematika, sains, teknologi, sosial, budaya, dan kemampuan 
dasar lainnya yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan 
masa depan;  
4. Penyiapan sumber daya manusia agar memiliki pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap sebagai tenaga terampil tingkat 
menengah; dan  
5. Ketentuan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI) dan 
standar kerja yang berlaku baik nasional maupun internasional. 
 
Berdasarkan kriteria tersebut dirumuskan 9 (sembilan) area 
kompetensi lulusan SMK/MAK sebagai berikut:  
1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  
2. Kebangsaan dan cinta tanah air;  
3. Karakter pribadi dan sosial;  
4. Literasi;  
5. Kesehatan jasmani dan rohani;  
6. Kreativitas;  
7. Estetika;  
 157 
 
8. Kemampuan teknis; dan  
9. Kewirausahaan.  
 
Gambar 6.4 Ilustrasi Proses Pembelajaran di SMK 
 
Standar kompetensi lulusan SMK/MAK dirumuskan secara 
menyeluruh dalam satu kemampuan utuh dengan mengintegrasikan 
dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan Gradasi 
Kompetensi pada masing-masing program pendidikan 3 (tiga) tahun 
dan 4 (empat) tahun. Pengintegrasian ini dilakukan sebab ketiga 
dimensi tersebut bukan merupakan komponen yang saling 
terpisahkan melainkan saling melengkapi antara 1 (satu) dengan 
yang lain. Gradasi Kompetensi diharapkan dapat memberikan ruang 
dan kesempatan berkembangnya kompetensi lulusan secara optimal 
dengan mempertimbangkan lingkungan peserta didik, fungsi satuan 
pendidikan, kesinambungan, lingkup dan kedalaman materi, serta 
tahapan perkembangan psikologis peserta didik. Khusus untuk 
dimensi sikap, internalisasi nilai-nilai sikap ke dalam diri setiap 
peserta didik dapat dilakukan melalui strategi: (1) pemberian 
keteladanan; (2) pemberian nasehat sesuai dengan konteks materi, 
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waktu, dan tempat; (3) penguatan positif dan negatif; (4) 
pembiasaan; dan (5) pengkondisian. 
B. Standar Isi 
Menurut Permendikbud, Struktur standar isi terdiri atas area 
kompetensi, standar kompetensi lulusan, sub standar kompetensi 
lulusan, dan ruang lingkup materi. Area kompetensi dan butir 
standar kompetensi lulusan merupakan bagian dari standar 
kompetensi lulusan, sedang sub standar kompetensi lulusan dan 
ruang lingkup materi merupakan bagian inti dari standar isi. 
Standar isi ini diorganisasikan berdasarkan bidang keahlian dan 
program keahlian. Secara umum Standar isi ini terdiri atas bagian 
umum dan bagian kejuruan. Muatan umum untuk suatu bidang 
keahlian tertentu adalah sama, sedangkan muatan kejuruan secara 
umum bersifat spesifik untuk masing-masing program keahlian 
pada bidang keahlian tertentu. Bidang keahlian dalam standar isi 
ini meliputi;  
1. Bidang teknologi dan rekayasa;  
2. Energi dan pertambangan;  
3. Teknologi informasi dan komunikasi;  
4. Kesehatan dan pekerjaan sosial;  
5. Agribisnis dan agroteknologi;  
6. Kemaritiman;  
7. Bisnis dan manajemen;  
8. Pariwisata; dan  





Standar kompetensi lulusan mencerminkan profil lulusan 
yang diharapkan dicapai melalui proses pembelajaran dan aktivitas 
pada satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan dapat 
dikelompokkan menjadi kompetensi umum dan kompetensi 
kejuruan. Standar kompetensi lulusan selanjutnya dijabarkan 
menjadi sub standar kompetensi lulusan agar lebih terukur, dan 
guna mendukung pencapaiannya dirumuskan ruang lingkup materi 
untuk masing-masing sub standar kompetensi lulusan tersebut 
sesuai bidang keahliannya. Sub standar kompetensi lulusan 
merupakan kemampuan yang harus dipenuhi oleh peserta didik, 
dan dikembangkan berdasarkan kriteria:  
1. Kemampuan yang diperlukan untuk menunjang sebuah 
pekerjaan;  
2. Deskripsi jenjang KKNI;  
3. Karakteristik bidang/program; dan  
4. Pengelompokan Kompetensi.  
Ruang lingkup materi pada SMK/MAK terdiri atas kelompok 
muatan umum, kelompok muatan adaptif, dan kelompok muatan 
kejuruan. Muatan umum sama untuk seluruh bidang keahlian. 
Muatan adaptif sama untuk semua program keahlian di bidang 
yang sama. Adapun muatan kejuruan bersifat spesifik untuk 
masing-masing program keahlian. Khusus untuk kelompok muatan 
kejuruan dicapai melalui satuan kompetensi yang mengacu pada 
skema sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar kompetensi 
kerja. Standar Isi dikembangkan mengacu kepada area kompetensi 
dan butir Standar Kompetensi Lulusan. Standar Isi menjadi acuan 
pengembangan kurikulum SMK/MAK yang bersifat lebih 
operasional dan terperinci tentang cakupan materi pembelajaran 





C. Standar Proses Pembelajaran 
Prinsip Proses Pembelajaran Dalam melakukan proses 
pembelajaran di SMK/MAK, guru/instruktur harus memperhatikan 
dan menerapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut:  
1. Prinsip Umum Prinsip Umum dalam proses pembelajaran 
SMK/MAK sebagai berikut:  
a. Menganut Pembelajaran sepanjang hayat;  
b. Menerapkan pendekatan ilmiah;  
c. Menerapkan nilai dengan memberi keteladanan (ing 
ngarsa sung tuladha), membangun kemauan (ing madya 
mangun karsa), dan mengembangkan kreativitas 
peserta didik dalam proses pembelajaran (tut wuri 
handayani);  
d. Menerapkan pendekatan pembelajaran tuntas;  
e. Memperhatikan keseimbangan antara keterampilan 
teknis dan nonteknis;  
f. Menetapkan jumlah rombongan belajar paling sedikit 3 
dan paling banyak 72 dengan jumlah maksimum 36 
peserta didik per rombongan belajar. Dalam hal 
ketentuan jumlah maksimum 36 peserta didik per 
rombongan belajar tidak dapat terpenuhi maka dapat 
disimpangi paling banyak 2 rombongan belajar per 
tingkat kelas;  
g. Menggunakan multisumber belajar;  
h. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;  
i. Menerapkan metode pembelajaran yang mendorong 
peserta didik lebih aktif, inovatif, kreatif melalui 
suasana yang menyenangkan dan menantang dengan 
mempertimbangkan karakteristik peserta didik; dan  
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j. Menerapkan berbagai model pembelajaran sesuai 
dengan karakteristik kompetensi yang akan dicapai.  
2. Prinsip Khusus Prinsip Khusus dalam proses pembelajaran 
SMK/MAK sebagai berikut:  
a. Menekankan pada pengetahuan dan keterampilan 
aplikatif;  
b. Mewujudkan iklim belajar sebagai simulasi dari 
lingkungan kerja di dunia usaha/industry;  
c. Mendasarkan pada pekerjaan nyata, autentik, dan 
penanaman budaya kerja melalui pembelajaran industri 
(teaching factory) untuk mendapatkan pembiasaan 
berpikir dan bekerja dengan kualitas seperti di tempat 
kerja/usaha.  
d. Memperhatikan permintaan pasar;  
e. Berlangsung di rumah, di satuan pendidikan, dan di 
dunia usaha/industry;  
f. Melibatkan praktisi ahli yang berpengalaman di 
bidangnya untuk memperkuat pembelajaran dengan 
cara pembimbingan saat PKL dan PSG; dan  
g. Menerapkan program Multi Entry Multi Exit dan 
rekognisi pembelajaran lampau.  
Dimensi Proses Pembelajaran Proses pembelajaran 
SMK/MAK mencakup 3 (tiga) dimensi, yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Perencanaan 
pembelajaran disusun dalam bentuk RPP dan/atau perangkat 
pembelajaran lain yang mengacu kepada silabus dan kurikulum 
berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan. 
Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, 
kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Penilaian pembelajaran 
dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran. 
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D. Standar Penilaian Pendidikan 
Penilaian Hasil Belajar peserta didik dilakukan berdasarkan 
pada prinsipprinsip sebagai berikut:  
1. Sahih, berarti interpretasi hasil penilaian didasarkan pada 
data yang mencerminkan kemampuan peserta didik dalam 
kaitannya dengan kompetensi yang dinilai sebagaimana 
diamanatkan oleh Standar Kompetensi Lulusan dan 
turunannya;  
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan 
kriteria yang jelas dalam pemberian interpretasi, tidak 
dipengaruhi subjektivitas penilai, dimulai dari 
pengembangan instrumen penilaiannya sampai dengan 
analisis hasil penilaian;  
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau 
merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta 
perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat 
istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;  
4. Terpadu, berarti penilaian mencakup ranah sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan secara terintegrasi dan 
merupakan komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan 
pembelajaran;  
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan 
dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak 
yang berkepentingan;  
6. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian 
mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan 
dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang 
sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan 
kemampuan peserta didik;  
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7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana 
dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku 
sesuai tahapan pelaksanaan kurikulum;  
8. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran 
Kriteria Pencapaian Kompetensi yang ditetapkan sesuai 
Standar Kompetensi Lulusan;  
9. Akuntabel, berarti hasil penilaian dapat 
dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, 
prosedur, teknik, maupun hasilnya;  
10. Reliabel, berarti penilaian memberikan hasil yang dapat 
dipercaya, dan konsisten apabila proses penilaian dilakukan 
secara berulang dengan menggunakan instrumen setara 
yang terkalibrasi; dan  
11. Autentik, berarti penilaian didasarkan pada keahlian, 
materi, atau kompetensi yang dipelajari sesuai dengan 
norma dan konteks di tempat kerja.  
 
Tujuan Penilaian Penilaian Hasil Belajar peserta didik 
dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:  
1. Mengetahui tingkat capaian hasil belajar/kompetensi 
peserta didik;  
2. Mengetahui pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;  
3. Mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik;  
4. Mengetahui efektivitas proses pembelajaran; dan  





Ruang Lingkup Penilaian meliputi: 
1. Ruang lingkup Penilaian Hasil Belajar peserta didik pada 
SMK/MAK meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan.  
2. Penilaian ranah sikap merupakan kegiatan yang dilakukan 
untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku 
peserta didik sesuai norma sosial dan program keahlian 
yang ditempuh.  
3. Penilaian ranah pengetahuan merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek 
pengetahuan peserta didik sesuai dengan mata pelajaran 
dan/atau program keahlian yang ditempuh.  
4. Penilaian ranah keterampilan merupakan kegiatan yang 
dilakukan untuk mengukur capaian kompetensi aspek 
keterampilan dalam melakukan tugas tertentu sesuai 
dengan mata pelajaran dan/atau program keahlian yang 
ditempuh. 
 
E. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
Standar Kualifikasi Guru  
1. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK melalui pendidikan 
formal Standar kualifikasi akademik guru SMK/MAK adalah 
jenjang pendidikan sedikitnya yang harus dipenuhi oleh 
seorang guru yang dibuktikan dengan ijazah sarjana (S1) atau 
sarjana terapan (D-IV) yang relevan sesuai ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku dan memiliki sertifikat 




2. Kualifikasi Kompetensi profesional guru kejuruan 
SMK/MAK mengacu pada kompetensi sebagai guru dan 
kompetensi kerja yang berlaku di dunia usaha dan industri.  
3. Kualifikasi kompetensi kerja guru kejuruan SMK/MAK yang 
dimaksud pada butir 2 memiliki jenjang 4 (empat) pada 
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).  
Standar Kualifikasi Instruktur Kejuruan  
1. Standar kualifikasi akademik instruktur kejuruan minimal 
memiliki ijazah SMK/MAK sesuai bidang kejuruan dan 
memiliki pengalaman kerja pada dunia usaha/industri yang 
relevan sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun.  
2. Kualifikasi instruktur kejuruan dapat juga diperoleh melalui 
mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada 
Jenjang IV Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI) 
yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian.  
3. Sertifikat keahlian instruktur kejuruan berasal dari Lembaga 













F. Standar Sarana dan Prasarana 
Standar sarana dan prasarana SMK/MAK sekurang-
kurangnya mencakup:  
1. Standar Lahan;  
2. Standar Bangunan;  
3. Standar Ruang Pembelajaran Umum;  
4. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Umum;  
5. Standar Ruang Praktik/Laboratorium Keahlian;  
6. Standar Ruang Pimpinan dan Administrasi; serta  
7. Standar Ruang Penunjang.  
Lahan merupakan sebidang tanah yang di atasnya terdapat 
prasarana SMK/MAK meliputi bangunan, lahan praktik, 
pertamanan, dan fasilitas pendukung pendidikan lainnya. 
Sedangkan bangunan merupakan gedung yang digunakan untuk 
menjalankan fungsi pendidikan. Ruang pembelajaran umum 
diperlukan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam 
mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan seni. Ruang praktik/laboratorium 
umum untuk meningkatkan kemampuan literasi ilmu-ilmu dasar 
dan ilmu pengetahuan alam terapan serta kemampuan dasar bidang 
keahlian sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Ruang 
praktik/laboratorium keahlian digunakan untuk meningkatkan 
keterampilan dan keahlian spesifik yang relevan dengan dunia 
usaha/industry. 
Standar sarana dan prasarana ini dipersiapkan oleh 
SMK/MAK sekurangkurangnya untuk memenuhi kebutuhan 3 
(tiga) rombongan belajar, dengan asumsi dasar bahwa jumlah 
peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar adalah 36 (tiga 
puluh enam) orang. Ketentuan dan kriteria dalam standar sarana 
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dan prasarana ini dapat diterapkan dengan menggunakan prinsip 
proporsional. 
 
G. Standar Pengelolaan 
Standar Pengelolaan ini menggunakan pendekatan 
Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah yang mendorong 
penyelenggaraan SMK/MAK dikelola secara efektif dan efisien 
untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan 
memperhatikan kebijakan nasional dan karakteristik SMK/MAK.  
Penerapan MBS/M mendorong kemandirian SMK/MAK dalam 
pengelolaan pendidikan agar sesuai dengan potensi lingkungan 
budaya, kearifan lokal, dukungan partisipasi masyarakat dan 
sumber-sumber pembelajaran yang tersedia berdasarkan 
keunggulan dan ciri khas SMK/MAK. 
Dalam penerapan MBS/M diharapkan satuan pendidikan 
dapat merancang strategi untuk mencapai tujuan pendidikan dan 
mewujudkannya melalui peningkatan kolaborasi dan partisipasi 
seluruh pemangku kepentingan, atas prakarsa bersama dalam 
membuat keputusan dan penerapannya. MBS/M harus berimbas 
pada peningkatan suasana dan proses pembelajaran yang 










H. Standar Pembiayaan 
Komponen Biaya Operasi secara umum adalah sebagai 
berikut: 
1. Komponen Biaya Operasi  
Meliputi Biaya Operasi personalia dan Biaya Operasi 
nonpersonalia.  
2. Komponen Biaya Operasi Personalia  
Komponen Biaya Operasi personalia meliputi gaji pendidik 
dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang 
melekat pada gaji.  
3. Komponen Biaya Operasi Nonpersonalia, terdiri atas: 
a. Komponen Biaya Operasi nonpersonalia meliputi biaya 
pengadaan alat tulis, bahan dan alat habis pakai 
kegiatan belajar mengajar teori dan praktikum, daya, 
air, jasa telekomunikasi, konsumsi, biaya pemeliharaan 
dan perbaikan ringan sarana dan prasarana, biaya 
lembur, biaya transportasi, pajak, biaya asuransi, biaya 
kegiatan pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, 
biaya uji kompetensi/sertifikasi kompetensi, biaya 
praktik kerja/magang industri, biaya bengkel kerja 
berbasis industri, serta biaya perencanaan dan 
pelaporan.  
b. Besaran Biaya Operasi nonpersonalia pada SMK/MAK 







Standar Biaya Operasi digunakan sebagai acuan bagi satuan 
pendidikan kejuruan, penyelenggara pendidikan kejuruan, 
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam penganggaran dan 
pengendalian biaya investasi dan Biaya Operasi. Ketentuan 
pemenuhan pembiayaan sebagai berikut:  
1. Biaya investasi mengacu pada Standar Nasional 
Pendidikan dan besarnya biaya investasi dihitung 
berdasarkan ketentuan yang berlaku pada Kementerian 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan 
kementerian terkait.  
2. Biaya Operasi personalia ditetapkan oleh Kementerian 
Keuangan.  
3. Biaya Operasi nonpersonalia ditetapkan dan dievaluasi 
secara periodik oleh Pemerintah Daerah.  
4. Pemenuhan Standar Biaya Operasi nonpersonalia menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat penyelenggara pendidikan sesuai dengan 
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 
Standar Biaya Operasi ditentukan sebagai berikut:  
1. Standar Biaya Operasi nonpersonalia per satuan 
pendidikan, per kompetensi keahlian, per rombongan 
belajar, dan per peserta didik dihitung dengan 
mempertimbangkan setiap kebutuhan per komponen 
operasional nonpersonalia tahun berjalan 
penyelenggaraan pendidikan.  
2. Standar Biaya Operasi nonpersonalia disesuaikan setiap 
tahun dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dan 
fluktuasi nilai tukar untuk komponen impor dengan 
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menggunakan nilai tukar valuta asing dalam asumsi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan.  
3. Standar Biaya Operasi nonpersonalia untuk masing-
masing daerah disesuaikan dengan Indeks Biaya 
Pendidikan. 
 
I. Link and Match dengan dunia industri 
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 tahun 2017 telah 
selesai dibuat dan disahkan. Regulasi ini merupakan pedoman 
pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis 
kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Dalam Peraturan 
Menteri Perindustrian ini akan menjadi pedoman bagi SMK dalam 
menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang link and 
match dengan industri. Jumlah tenaga kerja industri manufaktur di 
Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, tenaga 
kerja di tahun 2006 sebanyak 11,89 juta orang meningkat menjadi 
15,54 juta orang pada tahun 2016.   
 
Gambar  5.3 Proses Pembelajaran di Workshop Sekolah Kejuruan 
(Sumber : Antara) 
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Berdasarkan perhitungan Kementrian Perindustrian, dengan 
rata-rata pertumbuhan industri sebesar 5-6 persen per tahun, 
dibutuhkan lebih dari 500-600 ribu tenaga kerja industri baru per 
tahun. Dalam Permenperin tersebut, dijelaskan peran SMK, antara 
lain melakukan penyusunan kurikulum yang mengacu 
pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). 
Upaya ini akan melibatkan pelaku dan asosiasi industri.  Di 
Austria, Swiss, dan Jerman, sebagai negara yang industrinya cukup 
maju, mereka menerapkan waktu belajar di SMK selama empat 
tahun dan usia 16 tahun sudah magang. Bahkan, Kadin dan industri 
di sana yang menyiapkan kurikulumnya. Selanjutnya, SMK perlu 
menyediakan kebutuhan minimum sarana dan prasarana praktikum 
seperti workshop dan laboratorium, serta pemenuhan kebutuhan 
guru bidang studi produktif. Untuk guru tersebut, SMK dapat 
memanfaatkan karyawan purna bakti dari industri.  
Sedangkan, peran industri, di antaranya adalah memberikan 
masukan untuk penyelarasan kurikulum di SMK, memfasilitasi 
praktek kerja bagi siswa SMK dan magang bagi guru sesuai, 
menyediakan instruktur praktek kerja dan magang, serta 
mengeluarkan sertifikat bagi siswa SMK dan guru.  
Untuk meningkatkan keterlibatan perusahaan industri dan 
memastikan keberlanjutan program link and match dengan SMK, 
Kemenperin telah menyusun skema insentif bagi perusahaan yang 
terlibat dan diusulkan penetapannya oleh Menteri Keuangan. 
Dalam program  ini, pemerintah menargetkan jumlah tenaga kerja 
terampil yang dihasilkan bisa mencapai satu juta orang pada tahun 
2019. Sebagai bentuk implementasi dari regulasi ini, Kementerian 







J. Hasil Vokasional Link and Match 
 
Gambar 6.4 Program Vokasional Industri Link and Match 
(Sumber :Kemenperin 2019) 
 
Kementerian Perindustrian menargetkan sebanyak 2.600 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 750 industri yang akan 
terlibat dalam program pendidikan vokasional link and match pada 
tahun 2019. Namun, hingga tahap kesepuluh peluncuran program 
ini, jumlah yang terlibat telah melampaui target dengan mencapai 
2.604 SMK dan 885 industri.  Total perjanjian kerja sama hingga 
tahap kesepuluh, sebanyak 4.971 yang sudah ditandatangani. 
Setiap industri dapat membina lebih dari satu SMK. Sejak 
diluncurkan tahun 2017, program pendidikan vokasional link and 
macth SMK dan industri diproyeksi telah menggandeng lebih dari 
400 ribu siswa-siswi SMK mulai wilayah Jawa, Sumatera hingga 






Pelaku industri didorong untuk terus melakukan pembinaan 
dan pengembangan kepada SMK di wilayahnya. Selain itu, kepada 
para kepala SMK untuk lebih proaktif dalam mengembangkan link 
and match dengan dunia industri. Pelaksanaan pendidikan 
vokasional yang link and match antara industri dengan SMK, ini 
merupakan salah satu program yang diwujudkan secara konkret 
oleh Kemenperin dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja 
tersertifikasi sampai tahun 2019. 
Adapun program lainnya yang telah dilakukan guna dapat 
mencapai target tersebut, yakni melalui pendidikan vokasional 
berbasis kompetensi dengan konsep dual-system di seluruh unit 
pendidikan milik Kemenperin, memfasilitasi pembangunan 
politeknik di kawasan industri, serta pelatihan industri berbasis 
kompetensi dengan sistem 3 in 1 (pelatihan, sertifikasi, dan 
penempatan kerja). Kemenperin juga memfasilitasi pembangunan 
infrastruktur kompetensi melalui SKKNI, LSP dan Sertifikasi 
Kompetensi, serta pembangunan pusat inovasi dan pengembangan 
SDM industri 4.0.Kemenperin meyakini, ketersediaan SDM 
kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Apalagi, 
mereka yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai 
kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. Sehingga dapat memacu 
sektor industri agar lebih kompetitif di kancah global.  
Sebagai benefit bagi perusahaan yang berperan aktif dalam 
pengembangan pendidikan vokasional, pemerintah sedang 
menyiapkan skema insentif fiskal super deductible tax berupa 
pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari biaya yang 
dikeluarkan perusahaan. Sebagai contoh : perusahaan yang 
membantu SMK melalui pemberian peralatan dan permesinan 
dengan investasinya senilai Rp1 miliar, maka akan diberikan super 
deductible tax sebesar Rp2 miliar dalam periode lima tahun. Selain 
itu, industri-industri ini juga akan difasilitasi insentif untuk inovasi 





















BAGIAN 7  




A. Sumber Daya Manusia 
Sumber daya manusia menjadi actor (pelaku) utama 
pembangunan. Di samping itu sumber daya manusia juga menjadi 
subjek dan objek pembangunan. Begitu pentingnya peran sumber 
daya manusia sehingga menjadi banyak objek kajian dari para 
peneliti. Sumber daya manusia dapat ditingkatkan dengan investasi 
yang memadai sebagai bentuk human capital untuk sebuah 
institusi, perusahaan maupun negara.  Investasi Human capital bisa 
diwujudkan dalam program Pendidikan, pelatihan keterampilan, 
kesehatan baik secara formal maupun non formal. Dengan majunya 
keahlian, keterampilan sumber daya manusianya, maka otomatis 
akan memajukan produktivitas setiap usaha. Sehingga pada 
akhirnya tujuan meningkatkan pendapatan individu dan 
pendapatan agregat akan terwujud. “Performance appraisals are 
crucial to the effectivity management of an organization’s human 
resources, and the proper management of human resources is a 
critical variable effecting an organization’s productivity”. 
(Laeham dan Wexley, 1982: 2 dalam Sedarmayanti, 2009:65).  
Sehingga produktivitas kerja bukanlah semata-mata dimaksudkan 
untuk memperoleh output sebanyak-banyaknya dalam artian 
kuantitas, namun kualitas unjuk kerja juga menjadi hal yang mutlak 
dipertimbangkan. Penilaian kinerja sangat penting untuk 
manajemen efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi, dan 
manajemen sumber daya manusia yang tepat adalah variabel 
penting yang mempengaruhi produktivitas organisasi. 
Sedarmayanti (2009;65) menjelaskan bahwa produktivitas 
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individu dapat dinilai dan apa yang dilakukan oleh individu 
tersebut dalam kerjanya. Dengan kata lain, produktivitas individu 
adalah bagaimana seseorang melaksanakan pekerjaannya atau 
unjuk kerja (job performance). 
Peranan setiap variable terhadap kenaikan produktivitas 
kerja sangat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal baik 
secara langsung maupun tidak langsung. Berikut disajikan 
beberapa hasil kajian terkait produktivitas kerja: 
1. Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja 
a. Penelitian John W. Artkinson 
Penelitian John W. Artkinson menemukan suatu model 
motivasi yang didasari pemikiran bahwa orang dewasa 
yang sehat mempunyai cadangan energi potensial yang 
belum terpakai. Bagaimana cdangan energi ini dapat 
terpakai tergantung pada kekuatan dorongan dari 
motivasi individu, situasi serta kesempatan yang ada. 
Motivasi pribadi untuk bertindak adalah hasil interaksi 
dari tiga hal, yaitu: 
1) Kekuatan diri sendiri atau kebutuhannya; 
2) Keinginan untuk berhasil; 
3) Nilai insentif yang melekat pada tujuan. 
b. Penelitian David Mc. Cleland 
Penelitian David Mc. Cleland yang mengikuti pendapat 
Artkinson menemukan kebutuhan yang kuat pada 
individu akan keinginan untuk mencapai prestasi. 
Individu dengan kebutuhan akan prestasi yang tinggi, 
mempunyai motivasi yang kuat terhadap pekerjaan 
yang menantang (challenging) dan bersaing 
(competitive). Jadi mereka tidak tertarik pada pekerjaan 
rutin yang tidak atau kurang mempunyai tingkat 
persaingan, sedangkan individu dengan kebutuhan 
berprestasi yang biasa/rendah, cenderung untuk tidak 
sukses pada pekerjaannya, baik dalam pekerjaan yang 
menantang dan bersaing maupun dalam keadaan yang 
biasa, tidak menantang dan minim persaingan 
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sekalipun. Penelitian ini juga memasukkan variable 
atau factor latar belakang dan kelas social di mana 
individu tinggal sebagai factor yang menentukan 
tingkat kebutuhan berprestasi tersebut. 
c. Penelitian Frederich Herzberg 
Penelitian Frederich Herzberg menjelaskan bahwa 
individu memiliki factor motivasi dan factor 
pemeliharaan dalam lingkungan pekerjaannya. Ikhtisar 
hasil penelitian menjelaskan bahwa ada enam factor 
motivasi dan sepuluh factor pemeliharaan sebagai 
berikut: 
1) Faktor Motivasi 
a) Prestasi; 
b) Pengakuan; 
c) Kemajuan kenaikan pangkat; 
d) Kemungkinan untuk tumbuh; 
e) Tanggung jawab. 
2) Faktor Pemeliharaan 
a) Kebijaksanaan dan administrasi 
perusahaan; 
b) Supervise teknis; 
c) Hubungan antar manusia dengan atasan; 
d) Hubungan antar manusia dengan 
pembinanya; 
e) Hubungan antar manusia dengan 
bawahan; 
f) Gaji atau upah; 
g) Kestabilan kerja (job security); 
h) Kehidupan pribadi; 








2. Factor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 
Menurut Balai Pengembangan Produktivitas Daerah, 
enam factor utama yang menentukan produktivitas kerja adalah 
sebagai berikut: 
a) Sikap kerja 
b) Tingkat keterampilan 
c) Hubungan antara tenaga kerja dan pimpinan 
organisasi yang tercermin dalam usaha Bersama 
antara pimpinan organisasi dan tenaga kerja untuk 
meningkatkan produktivitas melalui lingkaran 
pengawasan mutu (quality control circles) dan 
panitia mengenai kerja unggul. 
d) Manajemen produktivitas 




B. Pembangunan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan 
Pembangunan sumber daya manusia melalui Pendidikan 
dapat diartikan sebagai bentuk investasi dalam konsep human 
capital. Theodore Schultz pada tahun 1940-an membahas 
kemampuan manusia sebagai sumber daya dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas. Pembahasan yang 
lebih mendalam tentang kemampuan manusia sebagai sumber daya 
yang tidak dapat dijelaskan dalam peningkatan produktivitas 
diperkenalkan oleh Theodore Schultz sejak akhir 1940-an di 
University of Chicago. (Schultz,1971) menjelaskan bahwa para 
ekonom sebelum periode itu cenderung menekankan peranan 
kapital fisik dalam peningkatan produktivitas maupun 
pertumbuhan ekonomi. Mereka mengabaikan peran kemampuan 
manusia yang kemudian dikenal dengan sebutan human capital. 
Invesment in human capital, atau investment in man merupakan 
konsep yang mencakup kapital manusia (human capital) sebagai 





Schultz menekankan studinya untuk memperjelas proses 
investasi dan kesempatan yang membuka dorongan untuk 
investment in human capital. Kesempatan untuk mengadakan 
investment in man dilakukan melalui magang, penelusuran 
informasi ekonomi, migrasi, dan berbagai kegiatan yang 
menyumbang pada kesehatan. Dia menekankan studinya pada 
investasi dalam Pendidikan formal, yaitu mereka yang secara 
cerdas membuat keputusan investasi, baik mereka siswa, orang tua 
mereka, guru, entrepreuner akademisi, atau lembaga public 
(Boediono, 2019).   
Pendapat Schultz ini merujuk kepada model sebelumnya 
yang dicetuskan oleh Solow. Bedasarkan teori Model Solow, yang 
diperluas dengan menambahkan faktor human capital sebagai 
salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi 
(Y). Dimana model ini dikembangkan oleh Mankiw, Romer dan 
Weil. Penjabaran model tersebut adalah sebagai berikut: 
 
Keterangan: 
Y  : Pertumbuhan Ekonomi 
K : Modal 
H : Human Capital 
L : Pekerja/Labor 









 Melalui analisis teoritis tersebut, maka akan diketahui 
bagaimana human capital dapat mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi suatu negara sehingga diketahui bahwa investasi terhadap 
human capital memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Indikator utama human capital menurut Theodore 
Schultz adalah sebagai berikut: 
1. Fasilitas dan Layanan Kesehatan  
2. Pelatihan Pengembangan Kompetensi  
3. Tingkat Pendidikan Formal  
4. Program Studi Keahlian untuk mereka yang telah 
dianggap dewasa  
5. Migrasi Individu 
 
Efek human capital terhadap pertumbuhan ekonomi 
sebenarnya telah diperdebatkan sejak era 1980 dalam hal model 
pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Romer, Lucas dan 
Barro. Sehingga setelah teori tersebut muncul, serangkaian studi 
empiris telah telah dilakukan oleh para ekonom. Dapat disimpulkan 
dari beberapa bahan yang telah disarikan dari beberapa jurnal 
ekonomi, sebagian besar menyatakan bahwa human capital 

















Tabel 7.1 Hasil Penelitian dari Ekonomi Terkait Human Capital 











































































Pandangan tentang kaitan Pendidikan dan pertumbuhan 
ekonomi pada tingkat internasional mencapai momentumnya 
ketika Bank Dunia pada tahun 1970-an memperkenalkan agenda 
luas yang mencakup pembangunan Pendidikan dengan 
pembangunan nasional di berbagai negara. Berbagai metodologi 
analisis di bidang ilmu social dan ekonomi digunakan secara 
intensif dan ekstensif untuk memberikan saran dan 
menyempurnakan pembangunan Pendidikan. Studi tentang returns 
to investment untuk menganalisis masalah pembiayaan Pendidikan 
(George Psacharapolous, 2002). Sehingga pada saat itu ditandai 
dengan banyaknya publikasi tentang hubungan pembangunan 
pendidikan dan pembangunan ekonomi. Boediono (1992) 
menjelaskan bahwa Pembangunan Pendidikan di Indonesia 
mencapai puncaknya pada periode Repelita VI, 1979-1984, yang 
tekanan pembangunannya di bidang transportasi, komunikasi dan 
Pendidikan. Dengan bantuan USAID Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan melaksanakan proyek Educational Sector Revies and 
Educational Policy Planning pada tahun 1900-an untuk 
memajukan pembangunan di Indonesia. 
Dengan demikian, investasi dalam pendidikan dan 
kesehatan dapat dipertimbangkan sebagai komponen utama 
peningkatan mutu human capital, sehingga kualitas dari 
labor/pekerja pun akan meningkat. Investasi pada kedua hal 
tersebut hanya signifikan dan positif di negara-negara berkembang, 
seperti Indonesia. Kesimpulannya, pendidikan dan kesehatan 
menjanjikan berbagai potensi manfaat. Tidak ada keraguan bahwa 
salah satu manfaat terpenting dari Pendidikan dan kesehatan di 
negara berkembang adalah pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat 
terjadi karena investasi pada human capital terhadap sektor yang 
tepat akan berdampak pada peningkatan mutu dari sumber daya 








Kemajuan teknologi dalam teori Solow dianggap sebagai 
faktor eksogen. Dampak dari kemajuan teknologi adalah dapat 
memunculkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan karena 
mengoptimalkan efisiensi tenaga kerja yang terus tumbuh. Di 
sinilah kaitannya teori Solow dengan dunia pendidikan. Efisiensi 
tenaga kerja akan terus terjadi dan dunia pendidikan terus dituntut 
untuk menghasilkan lulusan yang kompeten.  
 
C.  Produktivitas Pendidikan 
Produktivitas Pendidikan berbeda dengan hasil produksi 
barang dan jasa pada umumnya yang dengan sangat mudah 
dihitung dan diukur. Produktivitas Pendidikan berkaitan dengan 
segala macam input/masukan dengan berbagai macam variasinya 
untuk menghasilkan keluaran/output dengan berbagai macam 
variasinya baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga 
output akhir adalah diperoleh lulusan dari jenjang pendidikan yang 
berkualitas, sesuai dengan kebutuhan bahkan keinginan. 
Engkoswara (1983:100) menjelaskan bahwa produktivitas 
dalam dunia Pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses 
penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan 
Pendidikan secara efektif dan efisien. Allan Thomas (1971:12-23) 
menjelaskan produktivitas Pendidikan mencakup tiga fungsi 
sebagai berikut: 
1. The Administrator’s producton function (PF1) 
Yaitu fungsi managerial yang berkaitan dengan 
berbagai pelayanan untuk kebutuhan siswa dan guru. 
Masukan diidentifikasi diantaranya adalah 
perlengkapan mengajar, ruangan, buku dan kualifikasi 
pengajar yang memungkinkan tercapainya pelaksanaan 
pendidikan dengan baik. Sedangkan keluarannya antara 







2. The psychologist’s production function (PF2) 
Yaitu fungsi behavioral  yang keluarannya merujuk 
kepada fungsi pelayanan yang dapat merubah perilaku 
siswa dalam kemampuan kognitif, keterampilan dan 
sikap. Masukannya antara lain waktu mengajar, mutu 
mengajar, sikap, dan kecakapan guru serta fasilitas.  
3. The Economist’s production function (PF3) 
Yaitu fungsi ekonomi yang keluarannya diidentifikasi 
sebagai lulusan yang mempunyai kompetensi tinggi, 
sehingga apabila bekerja dapat memperoleh 
penghasilan tinggi melebihi biaya Pendidikan yang 
telah dikeluarkan selama Pendidikan, termasuk gaji 
guru. 
 
Sedarmaji (2009:63) menyimpulkan bahwa produktifitas 
Pendidikan dapat ditinjau dari sudut administrasi, psikologis dan 
ekonomis. Engkoswara (1984:11-12) mengemukakan bahwa 
efektifitas dan efisiensi merupakan ciri produktifitas pendidikan, 











Gambar 7.1 Kriteria Keberhasilan Pendidikan 





1. Masukan yang merata 
2. Jumlah tamatan yang banyak 
3. Mutu tamatan yang luhur 
4. Relevansi yang tinggi 
5. Ekonomi: penyelenggaraan 
dan penghasilan 
1. Kegairahan belajar besar 
2. Semangat kerja tinggi 




Keberhasilan Pendidikan sangat ditentukan mutu 
Pendidikan, mutu Pendidikan meningkat maka diharapkan mutu 
lulusan/output/keluaran nya pun mampu menghadapi perubahan 
dan arus informasi dan teknologi yang senantiasa berkembang. 
Sehingga lulusan yang dihasilkan Lembaga Pendidikan mampu 
terserap dalam dunia kerja dan dunia industry. Pendidikan yang 
baik disertai dengan keterampilan yang memadai baik hard skills 
dan soft skills akan mampu menunjang pekerjaan, produktifitas 
meningkat. Sehingga pada akhirnya mekanisme transmisi 
pembangunan Pendidikan melalui human capital in eduction 
mampu meningkatkan produktifitas, produktifitas meningkat maka 
permintaan akan factor-faktor produksi meningkat. Dengan 
meningkatnya permintaan factor-faktor produksi maka akan 
meningkatkan pendapatan pemilik factor-faktor produksi tersebut. 
Dengan meningkatnya pendapatan pemilik factor-faktor produksi 



































A. Ekosistem Pendidikan 
Istilah Ekosistem biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan 
alam, mengacu kepada hubungan antar komponen alam, sehingga 
tercipta hubungan yang saling menguntungkan (symbiosis 
mutualisme). Hubungan timbal balik yang satu diuntungkan 
sedangkan yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan 
(symbiosis komensalisme). Hubungan timbal balik, di mana satu 
pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan maupun 
diuntungkan (symbiosis amensalisme) dan hubungan timbal balik 
antar individu, di mana satu pihak mendapatkan untung sedangkan 
pihak yang lain dirugikan (symbiosis parasitisme). 
Ekosistem (Hutagalung, 2010) adalah suatu sistem ekologi 
yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara 
makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem bisa diartikan 
juga sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh 
antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi 
(Campbel, 2009). Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap 
unit biosistem yang melibatkan interaksi timbal balik antara 
organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energi menuju 
kepada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi suatu siklus materi 
antara organisme dan anorganisme (hutagalung, 2010). Lebih 
lanjut Campbel (2009) menjelaskan bahwa dalam ekosistem, 
organisme dalam komunitas berkembang bersama-sama dengan 
lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme akan beradaptasi 
dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga memengaruhi 
lingkungan fisik untuk keperluan hidup. Pengertian ini didasarkan 
pada Hipotesis Gaia, yaitu: "organisme, khususnya 
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mikroorganisme, bersama-sama dengan lingkungan fisik 
menghasilkan suatu sistem kontrol yang menjaga keadaan di bumi 
cocok untuk kehidupan". Hal ini mengarah pada kenyataan bahwa 
kandungan kimia atmosfer dan bumi sangat terkendali dan sangat 
berbeda dengan planet lain dalam tata surya. 
Kehadiran, keberlimpahan dan penyebaran suatu spesies 
dalam ekosistem ditentukan oleh tingkat ketersediaan sumber daya 
serta kondisi faktor kimiawi dan fisis yang harus berada dalam 
kisaran yang dapat ditoleransi oleh spesies tersebut, inilah yang 
disebut dengan hukum toleransi (ITB, 2010) Misalnya: Panda 
memiliki toleransi yang luas terhadap suhu, namun memiliki 
toleransi yang sempit terhadap makanannya, yaitu bambu. Oleh 
karena itu, panda dapat hidup di ekosistem dengan kondisi apapun 
dengan syarat dalam ekosistem tersebut terdapat bambu sebagai 
sumber makanannya. Berbeda dengan makhluk hidup yang lain, 
manusia dapat memperlebar kisaran toleransinya karena 
kemampuannya untuk berpikir, mengembangkan teknologi dan 
memanipulasi alam.  
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan (Kemendikbud) ingin menjadikan sekolah sebagai 
ekosistem pendidikan. Hal itu mengomentari upaya pemerintah 
mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter (PPK) 
dalam kebijakan lima hari sekolah (LHS). Implementasinya 
menggunakan tiga prinsip. Ada di dalam Undang-Undang Sistim 
Pendidikan Nasional, salah satunya manajemen pendidikan 
berbasis sekolah (Muhadjir Effendy, 2017). Lebih lanjut, ia 
menjelaskan ekosistem pendidikan merupakan rancangan Ki 
Hadjar Dewantara atau yang dikenal dengan tri pusat pendidikan, 
yakni sekolah, lingkungan masyarakat dan keluarga. Ia 
mengatakan selama ini ketiga komponen tersebut bergerak sendiri-
sendiri dalam mendidik anak. 
Pusat manajemen, artinya siswa bisa belajar di mana saja. 
Ketika sekolah ambil tanggung jawab, maka seluruh aktivitas di 
masya dan keluarga jadi tanggung jawab sekolah. Selain itu, 
prinsip implementasi lainnya, yakni menggunakan metode belajar 
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aktif. Ia menjelaskan, pemerintah ingin mengubah metode 
pembelajaran dari sebelumnya guru aktif, menjadi siswa yang 
aktif.  Perubahan metode pembelajaran seperti aktif proyek, kerja 
kelompok, bermain peran bukan ceramah dalam kelas.  
Prinsip implementasi lainnya, yakni kurikulum yang 
berbasis luas. Artinya, sekolah diharuskan memanfaatkan 
lingkungan untuk menjadi sumber belajar, baik di keluarga dan 
masyarakat. Sekolah harus memanfaatkannya untuk sumber 
belajar siswa. Perlakuan individualisasi pada siswa. Guru bantu 
anak untuk aktualisasikan anak. Pemerintah berencana 
memberikan 70% pengajaran karakter melalui sekolah, khususnya 
pada jenjang Sekolah Dasar. Sehingga, transfer pengetahuan hanya 
30%. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 
ekosistem Pendidikan terdiri dari 4 hal: 
1. Lingkungan Sekolah; 
2. Lingkungan Keluarga; 
3. Lingkungan Masyarakat; 
4. Lingkungan Pemerintah. 
 
Hubungan antara ekosistem tersebut dapat dilaksanakan 
dengan penerapan konsep desentralisasi atau otonomi daerah. 
Konsep otonomi daerah bidang pendidikan paling tidak memiliki 
dasar 2 teori, yaitu teori ekonomi neo liberal dan teori organisasi.  
 
 
1. Teori Ekonomi Neo Liberal 
Jouen (1999) menjelaskan bahwa dalam pengelolaan 
pendidikan perlu mempertimbangkan dampak dari teori 
ekonomi neo-liberal yang mendukung privatisasi sektor publik 
dan strategi pengelolaan manajemen yang melibatkan semua 
stakeholder. Teori ekonomi neo-liberal tampak sejalan dengan 
pemberlakukan otonomi daerah bidang pendidikan sebagai 
jawaban atas sistem sentralisasi (centralized system) yang 
selama ini dirasakan kurang efektif dan efisien. Privatisasi 
dalam teori ekonomi neo-liberal dapat diartikan bahwa 
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kewenangan dan tanggung jawab dalam pengambilan 
keputusan dan pengelolaan perlu diserahkan kepada 
pemerintah derah dan publik (desentralitation) dan bukan lagi 
didominasi oleh pemerintah pusat. 
2. Teori Organisasi 
Murphy dalam Phillip (1997) menjelaskan bahwa : 
“Organizational theory suggest that in decentralization, 
employees that are responsible for decision and are empoweres 
to make decisions have more control ever their work and are 
accountable for their decisions. The effectiveness of 
organization is improved because the employee, who deals with 
and knows the client, can alter the product or service to meet 
the client’s needs.”. 
 
Teori ini memberikan penekanan, apabila mereka yang 
mempunyai tanggung jawab terhadap pengambilan keputusan 
(termasuk pemerintah daerah–Kabupaten/Kota) diberi 
kesempatan dan diberdayakan untuk mengambil keputusan dan 
mengurus kebutuhan mereka, mereka akan lebih accountable 
dan organisasi tersebut akan lebih efektif, hal ini dekarenakan 
mereka lebih tahu program dan kebutuhan mereka sendiri. Pada 
bidang organisasi kependidikan, apabila pengambilan 
keputusan hanya dilakukan oleh pemerintah pusat pada 
umumnya akan cenderung tidak efektif dan efisien karena 
pemerintah pusat belum tentu mengetahui kebutuhan dan 
permasalahan pendidikan yang ada di daerah dan di lingkungan 
sekolah, sehingga seringkali kebijakan dan program yang 
ditetapkan tidak tepat waktu dan tidak tepat sasaran (lemahnya 
translation ability).  
Teori organisasi ini memberikan penekanan akan 
perlunya pengambilan keputusan secara partisipatif, 
melibatkan unsur di bawah, dan tentunya sejalan dengan 
otonomi daerah bidang pendidikan yang memberikan 
kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah, 
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dengan harapan akan dapat meningkatkan kualitas layanan 
pendidikan kepada masyarakat. 
 
 
Gambar 8.1 Pengelolaan Pendidikan Menengah Menurut 






































Pada bab ini disajikan hasil kajian tentang optimalisasi 
ekosistem sekolah untuk meningkatkan mutu Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK). Hasil kajian dimulai dengan subbab A disajikan 
pengembangan instrumen penelitian, yang dilanjutkan dengan 
subbab B disajikan hasil studi eksplorasi tentang profil peran 
ekosistem eksternal  (komite sekolah, alumni, dan dunia 
usaha/industri) dari SMK sampel. Pada subbab C disajikan strategi 















A. Pengembangan Instrumen Penelitian 
   Instrumen penelitian ini dibuat dalam bentuk kuesioner  
berisi  pertanyaan/pernyataan terbuka dan tertutup yang diberikan 
kepada kepala sekolah, komite sekolah, alumni, dan dunia 
usaha/industri, untuk menggali informasi tentang perannya dalam 
meningkatkan mutu SMK.  Untuk menjamin bahwa instrumen 
yang telah dibuat dapat mengukur apa yang seharusnya diukur 
dilakukan validitas isi yang mencakup keterbacaan, kecukupan, 
dan kesesuaian aspek yang akan diukur. Validitas isi telah 
dilakukan 6 orang ahli, yaitu 2 Dosen, 2 kepala sekolah, dan 2 
Guru SMK. Hasil analisis para ahli menyatakan instrumen dapat 
digunakan dengan beberapa revisi dan tambahan item pertanyaan 
sehingga dapat mengakomodasi semua aspek yang akan diukur.   
 
B. Deskripsi Data Penelitian 
Data tentang peran ekosistem eksternal untuk 
meningkatkan mutu SMK diperoleh melalui kuisioner yang sudah 
tervalidasi, dan diberikan kepada 34 SMK yang tersebar di 7 
provinsi, yaitu : DI Yogyakarta, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. 
agregasi tentang profil SMK terkait dengan peran dari komite 
sekolah, alumni, dan dunia usaha/industri disajikan sebagai 
berikut: 
 
1. Komite Sekolah 
Dalam Permendikbud RI Nomor 75  Tahun 2016 
disebutkan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri 
yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik,  tokoh 
masyarakat, dan komunitas sekolah yang peduli pendidikan.  
Komite sekolah mempunyai peranan yang sangat penting 
untuk meningkatan mutu pelayanan pendidikan. 
Memperhatikan begitu penting peranan komite 
sekolah, tentunya  sangat ironis jika keberadaan komite 
sekolah hanya dianggap sebagai tangan panjang dari sekolah 
dalam kaitan dengan penggalangan dana maupun pemenuhan 
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sarana prasarana sekolah.  Komite sekolah semestinya 
mempunyai tanggung jawab besar dalam membantu 
penyelenggaraan pendidikan sekolah, mulai dari manajemen 
sekolah, pembiayaan, sarana dan prasarana, kurikulum, 
pelaksanaan pembelajaran, sampai koordinasi peran 
masyarakat. Berdasarkan data dari sekolah sampel, keberadaan 
komite sekolah, peranan komite sekolah yang berkaitan 
dengan managemen, kurikulum, pembelajaran, maupun 
anggaran sekolah  disajikan dalam gambar berikut: 
 
 
Gambar 9.1  Keberadaan Komite Sekolah 
 
Memperhatikan Gambar 9.1, terlihat bahwa semua 
sekolah sampel telah mempunyai komite sekolah lengkap 
dengan struktur organisasi standar. Untuk optimalnya kinerja 
komite sekolah dalam perannya dalam meningkatkan mutu 
SMK belum didukung keberadaan sarana prasarana dan 
perencanaan yang baik. Hasil analisis keberadaan komite 
sekolah untuk sekolah sampel secara garis besar adalah: 
a. Semua SMK mempunyai komite sekolah lengkap dengan 
struktur organisasinya. Bias kepentingan terjadi ketika 
anggota komite sekolah dari sebagian  SMK sampel masih 
diisi beberapa orang dari unsur pendidik dari ekolah 
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yang bersangkutan, anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, atau pejabat pemerintah daerah 
yang membidangi pendidikan.  
b. Struktur organisasi komite sekolah sebagian besar SMK 
tersusun minimalis yang terdiri dari ketua, sekretaris, 
bendahara, dan beberapa koordinator bidang.   Komite 
sekolah di beberapa SMK telah membuat struktur 
organisasi yang lengkap untuk bisa menjalankan 
peranannya dalam upaya meningkatkan mutu sekolah, 
antara lain memuat koordinator jaminan mutu, 
pendidikan, SDM, sarana prasarana, humas, kesiswaan, 
maupun koordinator bidang informasi.   
c. Kebutuhan teknologi informasi menjadi media yang 
sangat efektif untuk optimalisasi kinerja komite sekolah. 
Sebagian besar komite sekolah SMK belum 
memanfaatkan portal teknologi informasi, seperti : 
website atau blog. Pemanfaatan teknologi informasi 
sebagian besar komite sekolah masih terbatas pada 
pemanfaat sosial media, misalnya adanya grup whatsapp, 
facebook, twitter atau sosial media yang lain, dan itupun 
masih terbatas pada pengurus komite sekolah.   
d. Optimalnya kinerja komite Sekolah mempunyai tanggung 
jawab besar terhadap peningkatan mutu proses dan hasil  
pendidikan, tentunya tidak lepas dari kecakapan setiap 
anggota komite sekolah khususnya yang berkaitan dengan 
penyelenggaraan pendidikan. Bekaitan dengan kecakapan 
komite sekolah, ternyata sebagian kecil dari SMK yang 
memberikan pelatihan untuk semua anggota komite 
sekolah, khususnya dalam managemen sekolah, 
penjaminan mutu, dan administrasi keuangan sekolah.  
e. Untuk efektif dan efisiennya kinerja, komite sekolah 
harus menyusun anggaran dasar dan 
anggaran rumah tangga (AD/ART) yang antara lain 
berisikan kepengurusan, mekasisme kerja, dan anggaran. 
Sebagian besar komite sekolah telah mempunyai 
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dokumen AD/ART, akan tetapi hanya sebagian kecil dari 
komite sekolah yang menyusun secara lengkap 
mekanisme kerja dan anggaran dalam upaya peningkatan 
mutu SMK. Berkaitan dengan rencana kerja pertemuan 
rutin, sebagian kecil SMK mengadakan rapat rutin setiap 
bulan untuk membahas program kerja sekolah, sementara 
sebagian besar komite melaksanakan pertemuan rutin 6 
bulan satu kali, bahkan ada komite sekolah yang 
mengadakan rapat ketika ada kepentingan saja sesuai 
petunjuk kepala sekolah. Pertemuan rutin komite sekolah 
sebagian besar sekolah hanya membahas masalah 
anggaran sekolah, baik yang berkaitan dengan dana dari 
pemerintah maupun dari masyarakat. 
 
 
Gambar 9.2 Keterlibatan Komite Sekolah dalam 
Penjaminan Mutu 
 
Gambar 9.2 menunjukkan bahwa lebih dari 70% 
SMK sampel menyatakan keterlibatan komite sekolah 
dalam penyusunan kurikulum, proses dan evaluasi 
pembelajaran, dan penjaminan mutu sekolah. Dalam 
penyusunan kurikulum, sebagian besar keterlibatan komite 
sekolah ketika diundang menghadiri rapat finalisasi 
kurikulum, dimana komite sekolah diharapkan dapat 
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memberikan masukan dan persetujuan tentang draf 
kurikulum yang telah disusun tim kerja kurikulum sekolah. 
Beberapa sekolah mempunyai nilai PLUS dalam 
melibatkan komite sekolah dalam penyusunan kurikulum, 
dimana komite sekolah dilibatkan mulai dari perencanaan, 
penyusunan, sampai finalisasi. 
 Keterlibatan komite sekolah dalam proses dan 
evaluasi pembelajaran, sebagian besar komite sekolah 
hanya terlibat pada administrasi proses dan evaluasi 
pembelajaran, misalnya tentang pengaturan jadwal 
pelajaran, waktu pelaksanaan ujian, kedisiplinan siswa dan 
guru dalam proses pembelajaran. Beberapa sekolah 
mempunyai nilai PLUS dalam melibatkan komite sekolah 
dalam proses dan evaluasi pembelajaran, dimana komite 
sekolah dilibatkan secara administratif mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, 
misalnya komite sekolah diberikan laporan kelengkapan 
dokumen RPP, dokumen berita acara pembelajaran, dan 
dokumen hasil evaluasi pembelajaran.   
 Keterlibatan komite sekolah dalam penjaminan 
mutu, sebagian besar komite sekolah terlibat pada 
penyusunan RKAS, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
kegiatan dan anggaran sekolah, serta menerima laporan 
ketercapaian prestasi siswa. Beberapa sekolah mempunyai 
nilai PLUS dalam melibatkan komite sekolah dalam 
penjaminan mutu sekolah, dimana komite sekolah 
dilibatkan secara aktif untuk monitoring dan evaluasi 




Gambar 9.3 Keterlibatan Komite Sekolah dalam Anggaran 
Sekolah 
 
Gambar 9.3 menunjukkan  bahwa hampir 80% atau 
lebih SMK sampel menyatakan keterlibatan komite sekolah 
dalam penggalangan dana, bantuan sarana prasarana 
sekolah, dan monitoring penggunaan anggaran sekolah. 
Sementara itu hanya 67.65% komite sekolah yang terlibat 
dalam pengelolaan anggaran sekolah. Penggalangan dana 
memang menjadi kegiatan rutin komite sekolah diawal 
tahun pelajaran, dimana komite sebagai patner sekolah 
dalam penarikan dana dari orang tua wali siswa baik untuk 
SPP maupun pungutan lain yang dibenarkan undang-
undang.  Sementara keterlibatan komite sekolah dalam 
bantuan sarana dan prasarana ketika komite bersama-sama 
kepala sekolah mengidentifikasi kebutuhan sarana dan 
prasarana sekolah, yang ditindaklanjuti oleh komite sekolah 
dengan penggalangan dana dari orang tua wali murid untuk 
mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. 
Keterlibatan komite dari beberapa sekolah mempunyai nilai 
PLUS ketika penggalangan dana dilakukan komite tidak 
hanya terbatas pungutan kepada orang tua wali murid, tetapi 
penggalangan dana dari masyarakat dan/atau dunia usaha 
dan industri, termasuk komite sekolah melakukan 
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sosialisasi tentang produk hasil karya SMK kepada 
masyarakat. 
 Keterlibatan komite sekolah dalam pengelolaan dan 
monitoring anggaran operasional sekolah dimulai pada 
penyusunan RKAS, dimana secara administrasi komite 
sekolah diundang dalam rapat untuk memberikan masukan 
dan persetujuan terhadap RKAS. Pengelolaan anggaran 
operasional sepenuhnya dilakukan sekolah, dengan 
memberikan laporan tertulis kepada komite sekolah disetiap 
akhir suatu kegiatan atau akhir tahun anggaran.  Monitoring 
anggaran sekolah dilakukan  sekolah secara administratif 
berdasarkan hasil pelaporan anggaran dari kegiatan yang 
telah dilakukan, baik yang memanfaatkan dari dari 
masyarakat maupun dari pemerintah. Beberapa sekolah 
mempunyai nilai PLUS dalam melibatkan komite sekolah 
dalam pengelolaan anggaran sekolah, dimana komite 
sekolah dilibatkan secara aktif mulai dari penyusunan 
RKAS yang tidak hanya memberikan persetujuan tetapi 
juga dilibatkan dalam memberikan masukan rencana 
kegiatan dan anggaranya. Sedangkan pengelolaan dan 
monitoring anggaran juga melibatkan secara aktif 
berdasarkan fungsinya sebagai advisory dan controlling.   
 
 





Dalam Perannya sebagai sebagai Mediator Agency, komite 
sekolah bertugas sebagai jembatan penghubung antara 
sekolah dengan pihak luar yang terkait (masyarakat, dunia 
usaha/industri, atau instansi pemerintah terkait). 
Memperhatikan Gambar 9.4 peran komite sekolah lebih 
dominan sebagai mediator antara sekolah dengan 
masyarakat khususnya orang tua/wali siswa. Peran komite 
sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat 
terkait menampung aspirasi masyarakat, baik itu orang 
tua/wali siswa maupun masyarakat umum di sekitar 
lingkungan sekolah. Aspirasi masyarakat, baik itu berupa 
keluhan maupun masukan yang terkait dengan kebijakan 
sekolah dan pelaksanaan program pendidikan 
dikomunikasikan dengan pihak sekolah atau yang terkait 
untuk menjadikan perhatian dan pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan atau program berikutnya. Selain itu 
komite sekolah juga sebagai mediator terkait kebijakan 
anggaran sekolah, baik dalam penggalangan dana maupun 
pemanfaatannya. 
Peran komite sekolah sebagai mediator antara 
sekolah dengan dunia usaha/industri dibeberapa SMK juga 
berjalan dengan baik terkait dengan berbagai kegiatan 
kerjasama yang bisa dilakukan kedua belah pihak. 
Sayangnya mediasi masing sangat terbatas pada 
kepentingan kegiatan magang industri dan perekrutan 
tenaga kerja,dan belum menyentuh lebih jauh tentang 
kegiatan penyusunan kurikulum maupung pemanfaatan 
sarana prasarana. Sementara peran komite sekolah sebagai 
mediator sekolah dan instansi pemerintah terkait lebih 
dominan sebagai komunikator antara kedua belah pihak 
terkait berbagai kebijakan sekolah maupun kebijakan dinas 
terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dengan 




2. Alumni  
Ketika mendengar kata alumni, spontan yang terpikir 
adalah mantan siswa yang telah menyelesaikan studinya di suatu 
sekolah atau perguruan tinggi. Diibaratkan alumni seorang anak, 
maka sekolah atau perguruan tinggi  tempat dia menyelesaikan 
studi adalah ibu yang telah melahirkannya. Hal tersebut 
menjadikan adanya korelasi yang begitu kuat antara alumni 
dengan almamaternya.  
Adanya korelasi yang begitu kuat antara alumni dengan 
almamaternya, tentunya diperlukan sinergi dari keduanya untuk 
meningkatkan mutu sekolah. Sinergi sekolah dengan alumni akan 
menjadi optimal ketika sekolah mampu memfasilitasi alumninya 
melalui wadah Ikatan Alumni yang ideal. Ironisnya terbentuknya  
ikatan alumni hanya sekedar simbolis eksistensi alumni itu 
sendiri, tanpa diikuti kegiatan terprogram untuk memberikan 
kontribusi kepada peningkatkan mutu SMK. Berdasarkan data 
dari sekolah sampel, keberadaan ikatan alumni, peranan alumni 
yang berkaitan dengan managemen, kurikulum, pembelajaran, 
maupun anggaran sekolah  disajikan dalam gambar berikut : 
 






Memperhatikan Gambar 9.5, terlihat bahwa 76.47%  
sekolah sampel menyatakan adanya ikatan alumni lengkap 
struktur organisasi yang berjalan dengan baik, sisanya 
menyatakan keberadaan ikatan alumni yang kurang aktif dimana 
kegiatan hanya sebatas penyelenggaraan reuni belum banyak 
menyentuh  tindak lanjut upaya peningkatan mutu sekolah. 
Struktur organisasi ikatan alumni sebagian besar SMK masih 
tersusun minimalis yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, 
dan beberapa koordinator bidang yang kurang terkait peningkatan 
mutu SMK, sementara ikatan alumni di beberapa SMK telah 
membuat struktur organisasi yang lengkap untuk bisa 
menjalankan peranannya dalam upaya meningkatkan mutu 
sekolah, antara lain memuat koordinator jaminan mutu 
pendidikan dan koordinator bidang teknologi informasi.   
 Kebutuhan teknologi informasi menjadi media yang 
sangat efektif untuk optimalisasi kinerja ikatan alumni. 
Memperhatikan Gambar 8.5, terlihat bahwa 58.82% ikatan 
alumni sekolah sampel telah mempunyai portal teknologi 
informasi, seperti : website atau blog sebagai sarana berbagi 
informasi tentang alumni dan almamaternya. Sementara itu 
beberapa sekolah yang belum mempunyai portal IT, lebih 
memanfaatan sosial media untuk saling berbagi informasi, 
misalnya adanya grup whatsapp, facebook, twitter atau sosial 
media yang lain, dan itupun masih terbatas pada anggota yang 
terbatas.   
Keberadaan ikatan alumni dalam perannya dalam 
memberi sumbangsih untuk meningkatkan mutu SMK tidak lepas 
dari efektifitas kinerja organisasi. Kinerja organisasi yang ideal 
semestinya mempunya dokumen anggaran dasar dan anggaran 
rumah tangga (AD/ART) yang antara lain berisikan 
kepengurusan, mekasisme kerja, dan anggaran. Memperhatikan 
Gambar 9.5, terlihat bahwa 58.2% ikatan alumni telah 
mempunyai dokumen AD/ART. Berdasarkan dokumen yang 
telah dibuat hanya sebagian kecil dari ikatan alumni yang 
menyusun secara lengkap mekanisme kerja dan anggaran dalam 
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upaya peningkatan mutu SMK. Berkaitan dengan pertemuan rutin 
yang lakukan pengurus ikatan alumni, 64.71%  dari ikatan alumni 
SMK sampel mengadakan rapat rutin dengan periode yang 
berbeda-beda. Ada ikatan alumni yang mengadakan pertemuan 
rutin enam bulan satu kali, satu tahu sekali, bahkan ada ikatan 
alumni yang mengadakan rapat ketika ada kepentingan saja, 
misalnya ketika akan diselenggarakan reuni akbar.  
 
 
Gambar 9.6. Keterlibatan Ikatan Alumni 
 
Alumni merupakan aset yang sangat potensial dalam 
membangun sinergi dengan almamaternya untuk meningkatkan 
mutu sekolah. Pengalaman alumni ketika menjadi siswa dengan 
segala permasalahannya dan pengalaman mereka pada dunia 
kerja tentunya akan menawarkan berbagai pemikiran, masukan 
dan kritik membangun untuk meningkatkan mutu sekolah. 
Dengan membandingkan kompetensi lulusan dan kompetensi 
yang diperlukan di dunia usaha/industri semestinya alumni akan 
banyak memberikan masukan tentang muatan kurikulum sekolah 
yang dibangun berdasarkan link and match antara muatan 
kurikum SMK dengan kebutuhan dunia usaha/industri. Akan 
tetapi sayangnya, peran alumni dalam penyusunan kurikum dan 
penjaminan mutu sekolah masih belum optimal.  Gambar 9.6 
menunjukkan  bahwa hanya  29.41% dari SMK sampel yang 
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menyatakan adanya keterlibatan alumni dalam penyusunan 
kurikulum maupun penjaminan mutu sekolah.   
Alumni yang berhasil dalam kariernya tentu mempunyai 
nilai tambah dari pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan 
terkait bidang pekerjaannya. Alumni dapat berbagi dengan 
memberikan  sumbangih pemikiran kepada almamaternya dalam 
berbagai kegiatan ilmiah di sekolah, misalnya pelatihan, 
workshop, seminar, bedah buku, diskusi, dan kajian ilmiah 
lainnya. Berdasarkan data dari sekolah sampel, 58.82% SMK 
menyatakan bahwa ikatan alumni telah mengagendakan kegiatan 
rutin pelatihan kepada siswa, baik terkait dengan hard skill, soft 
skill, maupun live skill. Sayangnya pelatihan untuk guru masih 
sangat kurang diagendakan oleh alumni, yaitu 35.29%. 
Peran ikatan alumni terbesar justru yang terkait dengan 
bantuan material kepada sekolah, dimana berdasarkan data dari 
sekolah sampel, lebih dari 75% SMK menyatakan bahwa ikatan 
alumni memberikan berbagai bantuan kepada sekolah yang 
diwujudkan dalam donasi fresh money maupun bantuan 
berbentuk barang yang digunakan sebagai sarana dan prasarana 
pendidikan.  
 






Peran Ikatan Alumni tidak hanya untuk eksistensi atau 
sekedar kontribusi material yang diberikan kepad almamaternya, 
akan tetapi ikatan alumni dapat menjadi ujung tombak dalam 
meningkatkan reputasi sekolah di mata masyarakat. Alumni juga 
berperan sebagai “pembuka jalan” alumni yang lain untuk masuk 
ke dunia kerja atau profesional.  Gambar 9.7 menunjukkan 
keterlibatan alumni yang cukup besar sebagai corong sosialisasi 
ke masyarakat. Data dari sekolah sampel, 79.41% SMK 
menyatakan bahwa ikatan alumni menjalankan perannya dalam 
perekrutan tenaga kerja. Peran tersebut hanya sebatas pemberian 
informasi tentang lowongan kerja di perusahaan tempatnya 
bekerja. Tetapi beberapa SMK menyatakan ikatan alumni 
mengadakan agenda rutin “Job Fair” di almamaternya.  
Peran nyata lainnya dari ikatan alumni adalah sebagai 
komunikator dan sarana promosi bahkan ketika “tanpa suara”. 
Alumni SMK merupakan gambaran produk dari sebuah SMK 
yang tentunya menjadi cerminan sekolah yang meluluskannya. 
SMK yang berkualitas akan menghasilkan alumni yang 
berkualitas pula, demikian sebaliknya. Oleh karenanya, jika SMK 
menghasilkan banyak lulusan yang berkualiatas yang tersebar 
berkerja diberbagai perusahaan atau instansi pemerintah tentunya 
itu menjadi sarana promosi akan keberhasilan almamaternya. 
Berdasarkan data sampel, sosialisasi produk sekolah ke 
masyarakat lebih banyak dilakukan dengan pemanfaatan 
tehnologi informasi, baik dalam poortal IT berbentuk 
website/blog maupun dengan memanfaatkan berbagai sosial 
media. Peran portal IT, selain sebagai saran promosi dan 
informasi, juga digunakan sebagai media untuk tracer alumni, 
sehingga alumni yang tersebar di seluruh wilayah akan terwadahi 
dalam wadah ikatan alumni yang bersinergi dengan 







3. Dunia Usaha/Industri 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan 
pendidikan menengah  yang mencetak lulusan siap  kerja, 
tentunya mempunyai tanggung jawab yang besar untuk 
membekali siswa sehingga mempunyai daya saing dalam 
datangnya gelombang revolusi industri 4.0. Kondisi SMK dengan 
segala dalam sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 
pembiayaan pendidikan, diperlukan kepedulian dan dukungan 
Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). 
Kepedulian DUDI terhadap SMK diwujudkan dalam 
berbagai kegiatan yang holistik dalam Pokmi SMK-DUDI, tidak 
hanya terbatas pada pelaksanaan prakerin tetapi kegiatan 
penunjang lainnya antara lain: penyusunan rencana program dan 
anggaran sekolah (RKAS), penyusunan kurikulum, pelaksanaan 
dan evaluasi pembelajaran, identifikasi dan peningkatan kualitas 
SDM, indentifikasi dan pemanfaatan sarana prasarana, mupun 
perekrutan tenaga kerja. Bentuk kerjasama antara DUDI dengan 
SMK semestinya menjadi kemitraan “mutualisme” yang saling 
membutuhkan dan saling menguntungkan, melalui MoU. 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016, yang 
menyatakan perlunya revitalisasi SMK untuk meningkatkan 
kompetensi, produktivitas, dan daya serap lulusan,  menjadi 
keniscayaan adanya kemitraan SMK dengan DUDI untuk 
mencetak siswa SMK yang mempunyai kompetensi dan berdaya 
saing sesuai kebutuhan DUDI. Kondisi yang ada, beberapa SMK 
masih belum menjalin mitra dengan DUDI, kemungkinan 
memang SMK kesulitan mencari mitra yang sesuai, atau sekolah 
tidak berupaya mencari mitra karena konsekwensi kerjasama 
yang membutuhkan pendekatan, pemahaman dan kesepalkatan 
dari kedua belah pihak. Berdasarkan data dari sekolah sampel, 
peranan DUDI untuk berpantisipasi meningkatkan mutu SMK 





Gambar 9.7 Keterlibatan DUDI dalam Penjaminan Mutu 
 
Gambar 9.7 menunjukkan bahwa 73.53% SMK sampel 
menyatakan keterlibatan DUDI dalam penyusunan kurikulum. 
Dalam penyusunan kurikulum, sebagian besar keterlibatan DUDI 
ketika diundang menghadiri rapat finalisasi kurikulum, dimana 
DUDI diharapkan dapat memberikan masukan dan persetujuan 
tentang draf kurikulum yang telah disusun tim kerja kurikulum 
sekolah. Beberapa sekolah mempunyai nilai PLUS dalam 
melibatkan DUDI dalam penyusunan kurikulum, dimana DUDI 
dilibatkan mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai finalisasi. 
Sementara itu, keterlibatan DUDI dalam proses dan 
evaluasi pembelajaran 64,71% dan itupun lebih banyak kaitannya 
dengan administrasi proses dan evaluasi pembelajaran, misalnya 
tentang pengaturan jadwal pelajaran, waktu pelaksanaan ujian, 
maupun jadwal prakerin. Beberapa sekolah mempunyai nilai 
PLUS dalam melibatkan DUDI dalam proses dan evaluasi 
pembelajaran, dimana DUDI dilibatkan secara periodik 
mengirimkan tenaga ahlinya/praktisi  untuk membantu  proses 
pembelajaran, khusunya terkait dengan praktikum yang sesuai 





Gambar 9.7 menunjukkan  bahwa 58,82% SMK sampel 
menyatakan keterlibatan DUDI dalam penyusunan RKAS. Dalam 
penyusunan RKAS, sebagian besar keterlibatan DUDI ketika 
diundang menghadiri rapat finalisasi RKAS, dimana DUDI 
diharapkan dapat memberikan masukan dan persetujuan tentang 
draf RKAS yang  telah disusun tim kerja kerja sekolah. Beberapa 
sekolah mempunyai nilai PLUS dalam melibatkan DUDI dalam 
RKAS dilibatkan secara aktif dalam penyusunan, sehingga DUDI 
dapat memberikan pemikiran dan masukan terkait RKAS yang 
dibuat apakah sudah dibuat berdasarkan kondisi yang ada untuk 
menuju ketercapaian 8 standar pendidikan nasional (SNP).   
 
 
Gambar 9.8 Keterlibatan DUDI dalam Pelatihan 
 
Perkembangan DUDI yang sangat dinamis agar dapat 
eksis mengikuti perkembangan, menuntut SMK untuk terus 
berbenah sehingga kompetensi lulusan tetap sejalan sesuai 
dengan kebutuhan DUDI. Sinkronisasi kurikulum merupakan 
suatu keniscayaan SMK agar dapat mencetak lulusan yang 
kompetensi siswa yang sesuai perkembangan teknologi yang ada 
di DUDI. Keterbatan SDM dan sarana prasarana mengharuskan 
SMK bermitra dengan DUDI dalam meningkatkan kompetesi 
siswa dan guru, misalnya dengan mengadakan kegiatan pelatihan 
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berbasis produksi  dengan narasumber tenaga ahli atau praktisi 
dari DUDI. 
Gambar 9.8 menunjukkan  bahwa 85,29% SMK sampel 
menyatakan keterlibatan DUDI dalam memberikan pelatihan 
kepada siswa, sementara 64,71% SMK menyatakan keterlibatan 
DUDI dalam memberikan pelatihan kepada guru produktif.  
Model pelatihan dilaksanakan fleksibel di sekolah maupun di 
DUDI, ketika sarana prasarana sekolah mendukung maka 
kegiatan dilaksanakan di sekolah dengan memanfaatkan fasilitas 
yang ada. Akan tetapi terkadang SMK sangat terbatas dalam 
ketersediaan sarana dan prasarana, keberadaan fasilitas praktek 
juga kemungkinan sudah usang/tidak sesuai dengan mesin atau 
alat yang digunakan di DUDI, sehingga pelaksanaan pelatihan 
harus di DUDI.  Kegiatan pelatihan untuk siswa dan guru yang 
semestinya tidak dilakukan secara insidental, akan tetapi harus 
terprogram setiap tahun dan masuk dalam RKAS. 
Gambar 9.8 menunjukkan  bahwa 73,53% SMK sampel 
menyatakan keterlibatan DUDI dalam perekrutan tenaga kerja. 
Dalam perekrutan tenaga kerja, sebagian besar hanya sekedar 
memberikan informasi lowongan pekerjaan ke setiap SMK, 
sedangkan seleksi menjadi otoritas DUDI, baik mengenai tempat 
tes, materi tes, sampai penentuan penerimaan. Sebagian DUDI 
mengadakan kegiatan rutin setiap tahun bertajuk “Job Fair” yang 
dipusatkan pada SMK yang ditunjuk.   Beberapa sekolah 
mempunyai nilai PLUS dalam bermitra dengan DUDI dalam 
perekrutan tenaga kerja, dimana DUDI menyelenggarakan 
perekrutan tenaga kerja di sekolah dengan melibatkan pihak 
sekolah dalam sosialisasi, pengembangan materi tes, sampai 




Gambar 9.9  Keterlibatan DUDI dalam Sarana Prasarana 
 
Memperhatikan Gambar 9.9, terlihat bahwa hanya 
sebagian kecil pemanfaatan sarana prasarana SMK untuk 
kepentingan DUDI, hal tesebut dikarenakan memang 
keterbatasan dan kelayakan dari sarana prasarana sekolah. 
Beberapa DUDI memanfaatkan sarana prasarana sekolah 
biasanya yang ada kaitannya kegiatan yang berhubungan dengan 
sekolah, misalnya pelatihan atau kegiatan job fair di sekolah. 
Nilai PLUS SMK dalam bermitra dengan DUDI dalam 
pemanfaatan sarana prasarana sekolah ketika SMK mempunyai 
sarana prasarana yang baik, misalnya: laboratorium komputer 
dengan hardware dengan software terkini, bengkel kerja dengan 
peralatan/fasilitas yang sama dengan DUDI bahkan lebih 
terupdate, sehingga sekolah dapat menjadi laboratorium dari 
DUDI, bukan sebaliknya. 
Sementara itu, pemanfaatan sarana prasaran DUDI untuk 
kepentingan sekolah jauh lebih besar. Hal tersebut terjadi 
memang karena keterbatasan sarana prasarana yang ada di 
sekolah, sehingga untuk memberikan kompetensi siswa, sekolah 
bemitra dengan DUDI dalam pemanfaatan sarana prasarana.  
Keterlibatan DUDI dalam pemberian bantuan dana operasional 
untuk sekolah menurut data dari sekolah sampel terlihat belum 
optimal. Sebagian besar anggaran belanja DUDI untuk bantuan 
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ke sekolah diwujudkan dalam biaya promosi dari DUDI, sehingga 
DUDI bertindak sebagai sponsor dari kegiatan yang dilakukan 
sekolah.    
   
C. Strategi Optimalisasi Peran Komite Sekolah untuk 
peningkatan Mutu SMK 
Dalam Peraturan Meneteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 75  Tahun 2016 disebutkan bahwa 
komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 
orangtua/wali peserta didik,  tokoh masyarakat, dan komunitas 
sekolah yang peduli pendidikan.  Komite Sekolah dibentuk 
dengan dasar komitmen kuat untuk mewadahi partisipasi para 
ekosistem dalam manajemen sekolah sesuai dengan peran dan 
fungsinya, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 
program sekolah dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu 
sekolah. 
Tanggung jawab besar dari komite sekolah dalam 
membantu penyelenggaraan pendidikan sekolah, mulai dari 
manajemen sekolah, pelaksanaan pembelajaran, sampai 
koordinasi peran masyarakat, semestinya diperlukan kinerja yang 
optimal dari komite sekolah.  Optimalnya kinerja komite sekolah 
akan terwujud ketika komite sekolah diisi orang yang tepat, 
struktur organisasi yang baik, sarana prasarana yang cukup dan 
layak, program kerja dan anggaran yang terukur dan tearah, serta 
pelasanaan dan evaluasi program yang baik. Berkaitan dengan hal 
tersebut, strategi optimalisasi peran komite sekolah untuk 




Gambar 9.10  Optimalisasi Peran Komite Sekolah untuk 
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1. Pembentukan Komite Sekolah 
Komite Sekolah merupakan organisasi masyarakat 
sekolah yang mempunyai tanggung jawab terhadap peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan sekolah. Berkaitan dengan 
peranannya yang begitu besar, semestinya anggota komite 
sekolah dibentuk berdasarkan sistem pemilihan yang baik 
dengan memperhatikan kriteria ketercukupan dan kelayakan. 
Sistem pemilihan yang baik dimaksudkan bahwa 
anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan 
demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa. Kandidat calon 
anggota komite harus berasal dari unsur yang netral, sehingga 
tidak terjadi bias kepentingan, misalnya kandidat tidak boleh 
dari unsur penyelenggara, pendidik, dan tenaga 
kependidikan dari Sekolah yang bersangkutan, 
forum komunikasi pimpinan daerah, pengurus 
organisasi  profesi  pendidik, maupun pengurus 
partai politik. 
Dalam Peraturan Menteri Pendikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan bahwa 
anggota  komite sekolah berjumlah  paling sedikit 5 
orang dan paling banyak 15  orang, yang 
terdistribusi dari unsur orang  tua/wali  dari  siswa  
yang  masih  aktif  pada Sekolah yang bersangkutan  
paling banyak 50%,  tokoh  masyarakat  paling 
banyak  30%, pakar  pendidikan  paling  banyak  
30%. Strategi untuk kriteria ketercukupan, memperhatikan 
begitu besar tanggung jawab dan kompleknya permasalahan 
pelayanan pendidikan di sekolah  sebaiknya anggota komite 
sekolah dipilih sejumlah 15 orang yang nantinya akan disusun 
dalam struktur organisasi yang optimal. Kriteria kelayakan 
memberikan indikator bahwa kandidat anggota komite sekolah 
mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan yang 
berkaitan penyelenggaraan pendidikan yang tertuang dalam 
standar nasional pendidikan.   
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Skenario pembentukan komite sekolah diawali dengan 
pembentukan panitia persiapan yang dibentuk oleh kepala 
sekolah atau tokoh masyarakat. Panitia persiapan berjumlah 
sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan 
praktisi pendidikan (seperti guru, kepala satuan pendidikan, 
penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM 
peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia 
usaha dan industri), dan orang tua peserta didik. Tahap 
berikutnya  penentuan kandidat anggota komite sekolah oleh 
semua unsur ekosistem sekolah dengan mempertimbangkan 
kriteria kecukupan dan kelayakan. Selanjutnya dilakukan 
pemilihan anggota komite sekolah akuntabel dan demokratis 
melalui rapat orangtua/wali siswa. Tahap akhir  kegiatan ini 
adalah secara musyawarah mufakat atau pemilihan pengurus 
utama dari komite sekolah, yaitu ketua, sekretaris, dan 
bendahara. 
 
2. Struktur Organisasi 
Peningkatan mutu pendidikan melalui kinerja yang efektif 
dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia 
akan terwujud dengan baik apabila didukung secara optimal adanya 
struktur organisasi sekolah yang baik. Sebenarnya susunan 
organisasi sekolah telah tertuang dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor  19 Tahun 2007 tentang Standar 
Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan 
Menengah. Dalam regulasi tersebut Struktur organisasi sekolah 
berisi tentang sistem penyelenggaraan dan administrasi yang 
diuraikan secara jelas dan transparan.  
Untuk optimalnya kinerja seluruh komponen ekosistem 
sekolah, struktur organisasi sekolah menjadi wewenang sekolah 
untuk menyusun termasuk hak, tugas, dan tanggung jawabnya 
dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi sekolah. Struktur 
organisasi sekolah yang ideal dalam upaya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan melalui pemenuhan SNP, seharusnya memuat 
unsur internal sekolah sebagai pelaksana yang efektif dan unsur 
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eksternal yang secara independen sebagai kontrol penjaminan mutu 
sekolah, sibagaimana disajikan dalam gambar berikut: 
 
 












Sementara itu komite sekolah sebagai salah satu unsur 
eksternal yang secara independen sebagai kontrol penjaminan mutu 
sekolah dapat melakukan kinerja yang efektif dalam peran dan 
fungsinya  mewujudkan peningkatan mutu sekolah semestinya juga 
harus  didukung  adanya struktur organisasi yang baik. Struktur 
organisasi komite sekolah yang ideal dalam upaya meningkatkan 














3. Anggaran Dasar  dan Rumah Tangga 
Kepengurusan komite sekolah yang telah dipilih secara 
akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa 
ditetapkan secara formal oleh kepala Sekolah, untuk segera 
menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) 
sebagai acuan operasional kegiatan.  Dalam Permendikbud Republik 
Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 disebutkan bahwa AD/ART 
komite sekolah paling sedikit memuat : nama dan tempat kedudukan;   
dasar, tujuan dan kegiatan; keanggotaan dan kepengurusan; hak dan 
kewajiban anggota dan pengurus; keuangan; mekanisme kerja dan 
rapat-rapat; perubahan AD/ART; dan pembubaran organisasi.  
Penyusunan AD/ART oleh komite sekolah dapat melibatkan 
berbagai unsur dengan dasar keterbukaan, akuntabel, dan bebas dari 
kepentingan selain sebagai dasar operasianoal kinerja optimal 
komite dalam upaya membantu meningkatkan mutu sekolah. 
AD/ART komite sekolah bersifat unik, artinya setiap komite sekolah 
mempunyai karakter khusus yang disesuaikan dengan sosial inklusi 
satuan pendidikan.   
Program kegiatan, mekanisme kerja, dan keuangan menjadi 
bagian dari AD/ART yang harus susun dengan mempertimbangkan 
kondisi awal, kondisi ideal, dan target realistis untuk peningkatan 
mutu penyelenggaran pendidikan. Program kegiatan difokuskan 
untuk optialnya  fungsi komite sekolah, yaitu : a) Mendorong 
tumbuhnya perhatian, komitmen, dan partisipasi masyarakat 
terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; b) Melakukan 
kerja sama dengan publik ( perorangan , organisasi, instansi 
pemerintah, maupun dunia usaha/ dunia industri) untuk 
penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; c) Menggalang dana 
masyarakat untuk membantu penyelengaraan pendidikan bermutu di 
satuan pendidikan d) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, 
tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diharapkan oleh 
masyarakat;  e) Memberi masukan, pertimbangan, dan rekomendasi 
kepada satuan pendidikan mengenai berbagai hal terkait dengan 
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penyelenggaraan pendidikan, antara lain: kebijakan dan program 
pendidikan; rencana kegiatan dan angaran sekolah (RKAS); proses 
dan evaluasi pembelajaran,  kinerja satuan pendidikan; kriteria 
pendidik dan tenaga kependidikan; dan  ketercukupan dan kelayakan 
sarana prasarana pendidikan;  f). Melakukan evaluasi dan 
pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan 
keluaran pendidikan; dan Melakukan sosialisasi dan promosi 
keberadaan dan produk sekolah kepada publik. 
Program kerja yang sudah dirancang dengan baik dalam 
upaya meningkatkan mutu pendidikan semestinya harus diikuti 
mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Mekanisme kerja 
merupakan serangkaian tindak terprogram untuk menyelesaian suatu 
masalah dalam upaya memaksimalkan hasil dan mengurangi resiko 
kegagalan dari program kerja yang telah direncanakan.  Mekanisme 
kerja komite sekolah antara lain mencakup: kegiatan apa yang 
dilakukan untuk menyelesiakan suatu program kerja (misalnya : 
rapat, talkshow, pelatihan, observasi, dll), kapan waktu pelaksanaan, 
siapan koordinator pelaksana kegiatan, materi apa saja yang perlu 
dipersiapkan, apakah perlu nara sumber, berapa alokasi anggaran, 
dan darimana anggaran tersebut diperoleh. Untuk optimalnya 
kinerja, komite sekolah harus membuat mekanisme yang efektif dan 
efisien untuk semua program kerja dengan memperhatikan kondisi 
sosial inklusi sekolah. Semua kegiatan harus terjadwal dengan baik, 
dimana dalam rencana dan pelaksanaannya berkoordinasi  
dengan Sekolah yang bersangkutan, dewan pendidikan, 
dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. 
Pengelolaan keuangan pendidikan merupakan salah satu 
substansi pokok dalam AD/ART komite sekolah, dimana 
pengelolaan yang baik akan turut menentukan  berjalannya kegiatan 
pendidikan di sekolah.  Kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan 
melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 
pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa 
kegiatan pengelolaan keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan 
sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, 
pemeriksaan dan pertanggung jawaban. 
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Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 75  Tahun 2016 disebutkan bahwa komite 
sekolah diberikan izin untuk  melakukan   penggalangan 
dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk 
melaksanakan fungsinya  dalam memberikan 
dukungan  tenaga, sarana dan prasarana, serta 
pengawasan pendidikan, dimana penggalangan dana 
dan sumber daya pendidikan lainnya tersebut hanya 
berbentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. 
Hasil penggalangan dana dapat digunakan antara lain: 
menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan; 
pembiayaan program/kegiatan terkait peningkatan 
mutu Sekolah yang tidak dianggarkan; pengembangan 
sarana prasarana; dan pembiayaan  kegiatan  operasional  
komite sekolah dilakukan  secara  wajar dan  harus 
dipertanggung-jawabkan secara transparan. 
 
4. Optimalisasi Peran Komite Sekolah 
Komite Sekolah yang dipilih secara akuntabel dan 
demokratis merupakan partner sekolah untuk bekerja bersama-sama  
meningkatkan mutu sekolah. Komite Sekolah mempunyai posisi 
yang lebih independen, sehingga akan lebih leluasa dalam 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari conflict of 
interest. Optimalnya kinerja komite sekolah tidak lepas dari 
bagaimana komite sekolah dapat menjalankan perannya sebagai:  
badan  pertimbaangan (advisory  agency),  pendukung (supporting agency), 












a. Komite Sekolah Sebagai Badan Pertimbangan (Advisory 
Agency) 
           Dalam perannya sebagai Advisory Agency, komite sekolah 
mempunyai tanggung jawab memberikan pertimbangan atau nasihat 
tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan dan 
program dalam meningkatkan mutu sekolah. Kebijakan dan 
program sekolah tidak akan lepas dari pencapaian standar 
nasional pendidikan (SNP), yaitu: standar isi, standar proses. 
standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Untuk 
menjalankan peran ini komite sekolah semestinya mempunyai 
pengetahuan dan informasi terkait dalam pengelolaan 
pendidikan, dimulai dengan mengidentifikasi berbagai aspirasi 
masyarakat mengenai pendidikan dan potensi di daerahnya. 
Indikator peran komite sekolah sebagai  Advisory Agency,  Komite 
sekolah dapat memberikan pertimbangan tentang : 
1) Muatan kurikulum sekolah, misalnya:  muatan 
kurikulum mengakomodasi kearifan lokal, adanya link 
and match antara muatan kurikum SMK dengan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.  
2) Kompetensi lulusan PLUS, misalnya muatan IT, bahasa 
asing, dan kewirausahaan.  
3) Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RKAS). 
4) Identifikasi sarana dan prasarana sekolah, baik dari segi 
kecukupan maupun kelayakan. 
5) Identifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, baik 
dari segi kecukupan dan kelayakan. 
6) Jaringan kerjasama sekolah dengan masyarakat dan 
dunia usaha/industri. 








b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (Supporting 
Agency) 
Dalam perannya sebagai supporting agency, komite 
sekolah  memberikan dukungan material atau immaterial 
berdasarkan hasil identifikasi kecukupan dan kelayakan yang 
menjadi permasalahan di satuan pendidikan dalam pencapaian 
SNP.  Permasalahan  di sekolah bisa terjadi karena kekurangan 
pendidik dan tenaga kependidikan sehingga akan mengganggu 
pelaksanaan pendidikan. Komite Sekolah kemudian dapat 
menindaklanjuti dengan melakukan pemberdayaan guru 
sukarelawan, tenaga kependidikan non-guru, termasuk tenaga 
ahli yang ada dalam masyarakat. 
Permasalahan ketercukupan dan kelayakan sarana dan 
prasarana sekolah sebagai bagian dari pelaksanaan proses 
pendidikan, juga harus mendapat perhatian. Komite Sekolah 
berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana 
pendidikan di sekolah, dengan memberdayakan bantuan sarana 
dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya 
yang ada pada masyarakat. Sementara itu, komite sekolah juga 
dapat berperan sebagai pendukung anggaran sekolah yang 
sangat terbatas, dengan pemanfaatan sumber-sumber anggaran 
pendidikan yang ada pada masyarakat. Komite dapat melakukan 
penggalangan dana melalui sumbangan dan bantuan dari 
masyarakat atas persetujuan kepala sekolah. Indikator peran 
komite sekolah sebagai  supporting agency,  antara lain: 
1) Komite sekolah memberikan dukungan anggaran yang 
digali melalui bantuan atau sumbangan masyarakat, 
untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan atau 
untuk pembiayaan  program/kegiatan  terkait  
peningkatan mutu Sekolah yang tidak dianggarkan. 
2) Komite sekolah memfasilitasi kebutuhan sarana dan 
prasarana pendidikan di sekolah, dengan memberdayakan 
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bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah 
melalui sumber daya yang ada pada masyarakat. 
3) Komite Sekolah memberikan dukungan terhadap 
keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah 
dengan melakukan pemberdayaan sumber daya 
masyarakat. 
4) Komite sekolah memfasilitasi tenaga ahli yang ada di 
masyarakat sebagai nara sumber dalam kegiatan ilmiah 
yang diselenggarakan sekolah. 
 
 
c. Komite Sekolah Sebagai Badan Pengontrol (Controlling 
Agency) 
Dalam perannya sebagai Controlling Agency, komite 
sekolah mempunyai tugas memberikan pengawasan terhadap 
perencanaan dan pelaksanaan dari semua program kegiatan 
maupun kebijakan sekolah.  Fungsi Komite Sekolah dalam 
memberikan pengawasan terhadap perencanaan program 
sekolah adalah untuk memastikan apakah program tersebut 
urgen untuk dilakukan untuk meningkatkan mutu sekolah, dan 
sesuai dengan kebijakan sekolah dan dinas pendidikan.  
Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program, 
pengawasan komite sekolah difokuskan apakah pelaksanaan 
program sesuai dengan yang direncanakan?, bagaimana 
ketercapaian dari tujuan program?, dan pengawasan mengenai 
transparansi dan akuntabilitas anggaran untuk pelaksanaan 
program. Indikator peran komite sekolah sebagai  controlling 
agency,  antara lain : 
1) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
perencanaan semua program kegiatan maupun 
kebijakan sekolah, khusunya tentang bobot program 
dan kesesuaian program dengan kebijakan.  
2) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
pelaksanaan program, khususnya tentang kesesuaian 
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proram dengan rencana, ketercapaian dari tujuan, dan 
kesesuaian anggaran. 
3) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
kebijakan sekolah 
4) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
anggaran belanja sekolah. 
5) Komite sekolah memberikan pengawasan terhadap 
output pendidikan di sekolah 
 
d. Komite Sekolah Sebagai Mediator (Mediator Agency) 
Dalam Perannya sebagai sebagai Mediator Agency, 
komite sekolah bertugas sebagai jembatan penghubung antara 
sekolah dengan pihak luar yang terkait (masyarakat, dunia 
usaha/industri, atau instansi pemerintah terkait). Peran komite 
sekolah sebagai mediator antara sekolah dengan masyarakat 
terkait menampung aspirasi masyarakat, baik itu orang tua/wali 
siswa maupun masyarakat umum di sekitar lingkungan sekolah. 
Aspirasi masyarakat, baik itu berupa keluhan maupun masukan 
yang terkait dengan kebijakan sekolah dan pelaksanaan program 
pendidikan dikomunikasikan dengan pihak sekolah atau yang 
terkait untuk menjadikan perhatian dan pertimbangan dalam 
menentukan kebijakan atau program berikutnya. 
Peran komite sekolah sebagai mediator antara sekolah 
dengan dunia usaha/industri terkait dengan berbagai kegiatan 
kerjasama yang bisa dilakukan kedua belah pihak, baik dalam 
kegiatan penyusunan kurikulum, magang industri, pemanfaatan 
sarana prasarana,  maupun perekrutan tenaga kerja. Komite 
sekolah juga berperan media promosi dan sosialisasi program 
dan produk sekolah kepada masyarakat maupun dunia 
usaha/industri. Indikator peran komite sekolah sebagai  
mediator agency,  antara lain : 
1) Komite sekolah menampung aspirasi masyarakat dan 




2) Komite sekolah menjadi jembatan jalinan kerjasama 
sekolah dengan dunia usaha/industri, yang terkait 
dengan kebijakan dan program sekolah. 
3) Komite sekolah melakukan promosi dan sosisalisasi 
program dan produk sekolah kepada masyarakat dan 
dunia usaha/industri 
4) Komite sekolah menjadi media komunikasi dengan 
masyarakat terkait penggalangan dana untuk 
ketercukupan anggaran penyelenggaraan pendidikan 
5) Komite sekolah menyampaikan aspirasi masyarakat, 
sekolah, maupun dunia usaha/industri terkait dengan 
kebijakan pendidikan dan mengkomunikasikan kepada 
instansi pemerintah terkait. 
  
D. Strategi Optimalisasi Peran Alumni untuk peningkatan Mutu 
SMK 
Alumni SMK merupakan gambaran produk dari sebuah 
SMK yang tentunya menjadi cerminan sekolah yang meluluskannya. 
SMK yang berkualitas akan menghasilkan alumni yang berkualitas 
pula, demikian sebaliknya. Menurut Widyanto (2010) salah satu 
indikator keberhasilan proses pendidikan dapat dilihat dari 
keberhasilan alumni dalam menjalankan peran mereka di jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi maupun berbagai bidang pekerjaan 
yang mereka jalani secara profesional sesuai minat dan kemampuan.  
Adanya korelasi yang begitu kuat antara alumni dengan 
almamaternya, tentunya diperlukan sinergi dari keduanya untuk 
meningkatkan mutu SMK. Sinergi SMK dengan alumni akan 
menjadi optimal ketika sekolah mampu memfasilitasi alumninya 
melalui wadah Ikatan Alumni (IKA) yang ideal. Ironisnya 
terbentuknya  IKA hanya sekedar simbolis eksistensi alumni itu 
sendiri, tanpa diikuti kegiatan terprogram untuk memberikan 
kontribusi kepada peningkatkan mutu SMK. Permasalahan  tersebut 
bisa terjadi karena : struktur organisasi IKA yang tidak berjalan 
dengan baik, tidak tersusun dengan anggaran dasar dan anggara 
rumah tangga (AD/ART) dari IKA, komunikasi antara pengurus dan 
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anggota yang kurang berjalan dengan baik, dan sinergi antara IKA 
dan pihak sekolah yang kurang optimal. Diperlukan strategi untuk 
mengoptimalkan kinerja ikatan alumni dalam partisipasinya 
membangun dan meningkatkan mutu SMK dengan memperhatikan 
perannya sebagai katalisator, kontributor, motivator, dan 
komunikator.  
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1. Peran alumni sebagai katalisator 
Dalam perannya sebagai katalisator, alumni dapat 
memberikan berbagai masukan kritis dan membangun kepada 
almamater mereka. Alumni mempunyai ikatan batin serta rasa 
memiliki yang kuat terhadap almamater, sehingga dari 
pengalaman mereka sebagai siswa dengan segala 
permasalahannya dan pengalaman mereka pada dunia kerja 
tentunya akan menawarkan  berbagai konsep, ide, pemikiran, 
masukan dan kritik membangun kepada sekolah. Untuk 
meningkatkan mutu SMK dalam pencapaian standar nasional 
pendidikan (SNP), alumni dapat memberikan berbagai masukan, 
antara lain : 
a. Muatan kurikulum sekolah yang dibangun berdasarkan 
link and match antara muatan kurikum SMK dengan 
kebutuhan dunia usaha dan dunia industri.  
b. Kompetensi lulusan SMK yang  memberikan nilai lebih 
dan mampu bersaing dalam lapangan kerja.  
c. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah 
(RKAS) 
d. Sarana dan prasarana sekolah, baik dari segi kecukupan 
maupun kelayakan. 
e. Pendidik dan tenaga kependidikan, baik dari segi 
kecukupan dan kelayakan. 
f. Pengelolaan pendidikan 
 
2. Peran alumni sebagai kontributor 
Dalam perannya sebagai kantributor, alumni dapat 
memberikan berbagai bantuan kepada sekolah, baik material 
maupun immaterial dalam rangka meningkatkan mutu SMK. 
Alumni yang telah berhasil dalam karier tentunya mempunyai 
kemampuan lebih dalam hal finansial  maupun pola pikir  yang 
lebih terasah. Oleh karena itu sebagai upaya meningkatkan mutu 
SMK, alumni bisa memberikan kontribusi baik materian maupun 
immaaterial sebagai berikut:  
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a. Kontribusi material, yaitu kontribusi berupa fisik yang 
dapat dimanfaatkan oleh almamater. Bantuan fisik 
dimulai dengan mengidentifikasi sarana dan prasarana 
sekolah, baik dari segi kecukupan maupun kelayakan.   
Bantuan alumni kepada sekolah dapat diwujudkan 
dalam donasi fresh money yang dapat dimanfaatkan 
untuk pembelian atau perbaikan sarana dan prasarana 
sekolah, misalnya komputer, printer, LCD, AC, meja, 
kursi, bangunan gedung  dan sebagainya.  
b. Kontribusi immateri, yaitu kontribusi berupa pemikiran 
yang dapat bermanfaat untuk pengembangan almamater. 
Kontribusi berupa pemikiran dapat diwujudkan dalam 
sumbangih pemikiran berupa saran dan kritik 
konstruktif; kegiatan-kegiatan berupa pelatihan, 
workshop, seminar, bedah buku, dialog, sarah sehan, 
diskusi, dan kajian ilmiah. 
 
3. Peran alumni sebagai motivator 
Alumni yang berhasil dalam kariernya tentu akan menjadi 
motivasi dan inspirasi bagi siswa, sehingga menimbulkan 
semangat mereka untuk bisa berhasil seperti kakak angakatannya. 
Ikatan alumni dapat mengagendakan acara rutin tahunan di 
sekolah untuk mengadakan presentasi, tatap muka, diskusi dan 
membuka stand konsultasi yang akan menjelaskan mengenai 
berbagai pilihan jurusan dan beberapa alternatif perguruan tinggi 
negeri dan swasta favorit kepada para siswa, dengan sasaran 
utama siswa/i yang akan melanjutkan studi. Para alumni yang 
telah bekerja juga diberikan kesempatan untuk dapat menjelaskan 
mengenai lingkup kerja mereka beserta tantangan yang dihadapi 








4. Peran alumni sebagai komunikator 
Alumni yang berprestasi dan memiliki kompetensi yang 
mumpuni dapat memainkan fungsi penting sebagai komunikator 
dalam membangun opini publik untuk menarik minat calon siswa 
baru.  Alumni, disadari atau tidak, merupakan salah satu acuan 
utama yang mendasari opini masyarakat tentang kualitas sekolah. 
Sebagai komunikator, alumni dapat secara langsung terjun di 
masyarakat untuk sosialisasi keberadaan dan program sekolah, 
atau lebih efektif lagi jika dibangun portal IT, sehingga alumni 
dapat leluasa berkomunikasi dengan masyarakat yang lebih luas. 
Portal IT ini tidak hanya digunakan untuk memperkenalkan 
sekolah ke publik, akan tetapi  dapat digunakan secara efektif 
sebagai alat Tracer Study. Semakin banyak terjaring alumni yang 
tersebar di seluruh wilayah indonesia, tentunya  memberikan 
referensi menarik dalam upaya meningkatkan mutu SMK.  
 
 
E. Strategi Optimalisasi Peran DUDI untuk meningkatkan Mutu 
SMK 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga 
pendidikan formal yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja 
dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam 
bidang tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan 
dunia industri (DUDI), serta diharapkan dapat berwirausaha. 
Berkaitan dengan hal tersebut semestinya dalam 
penyelenggaraannya,  kompetensi lulusan siswa SMK baik 
pengetahuan, keterampilan, maupun sikap kerja harus disesuaikan 
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
sesuai dengan kebutuhan DUDI. Menjadi nilai PLUS ketika 
SMK mampu mewujudkan sebagai replika lingkungan tempat 
nanti siswa akan bekerja, baik dalam sarana prasarana maupun 





Permasalahan yang muncul untuk mewujudkan impian 
tersebut, tentunya diperlukan biaya investasi yang besar untuk 
mempersiapkan sarana dan prasarana SMK yang terupdate sesuai 
dengan alat, mesin, fasilitas pendukung lainnya.  Merealisasikan 
kondisi tersebut menjadi pemikiran yang tidak mudah ketika 
adanya keterbatasan pemerintah dalam pengembangan sarana 
prasarana dan sumber daya manusia di SMK.  Kemitraan antara 
SMK dan DUDI menjadi langkah realistik untuk menanggulangi  
masalah tersebut, sehingga dapat meningkatkan efisensi dan 
efektivitas  penyelenggaraan  SMK seperti yang diharapkan.   
Kondisi yang ada, tidak sedikit SMK yang masih belum dapat 
menjalin kemitraan dengan DUDI yang tertuang dalam MoU. 
Kemungkinan karena ”mutualisme” yang belum terbangun, SMK 
kesulitan mencari mitra yang sesuai, atau sekolah tidak berupaya 
mencari mitra karena konsekwensi kerjasama yang membutuhkan 
pendekatan, pemahaman dan kesepakatan dari kedua belah pihak.  
Strategi untuk mengoptimalkan peran DUDI dalam meningkatkan 
mutu SMK tidak lepas dari managemen kerjasama dari kedua belah 
pihak.  Tahapan Manajemen Kerjasama Sekolah dengan DUDI 




Gambar 9.14  Optimalisasi Peran Komite Sekolah untuk 
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Perencanaan  merupakan  bagian  dari  fungsi manajemen 
yang sangat besar peranannya dalam proses pencapaian tujuan. 
Strategi perencanaan yang optimal semestinya dimulai dengan 
melihat kondisi real yang ada, dan dengan mempertimbangkan 
kondisi ideal selanjutnya direncanakan program untuk mencapai 
tujuan yang ingin dicapai. 
Perencanaan dalam menjalin kemitraan antara SMK 
dengan DUDI dilakukan dengan memperhatikan beberapa 
tahapan sebagai berikut: 
a. Ekosistem sekolah menganalisis kondisi riil sekolah 
berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), 
b. Menganalisis kondisi sasaran sekolah berdasarkan kondisi 
ideal SMK di era revolusi industri 4.0, 
c. Menganalisis kesenjangan antara kondisi sasaran dengan 
kondisi riil sekolah berdasarkan SNP. 
d. Mengidentifikasi program kegiatan kerjasama dengan 
DUDI berdasarkan hasil analisis kesenjangan antara 
kondisi sasaran dan kondisi riil.  
e. Mengidentifikasi DUDI yang potensial  di sekitar 
wilayahnya, sedemikian sehingga dipastikan 
keterlaksanaan semua program kegiatan dari (d).  
f. Sekolah melalui majelis sekolah atau komite sekolah 
merintis  kemitraan  dengan  DUDI melalui  MoU yang 
memuat : hak dan kewajiban DUDI dan sekolah, Materi 













Pelaksanaan program adalah serangkaian kegiatan 
terencana yang didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber 
daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 
Pelaksanaan  program  kemitraan antara SMK dengan DUDI 
harus disesuaikan dengan mekasisme kegiatan yang sudah 
disepakati dan tertulis dalam MoU dengan memperhatikan 
sumber daya yang ada.  Mekanisme beberapa jenis kegiatan 
kemitraan antara SMK dengan DUDI antara lain:  
a. Penyusunan/Validasi Kurikulum 
Pendidikan kejuruan merupakan program strategis 
untuk menyiapkan tenaga kerja terampil tingkat menengah 
agar dapat bekerja di industri dan berwirausaha. Untuk itu 
maka sinkronisasi kurikulum SMK dengan kebutuhan di 
industri harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. 
Kemitraan antara sekolah dengan DUDI dalam 
penyusunan/validasi  kurikulum  menjadi suatu keniscayaan 
dalam penyelenggaraan  pendidikan    kejuruan  agar  muatan 
isi dari kurikulum SMK memberikan kompetensi   lulusan  
yang  sesuai   dengan   perkembangan IPTEK dan kebutuhan   
dunia   industri. Dalam kemitraan tersebut, DUDI memegang 
peranan strategis dalam memberikan masukan muatan isi 
kurikulum sampai  materi yang harus  dikembangkan agar  
sesuai  dengan  kebutuhan  industri.  Kemitraan antara SMK 
dengan DUDI dalam penyusunan /validasi kurikulum diawali 
dengan analisis kurikulum SMK  yang ada dan identifikasi 
kompetensi yang dibutuhkan industri, dilanjutkan dengan 
sinkronisasi muatan kurikulum SMK dengan memperhatikan, 
kebijakan yang ada,  sumber daya, dan keunggulan wilayah.  
Program kemitraan dalam penyusunan/validasi kurikulum ini 
dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, antara lain : forum 






b. Pelaksanaan Pembelajaran 
Kemitraan DUDI dalam sinkronisasi kurikulum SMK 
dengan perkembangan IPTEK dan kebutuhan DUDI semestinya 
diikuti dengan  keterlibatan  DUDI dalam proses dan evaluasi 
pembelajaran. Keterlibatan DUDI dalam proses dan evaluasi 
pembelajaran di SMK dapat dilakukan dalam beberapa pola 
kerjasama, misalnya DUDI dilibatkan secara periodik 
mengirimkan tenaga ahlinya/praktisi  untuk membantu  proses 
pembelajaran, khusunya terkait dengan praktikum yang sesuai 
dengan bidangnya. Model lain seperti pelaksanaan   studium 
general, dimana DUDI yang relevan dengan bidang 
keahlian di SMK memberikan  informasi  dan  meningkatkan  
motivasi  siswa  SMK dalam  memahami bidang kerja dan 
tuntutan kompetensi yang sesuai dengan DUDI. 
Optimalnya keterlibatan DUDI dalam peoses dan evaluasi 
pembelajaran, semestinya ada kesepakatan antara DUDI dan 
SMK dari awal perencanaan materi dan pola penyelenggaraan 
sampai evaluasi hasilnya agar informasi yang disampaikan 
tepat pada sasaran yang diharapkan. 
 
c. Praktik  Kerja Industri 
Program Praktik Kerja Industri (Prakerin) merupakan  
kegiatan  pembelajaran  praktik  langsung  di dunia kerja 
berdasarkan program pelatihan di institusi pasangan secara 
terarah dan terprogram sehingga siswa mempunyai keahlian 
profesional dan siap untuk bekerja sesuai dengan kompetensi 
keahliannya. Secara   umum   pelaksanaan   program   praktik 
kerja     industri     bertujuan untuk     meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan peserta didik sesuai dengan 
bidang keahlian, serta membangun karakter  dengan iklim 
dunia kerja yang sebenarnya.  
Pelaksanaan program Praktik Kerja Industri (Prakerin) 
diperlukan kemitraan antara SMK yang menempatkan siswa 
sebagai peserta magang dengan DUDI yang memiliki sumber 
daya yang memadai untuk  mengembangkan kompetensi 
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kejuruan sesuai dengan bidang keahlian. Untuk optmalnya 
pelaksanaan prakerin DUDI semestinya berperan sejak dari 
proses perencanaan termasuk  identifikasi calon  siswa  
magang  yang  mereka  butuhkan, kapasitas siswa yang dapat 
tertampung, program pembimbingan yang akan diberikan, 
hingga pada tahap evaluasi dan sertifikasi hasil magang 
tersebut. 
 
d. Program Pelatihan Guru 
Guru sebagai ujung tombak penyelenggaraan 
pendidikan mempunyai peran vital dalam mewujudkan mutu 
pendidikan.    Guru harus mempunyai kemampuan 
merencanakan pembelajaran, memanfaatkan teknologi 
pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar dan menggunakan  
teknologi  komunikasi dan informasi baik pada domain 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 
sosial dan kompetensi professional. 
Perkembangan IPTEK dan relevansi kompetensi 
dengan kebutuhan industri menuntut guru SMK untuk secara 
terus menerus mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. 
Peningkatan  kualitas dan  relevansi  kompetensi  guru tersebut 
dapat ditempuh melalui program pelatihan untuk 
menghasilkan    guru     yang   unggul, tangguh, berteknologi 
tinggi, dan mempunyai kompetensi yang memadai sehingga 
mampu berkompetisi  dan berprestasi. 
Pelaksanaan program pelatihan guru diperlukan 
kemitraan antara SMK dengan DUDI yang memiliki sumber 
daya yang memadai untuk  mengembangkan kompetensi guru 
sesuai dengan bidang keahlian. Untuk optmalnya pelaksanaan 
pelatihan guru, tentunya program ini harus melibatkan penuh 
industri terkait materi, waktu, pola pelaksanaan, dimana 
industri harus terlibat dalam perencanaan,  pelaksanaan,  
hingga  evaluasi  dan  monitoring, sehingga pelatihan dapat 




e. Pengembangan Sarana dam Prasarana 
Untuk dapat mewujudkan SMK sebagai penghasil skill 
labor dengan daya saing yang baik dalam tantangan global, 
diperlukan daya dukung sarana prasarana yang memadai. 
Sayangnya keterbatasan pemerintah dalam pembiayaan 
pendidikan dan pengadaan sarana prasarana dan pembiayaan 
pendidikan menjadikan  kondisi ideal SMK masih jauh dari 
harapan. Upaya mewujudkan sarpras yang memadai dari segi 
kecukupan dan kelayakan diperlukan sinergi antara sekolah, 
masyarakat, dan DUDI. 
Kemitraan SMK dengan DUDI dalam pengembangan  
sarana prasarana dapat dilakukan baik dalam pengadaan 
maupun pemanfaatan sarana prasarana yang ada.   
Pemanfaatan sarana prasarana sebenarnya dapat dilakukan 
dari kedua belah pihak, baik SMK yang memanfaatkan 
sarpras DUDI, maupun sebaliknya. Pemanfaatan sarana 
prasarana sekolah oleh DUDI ketika SMK mempunyai sarana 
prasarana yang baik, misalnya : laboratorium komputer dengan 
hardware dengan software terkini, bengkel kerja dengan 
peralatan/fasilitas yang sama dengan DUDI bahkan lebih 
terupdate, sehingga sekolah dapat menjadi laboratorium dari 
DUDI, bukan sebaliknya. Sementara itu, pemanfaatan sarana 
prasaran DUDI untuk kepentingan sekolah jauh lebih besar. 
Hal tersebut terjadi memang karena keterbatasan sarana 
prasarana yang ada di sekolah, sehingga untuk memberikan 
kompetensi siswa, sekolah bemitra dengan DUDI dalam 











f. Pengembangan Unit  Produksi  
Pola kerjasama dalam bidang produksi sebagai bagian 
dalam implementasi konsep  Work  Base  Education  (WBE)  
dan  Production  Base  Education  (PBE) dapat memberikan 
manfaat dari sisi peningkatan kompetensi yang didapatkan 
siswa maupun dari sisi finansial yang diperoleh. Program ini 
juga dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dalam 
pengembangan proses belajar dan peningkatan image produk 
bagi industri yang bersangkutan.  
Diperlukan sinergi antara SMK dengan DUDI 
untuk optimalnya program ini, mengingat untuk 
menghasilkan unit produksi yang berkualitas harus  disesuai 
dengan standar DUDI. Kecukupan dan kelayakan sarana dan 
prasarana SMK serta kompetensi guru yang memadai untuk 
melakukan pembimbingan sesuai dengan bidang produksi 
menjadi prioritas untuk keterlaksanaan program ini. 
Program produksi  ini bisa berjalan dengan efektif 
apabila pihak sekolah mampu  meyakinkan  industri  
disekitarnya  untuk menjadi mitra dalam kegiatan produksi dan 
sekaligus menjadi vendor dari industri disekitarnya. Proses 
pelaksanaan  akan  ditangani  secara  professional  oleh unit 
pelaksana teknis produksi dan training dibawah bidang 
kerjasama dan pelayanan Industri disetiap Sekolah Kejuruan 
(SMK). 
 
g. Program Penyaluran Lulusan 
Salah satu indikator keberhasilan suatu SMK adalah 
banyaknya lulusan yang dapat terserap di dunia kerja sesuai 
dengan kompetensi yang telah diperoleh di bangku SMK. 
Kerterserapan lulusan SMK tidak lepas dari usaha sekolah 
menjalin kerjasama dengan DUDI  sedemikian sehingga 
terjadi ikatan kemitraan yang saling menguntungkan dar kedua 




Penyaluran lulusan dapat dilakukan dengan berbagai 
pola kerjasama dengan DUDI, misalnya kegiatan recruitment 
calon tenaga kerja dilakukan oleh  DUDI, mulai dari 
sosialisasi, tempat dan waktu pelaksanaan test, sistem, materi 
uji, sampai penilaian akhir.  Sementara dari pihak sekolah 
bertugas membuat pemetakan kondisi lulusannya, dan 
memberikan informasi tertulis tentang kompetensi lulusan 
yang akan disalurkan memiliki kemampuan yang memadai 
dan sesuai dengan standar kebutuhan industri. Pola kemitraan 
yang lain, misalnya recruitment calon tenaga kerja dilakukan 
dengan inisiatif sekolah yang menggandeng DUDI untuk 
mengadakan job fair di sekolah. Model seperti ini 
memungkinkan sekolah dapat menggandeng beberapa DUDI 
yang relevan dengan program keahlian di sekolah untuk 
melakukan recruitment tenaga kerja. Kegiatan sosialisasi, 
sistem pelaksanaan dapat dilakukan dengan kesepakatan 
sekolah dan DUDI, akan tetapi dalam masalah materi dan 
justifikasi,  SMK perlu memberikan keleluasaan industri 
dalam melakukan seleksi sesuai kebutuhan tanpa melakukan 
intervensi yang dapat merugikan industri dalam memilih calon 

















3. Evaluasi Program 
Evaluasi  merupakan  bagian  dari  fungsi manajemen 
yang sangat besar peranannya dalam sistem kendali mutu. 
Evaluasi program juga merupakan controlling managemen, 
untuk memastikan apakah pelaksanaan program dapat 
mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan.  
Kemitraan SMK dan DUDI akan berjalan optimal jika 
dikuti sistem  evaluasi yang bersifat menyeluruh dan terpadu. 
Evaluasi menyeluruh berarti  setiap tahapan kerjasama harus 
dievaluasi, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, 
hasilnya. Evaluasi  terpadu berarti dalam pelaksanaan 
pengawasan dan pengendalian harus ada koodinasi yang 
melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam proses kerjasama 
sekolah dengan DUDI. 
Evaluasi program kemitraan antara SMK dengan DUDI 
dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan sebagai 
berikut: 
a. Ekosistem sekolah mengidentifikasi setiap program 
kegiatan yang telah direncanakan, baik berkaitan dengan 
mekanisme pelaksanaan, pembiayaan, sampai tujuan 
yang diharapkan., 
b. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, 
apakah sesuai dengan mekanisme dan pembiayaan yang 
direncanakan, termasuk berbagai macam catatan terkait 
dengan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan. 
c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan, 
apakah sudah mencapai tujuan/sasaran yang 
direncanakan, termasuk berbagai macam catatan terkait 
dengan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan 
kegiatan. 
d. Mengidentifikasi berbagai macam catatan dalam 
evaluasi program untuk dilakukan tindak lanjut dalam 
penyempurnaan program kemitraan antara SMK dan 




Berdasarkan hasil dan pembahasan dengan memperhatikan 
tujuan penelitian, maka  dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : 
1. Keterlibatan seluruh ekosistem sekolah, baik internal (misalnya : 
kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, siswa) 
maupun eksternal (misalnya: komite sekolah, dunia usaha dan 
industri, alumni), menjadi suatu keniscayaan dalam upaya 
peningkatan mutu SMK. 
2. Data empiris menunjukkan peranan komite sekolah, alumni, dan 
DUDI dalam upaya peningkatan mutu SMK masih belum 
optimal.  
a. Keberadaan komite sekolah lebih dominan sebagai tangan 
panjang dari sekolah dalam kaitan dengan penggalangan 
dana maupun pemenuhan sarana prasarana sekolah.  Peran 
komite kurang terlihat dalam membantu penyelenggaraan 
pendidikan sekolah, mulai dari manajemen sekolah, 
kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, sampai koordinasi 
peran masyarakat. 
b. Keberadaan IKA lebih dominan sekedar simbolis eksistensi 
alumni itu sendiri, tanpa diikuti kegiatan terprogram untuk 
memberikan kontribusi kepada peningkatkan mutu SMK. 
Permasalahan  tersebut bisa terjadi karena : struktur 
organisasi IKA yang tidak berjalan dengan baik, 
komunikasi antara pengurus dan anggota yang kurang 
berjalan dengan baik, dan sinergi antara IKA dan pihak 
sekolah yang kurang optimal. 
c. Kemitraan antara SMK dan DUDI belum berjalan efisensi 
dan efektivitas dalam upaya peningkatan mutu SMK. 
Kemitraan lebih dominan DUDI hanya sebagai tempat 
magang siswa SMK dalam prakerin. Kemitraan belum 
optimal menyentuh kerjasama terkait penyelenggaraan 






3. Strategi optimalisasi peran komite sekolah, alumni, dan DUDI 
dalam upaya peningkatan mutu SMK, antara lain:  
a. Optimalnya kinerja komite sekolah akan terwujud ketika 
komite sekolah diisi orang yang tepat, struktur organisasi 
yang baik, sarana prasarana yang cukup dan layak, program 
kerja dan anggaran yang terukur dan tearah, serta 
pelasanaan dan evaluasi program yang baik. Komite 
sekolah harus menjalankan fungsinya sebagai advisory  
agency, supporting agency, controlling agency, dan mediator 
agency. 
b. Sinergi SMK dengan alumni akan menjadi optimal ketika 
sekolah mampu memfasilitasi alumninya melalui wadah 
Ikatan Alumni (IKA) dengan struktur organisasi yang baik, 
adanya AD/ART, komitmen dari pengurus IKA, dan 
komunikasi yang baik antara IKA dan pihak sekolah. 
Alumni harus menjalankan fungsinya sebagai katalisator, 
kontributor, motivator, dan komunikator.  
c. Kemitraan antara SMK dan DUDI dapat berjalan optimal 
ketika terjalin “mutualisme”, dimana kedua belah pihak 
saling membutuhkan dan memberikan kontribusi positif.  
Kemitraan seharusnya menyentuh kerjasama terkait 
penyelenggaraan pendidikan secara holistik, mulai dari 
penyusunan kurikulum, proses dan evaluasi pembelajaran, 
magang, pengembangan sarana prasarana, sampai 














Untuk mengoptimalkan peran komite sekolah, alumni, dan 
dunia usaha/industri dalam upaya  meningkatkan mutu SMK, 
beberapa rekomendasi disampaikan sebagai berikut : 
1. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri harus mempunyai 
komitmen kuat untuk mewadahi partisipasi para ekosistem dalam 
manajemen sekolah sesuai dengan peran dan fungsinya dalam  rangka 
mewujudkan peningkatan mutu sekolah, terlepas dari conflict of 
interest. 
2. Perlu dijaga eksistensi ikatan alumni melalui komitmen pengurus, 
kegiatan yang terprogram, dan sinergi dengan sekolah untuk 
mewujudkan kontribusinya dalam meningkatkan mutu 
almamater. 
3.  Kemitraan SMK dan DUDI dibangun atas dasar saling 
membutuhkan dan saling menguntungkan  dengan komitmen dan 
kesepakatan bersama yang tertulis dalam  MoU. 
4. Kepala sekolah semestinya memberikan ruang yang cukup untuk 
komite sekolah dan alumni untuk berkontribusi dalam 
peningkatan mutu sekolah, misalnya dengan melibatkan komite 
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